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1.1. LatarBelakang 
 

Saat ini isu pemanasan global yang 

ditandaiadanyagejalaanomalicuacasudahmenjadimasalahbersama.Pemanasan global 

merupakan suatu proses meningkatnyasuhu rata-rata atmosfer, laut, dandaratanbumi. 

Fenomenapemanasan global yang 

berakibatpadaperubahaniklimtelahmerubahprediksimusimhujandanmusimkemarau, di 

manadulumasyarakat di Indonesia masihmengenal 

masaduamusimtersebuttetapikinikondisinyasudahtidaksepertibiasanya.Dampakperubah

aniklimjugasudahmulaidirasakantidakhanyaolehmasyarakat di Indonesia 

tetapiolehsemuamasyarakat di dunia.Banjir, kekeringan, timbulnyapenyakit, 

gagalnyapanen, merupakanbeberapa diantaradampakakibatperubahaniklim.Hasilkajian 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) memastikanbahwaperubahaniklim 

global terjadikarenaatmosferbumidipenuhioleh gas rumahkaca (GRK), 

sepertikarbondioksida (CO2)danmetana, yang dihasilkanolehmanusia.Dengan 

pengertian lain, aktivitasmanusiaturutberperanpentingterhadapperubahaniklimsaatini. 

Seiringdenganitu, 

berbagaiupayatelahdilakukanuntukmengatasiperubahaniklimtersebut. Di kalangan 

masyarakat, gerakanmenanampohon, mengurangi  

pemakaiankendaraanbermotormelaluigerakansepeda, pemisahansampah di 

rumahtanggadankegiatanlainnyasetidaknyamerupakanupayanyatauntukmenjawabtanta

nganperubahaniklim. 
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Di kalanganswasta, dalamkegiatan CSR (Corporate Social Responsibility 

)merekamulaimelakukanaksinyadalammendukungpenguranganemisi gas rumahkaca, 

danlangkah-langkahnyatauntukmencapai target tersebut.  

Sebagaimanaperubahaniklimtelahmenjadisebuah agenda 

nasionalbahkaninternasional, makaperanandaerahdalammenjawabisutersebutsangat 

diharapkanolehkitabersama.Pemerintahdaerahperlumelakukan langkah nyata dan 

berkomitmendalammencapai target penguranganemisi GRK denganberbagaikebijakan, 

strategidan program yang disesuaikandengankondisipermasalahan di daerahnya.  

SesuaiPeraturanPresidenNomor 61 Tahun 2011 

tentangRencanaAksiNasionalPenurunanEmisi Gas RumahKacasampaitahun 2020 

danSuratEdaranBersamaMenteriDalamNegeri RI Nomor 660/95/SJ/2012, 

MenteriPerencanaan Pembangunan NasionalNomor 0005/M.PPN/01/2012 

danMenteriLingkunganHidup RI Nomor 01/MENLH/ 01/ 2012 

perihalPenyusunanRencanaAksi Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD-GRK) 

tanggal 11 Januari 2012, makadiharapkanparaGubernurmenyusun RAD-GRK 

berpedomanpada RAN-GRK dankebijakanperencanaanpembangunandaerah. RAD-GRK 

itu nantinya ditetapkanmelaluiperaturanGubernurdan diharapkan penyelesaianyya 

paling lambatakhir September 2012. Penyusunan RAD-GRK 

dilakukansecarapartisipatifsesuaidengankarakteristik, 

potensidankewenangandaerahsertaterintegrasidenganrencanapembangunandaerahsep

erti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan APBD.  

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Maluku Utara memiliki kewajiban pula 

seperti daerah lainnya dalam penyusunan RAD-GRK.Setelah tersusunnya RAD-GRK nanti, 

Pemerintah ProvinsiMaluku Utara sudah memiliki dokumenyang terkait 

upayapenurunanemisi GRK sesuaikomitmennasionalsampaitahun 2020.Dalam RAD-GRK 

itudiharapkandapatterlihataksimitigasi yang akandicapaibesertaperkiraanbiaya, 

sehinggamemudahkandalam proses perencanaan, pemantauandanevaluasinya.  
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1.2. Tujuan 

DokumenRencanaAksi Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD-GRK) 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2012–2020 bertujuan 

agarmenjadiacuandalamupayapenurunanemisi GRK 

gunamendukungpelaksanaanpembangunandaerahdalambentukarahkebijakan, 

strategidan program sertakegiatanmitigasi;  

 

1.3. Sasaran 

DengantersusunnyaRencanaAksi Daerah PenurunanEmisi GRK (RAD-GRK) 

Provinsi Maluku Utara diharapkanakantercapaisasaransebagaiberikut : 

1. Teridentifikasinyabidangdankegiatan yang berpotensisebagaisumber/serapanemisi 

GRK, berdasarkanpadacakupan, kondisiwilayah, kegiatandanproduksiemisisektoral, 

dankarakteristikdaerah.  

2. Teridentifikasinyatingkatemisidanproyeksi GRK 

denganskenariotanpaintervensikebijakandanteknologimitigasi (Baseline BAU) 

daribidang-bidang yang telahdiidentifikasidalamkurunwaktu yang disepakati (tahun 

2010-2020).  

3. Terumuskannyaaksimitigasi yang berpotensidapatmenurunkanemisi GRK 

daribidang/sub-bidangterpilih (bidangpertanian, bidangkehutanan, bidangenergi, 

bidangtransportasi, bidangindustridanbidangpengelolaanlimbah), 

Potensireduksiemisidari baseline daritahun 2010 sampaitahun 2020 

untuksetiapaksi/kelompokaksimitigasi yang diusulkan.  

4. Terumuskannyaalokasibiayamitigasidanbiayapenurunan per ton emisi GRK 

untuksetiapaksi yang diusulkan, Jangkawaktupelaksanaansetiapaksimitigasi yang 

diidentifikasi.  

5. Terumuskannyaskalaprioritasdariusulan-usulanaksimitigasiterpilih.  

6. Terumuskannyalembagapelaksanaandanpendanaankegiatan yang 

sudahdiidentifikasi, pengukurandanpemantauan program/kegiatan RAD-GRK di 

Provinsi Maluku Utara.  
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1.4. DasarHukum 

Dasarhukumpenyusunan RAD-GRK antara lain:  

1. Undang-UndangNomor 6 Tahun 1994 tentangPengesahan United Nations 

Framework Convention on Climate Change.  

2. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2009 

tentangPerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup.  

3. PeraturanPresidenNomor 61 Tahun 2011 

tentangRencanaAksiNasionalPenurunananEmisi Gas RumahKaca.  

4. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 3 Tahun2008tentangRencana 

Pembangunan JangkaPanjang DaerahProvinsiMaluku Utara Tahun 2005-

2025(Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Tahun … Nomor …., 

TambahanLembaran Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor …); 

5. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2008 

tentangKewenanganUrusanPemerintahanProvinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah 

Provinsi Maluku Utara Tahun 2008 Nomor 4, TambahanLembaran Daerah Provinsi 

Maluku Utara Nomor 2); 

6. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 7    Tahun  2008  tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); 

7. Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 8    Tahun  2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Propinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8, 

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5); 

8. SuratedaranbersamaMenteriDalamNegeri RI Nomor 660/95/SJ/2012, 

MenteriPerencanaan Pembangunan NasionalNomor 0005/M.PPN/01/2012 

danMenteriLingkunganHidup RI Nomor 01/Menlh/01/2012 

perihalPenyusunanRencanaAksi Daerah PenurunanEmisi Gas RumahKaca (RAD-GRK) 

tanggal 11 Januari 2012  
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1.5. KerangkaWaktuPenyusunan 

Penyusunan RAD-GRKProvinsi Maluku Utara membutuhkan proses yang cukup lama. 

Oleh karena itu penyusunan RAD-GRK ini mengacu pada jadwal yang tersusun dan 

diharapkan sesuai dengan rencana sebagaimana tersebut dalam matriks di bawah ini. 

 

RAD-GRK Maret April Mei Juni Juli Agst Sept 

Team Building        

Pengembangan Working Plan        

Pengumpulan Data        

Perhitungan BAU Baseline        

PengajuanAksiMitigasi        

PenentuanSkalaPrioritas        

Menentukan target reduksiemisi GRK        

Pengembanganstrategipelaksanaandari 

RAD GRK 

       

Draft teksdariperaturanGubernur        

Pertemuan (Workshop)        
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Bab 2 
Profil Daerah Dan 
Permasalahan 
Emisi GRK 

 
 
 
2.1. Profil dan Karakteristik Daerah  
 

Dalam bagian ini akan diuraikan letak geografis dan administratifkewilayahan, 

demografi, dan ekonomi wilayah, sebagai gambaran singkat kondisi Provinsi Maluku Utara. 

 
2.1.1. Letak Geografis dan Administratif Kewilayahan  

Provinsi Maluku Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Maluku berdasarkan 

Undang–undang Nomor: 46 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 beribukota di Sofifi Kota 

Tidore Kepulauan. Sejak 4 Agustus 2010 setelah diresmikan oleh Presiden RI, pusat 

pemerintahan Provinsi Maluku Utara dipindahkan dari Kota Ternate ke Ibukota Sofifi. 
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Secara geografis Provinsi Maluku Utara terletak di antara 3° Lintang Utara sampai 3° 

Lintang Selatan dan 124° - 129° Bujur Timur serta terbentang dari utara ke selatan sepanjang 

770 Km dan dari barat ke timur sepanjang 660 Km. Luas wilayah Provinsi Maluku Utara secara 

keseluruhan sebesar 145.801,1 Km2 meliputi luas wilayah daratan 45.069,66 Km2 (23,72 

persen) dan wilayah perairan seluas 100.731,44 Km2 (76,28 persen) dengan panjang garis 

pantai sepanjang 3.104 Km. Provinsi Maluku Utara memiliki batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Samudera Pasifik  

Sebelah Timur  : Berbatasan dengan Laut Halmahera 

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Maluku 

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Laut Seram 

Luas wilayah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara disajikan dalam Tabel 1. 

Tabel 1 
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara 

 
No Kabupaten / Kota Luas Wilayah (Km2) 

Darat Laut Jumlah 
1 Halmahera Barat 2.612,24 11.623,42 14.235,66 
2 Halmahera Tengah 2.276,83 6.104,65 8.381,48 
3 Halmahera Utara 3.132,40 19.536,02 24.983.32 
4 Halmahera Selatan 8.779,32 31.484,40 40.263,72 
5 Halmahera Timur 6.506,2 7.695,82 14.202,02 
6 Kepulauan Sula 9.632,92 14.449,38 24.082,30 
7 Ternate 250,85 5.544,55 5.795,40 
8 Tidore Kepulauan 9.564 4.293,20 13.857,20 
9 Pulau Morotai * 2.314,9 tad tad 
Provinsi Maluku Utara 45.069,66 100.731,44 145.801,1  

Sumber:  Maluku Utara dalam Angka 2011. Keterangan: * = Data masih tergabung dengan Kab. Halmahera Utara 

Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar wilayahnya berupa laut, memiliki 395 buah 

pulau terdiri dari 64 buah berpenghuni dan 331 buah tidak berpenghuni. Pulau-pulau yang 

tergolong besar antara lain Pulau Halmahera (18.000 Km²) dan pulau-pulau yang ukurannya 

relatif sedang yaitu Pulau Obi (3.900 Km²) dan Pulau Taliabu (3.195 Km²), Pulau Bacan (2.878 

Km²) dan Pulau Morotai (2.325 Km²). Pulau-pulau yang relatif kecil antara lain Pulau Ternate, 

Tidore, Makian, Kayoa, Gebe dan sebagainya.  

Secara administrasi, saat ini Provinsi Maluku Utara terbagi menjadi 7 Kabupaten dan 2 

Kota. Pada tahun 2008 Pulau Morotai yang semula menjadi bagian dari Kabupaten Halmahera 

Utara, pisah menjadi kabupaten sendiri yaitu Kabupaten Pulau Morotai. Kabupaten/kota 

tersebut terdiri dari 112 kecamatan dan 1.062 desa/kelurahan. Pembagian daerah administrasi 

Provinsi Maluku Utara secara rinci dapat dilihat pada tabel 2. 

 

Tabel 2 
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Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota di ProvinsiMaluku Utara 

No  
Kabupaten/Kota Nama Ibukota 

Kabupaten/Kota 
Banyaknya 
Kecamatan 

Banyaknya 
Desa/Kelurahan 

Jarak ke 
Ibukota 

Provinsi (km)** 
1 Halmahera Barat  Jailolo 9 147 38,6 
2 Halmahera 

  

Weda 8 48 54,5 
3 Kepulauan Sula  Sanana 19 133 360,9 
4 Halmahera 

  

Labuha 30 255 153,2 
5 Halmahera Utara  Tobelo 17 197 118,2 
6 Halmahera Timur  Maba 10 77 75,1 
7 Ternate  Ternate 7 77 25,8 
8 Tidore Kepulauan  Soa Sio 8 72 20,5 
9 Pulau Morotai Daruba 5 64 150 
Provinsi Maluku Utara  Tidore 113 1 070  

Sumber: Maluku Utara dalam Angka  2011 

Keterangan :  

** = Sofifi sebagai Ibukota Provinsi, berdasarkan jarak datar  

Gambar 1  Peta Administrasi Provinsi Maluku Utara 
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2.1.2. Demografi  
 

Penduduk Provinsi Maluku Utara berdasarkan sensus penduduk 2010 berjumlah 

1.035.480 jiwa dan tersebar di 9 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan jumlah 

penduduk pada tahun 2000 yang berjumlah 699.912 jiwa, maka jumlah penduduknya 

meningkat sebanyak 335.568 jiwa selama sepuluh tahun. Jumlah penduduk terbesar 

terdapat di Kota Ternate yaitu sebanyak 250.850 jiwa atau 24,23% dari total jumlah 

penduduknya pada tahun 2010. Kemudian Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 

198.030 jiwa (19,12%) dan Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 161.580 jiwa 

(15,69%). Sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kabupaten Halmahera 

Tengah yaitu sebanyak 42.740 jiwa (4,13% dari total penduduk).  

Tabel 3 
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara 

No Kabupaten/Kota Sebaran Penduduk Tahun 
2007 2008 2009 2010 2010 (%) 

1 Halmahera Barat 96.724    
  

  97.424  97.971 100,15 9,7 
2 Halmahera Tengah 33.410    

 
  34.410  34.821 42,74 4,1 

3 Kepulauan Sula 129.090  
  

129.871  130.290 132,07 12,8 
4 Halmahera Selatan 184.860  

  
188.156  192.312 198,03 19,1 

5 Halmahera Utara 187.375  
  

190.835  194.778 161,58 15,6 
6 Halmahera Timur 64.922    

  
  66.965  69.912 72,88 7,0 

7 Ternate 166.506  
  

170.016  172.604 250,85 17,9 
8 Tidore 

 
81.389    

  
  81.921  82.302 89,51 8,6 

9 Pulau Morotai *    52,86 5,1 
Provinsi Maluku 

 

944.276 959.5982  974.990 1.035.48 100 
Sumber: Maluku Utara Dalam Angka Tahun 2008-2009, dan Sensus Penduduk 2010 
Keterangan : * = data masih tergabung dengan Kab. Halmahera Utara 

 

2.1.3. Ekonomi Wilayah  

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto 

(PDRB), yang menggambarkan besaran output akhir atau nilai tambah yang dihasilkan melalui 

produksi barang dan jasa oleh unit-unit produksi daerah pada periode tertentu, serta 

pertumbuhannya yang menggambarkan kinerja masing-masing sektor setiap tahunnya dan 

peningkatan skala ekonomi.Pertumbuhan PDRB sebagai salah satu indikator yang penting untuk 

mengetahui perkembangan ekonomi suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. 
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Perkembangan PDRB Provinsi Maluku Utara atas dasar harga konstan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Jika dilihat dari kontribusi sub sektor terhadap sektor dalam pembentukan PDRB 

Provinsi Maluku Utara, maka kontribusi tertinggi untuk sektor pertanian ditempati oleh sub 

sektor tanaman perkebunan sebesar 18,21 % (2009), tanaman bahan makanan hanya sebesar 

9,93 % (2009), perikanan 4,55% (2009), kehutanan sebesar 2 % (2009). Untuk sektor 

pertambangan dan penggalian, kontribusi tertinggi berada pada sub sektor pertambangan 

tanpa migas sebesar 3,57 % (2009) dan sub sektor penggalian hanya 0,50% (2009), sementara 

sub sektor minyak dan gas bumi 0% (2009). Sementara untuk sektor industri pengolahan hanya 

disumbangkan oleh sub sektor non migas sebesar 3,82 %. Demikian pula untuk sektor-sektor 

lainnya memberi sumbangan yang cukup signifikan dalam perkembangan ekonomi Maluku 

Utara. 

Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara terbesar 

disumbangkan dari Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera 

Selatan. Sumbangan terbesar dari ketiga Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku Utara 

adalah dari sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor industri pengolahan dan pertanian 

tanaman pangan. 

Tabel 4 

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 
 Provinsi Maluku Utara 2009 – 2010 (jutaan rupiah) 

 
Sumber : Bank Indonesia Cabang Ternate 2011 

Sektor 2009 2010 
TW1 TW2 TW3 TW4 

1. Pertanian 995,698,21 253.068,08 261.459,08 267.404,21 2 67.035,12 
2. Pertambangan & Pengalian 117.186,04 31.157,99 31.509,41 3 1.810,69 31.904,55 
3. Industri Pengolahan 352.601,54 91.087,93 91.666,20 9 4.244,99 94.864,30 
4. Listrik,Gas & Air Minum 13,163.75 3.388,23 3.479,23 3.598,54 3.663,66 
5. Bangunan 50,798.65 13.295,66 13.435,66 1 3.757,54 13.803,56 
6.Perdagangan,Hotel & Restr 734,421,84 196.370,10 201.599,70 212.706,70 2 13.621,31 
7. Pengangkutan & Komunikasi 228,831.21 59.398,63 60.818,51 6 2.963,06 63.482,24 
8. Keu. Persewaan&Jasa Perh 101.673,46 26.307,33 26.944,32 2 7.934,12 28.194,49 
9. Jasa – Jasa 218,071.07 57.444,49 59.268,99 6 0.650,72 61.785,24 
Pertumbuhan PDRB Maluku 
Utara (Yoy %) 

6,05% 9,16% 8,26% 7,52% 6,99% 
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Peningkatan angka PDRB ini selain disebabkan karena meningkatnya produksi barang 

dan jasa yang dihasilkan, juga dipicu oleh naiknya harga dalam kurun waktu 2009 – 2010, 

sehingga PDRB yang diukur dengan harga berlaku belum dapat menunjukan produktivitas riil 

yang dicapai di Provinsi Maluku Utara. 

2.2. Program Prioritas Daerah  

Sementara itu rencana pembangunan daerah di Provinsi Maluku Utara sebagaimana 

dalam Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) 2009-2013 telah difokuskan 

dalam beberapa prioritas pembangunan daerah.Prioritas pembangunan daerah di Provinsi 

Maluku Utara difokuskan pada prioritas program dengan sasaran sebagai berikut : 

1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah, difokuskan pada pengembangan jalan ringroad-

trans Halmahera, Sula,Morotai, Bacan-Obi, sarana perhubungan, sarana rumah sakit-

puskesmas, dan perkantoran 

Sasaran : 

a. Mantapnya persiapan pembangunan Jalan ringroad/trans Halmahera, Sula,Morotai, 

Bacan-Obi;  

b. Terselenggaranya pembangunan jalan dan jembatan ringroad/trans Halmahera, 

Sula,Morotai, Bacan-Obi; 

 

2. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia, difokuskan untuk 

menciptakan sumberdaya manusia Maluku Utara yang unggul dan berdaya saing.  

Sasaran:  

a. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat;  

b. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;  

c. Meningkatnya kompetensi keterampilan dan kewirausahaan tenaga kerja melalui 

pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di sektor formal.  

3. Ketahanan Pangan, difokuskan pada komoditas beras, jagung, kedelai dan ketersediaan 

protein hewani.  

Sasaran : 

a. Meningkatnya produksi beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan;  
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b. Terpenuhinya stok beras;  

c. Tertatanya agroindustri dan perdagangan beras, jagung, kedelai, ternak dan ikan.  

d. Meningkatnya ketersediaan input produksi pertanian;  

e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumber daya air dan irigasi di 

sentra produksi pertanian.  

4. Peningkatan Daya Beli Masyarakat, difokuskan pada penciptaan lapangan kerja serta 

menyiapkan tenaga kerja terampil dan berjiwa enterpreneur untuk kebutuhan dalam negeri 

dan luar negeri.  

Sasaran : 

a. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas SDM tenaga kerja Maluku Utara dengan berbasis 

standar tenaga kerja ASEAN;  

b. Meningkatnya kesempatan kerja melalui peningkatan investasi dan padat karya;  

c. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, buruh dan KUMKN;  

d. Terwujudnya Kemitraan Strategis antara KUMKM, IKM, BUMD dan Pengusaha Besar dan 

Lembaga Keuangan ;  

e. Meningkatnya kondisi infrastruktur transportasi serta sumberdaya air dan irigasi di 

Kawasan Industri.  

5. Peningkatan Kinerja Aparatur, difokuskan pada peningkatan pelayanan publik dan 

penerapan insentif berbasis kinerja.  

Sasaran : 

a. Meningkatnya Fungsi Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Desa;  

b. Meningkatnya Profesionalisme dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah dan Desa;  

c. Menurunnya Tingkat KKN untuk Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih;  

d. Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.  

6. Penanganan Pengelolaan Bencana, difokuskan pada upaya pengurangan risiko bencana 

terutama banjir dan longsor.  

Sasaran : 

a. Berkurangnya Risiko Kejadian Bencana di Maluku Utara;  

b. Tertanganinya Bencana/Wabah Secara Cepat dan Akurat;  
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c. Meningkatnya Kesiapan Dini dan Mitigasi Bencana;  

d. Meningkatnya Pemahaman dan Kesiapan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.  

7. Pengendalian dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, difokuskan pada pelestarian dan 

peningkatan luas dan fungsi kawasan lindung.  

Sasaran : 

a. Meningkatnya Luas dan Fungsi Kawasan Lindung;  

b. Berkurangnya Lahan Kritis di Kawasan Lindung;  

c. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran Air.  

8. Kemandirian Energi dan Kecukupan Air Baku, difokuskan pada energi perdesaan, 

penyediaan air baku dan air bersih.  

Sasaran : 

a. Meningkatnya Cakupan Elektrifikasi Perdesaan;  

b. Berkembangnya Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Alternatif;  

c. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Air Baku dan air Bersih; 

 

Berdasarkan prioritas pembangunan di Provinsi Maluku Utara sebagaimana tersebut di 

atas, program yang mendukung pengurangan emisi GRK pada dasarnya secara tidak langsung 

telah dilaksanakan walaupun belum optimal dan belum terlalu signifikan dalam pencapaian 

target dan sasarannya. 

2.3. Permasalahan Emisi Gas Rumah Kaca 

Luas daratanProvinsi Maluku Utara sebesar 78,98% merupakan kawasan hutan (± 

2.488.669 ha),yang terdiri antara lain hutan konservasi 218.557 ha, hutan lindung 484.753 Ha, 

dan lain-lain. Dilihat dari aspek ini, Provinsi Maluku Utara berpotensi memberikan sumbangan 

yang sangat besar dalam penyerapan emisi GRK dan tingkat pelepasan emisi GRK di Provinsi 

Maluku Utara diyakini masih tidak sebesar yang dihasilkan oleh wilayah lain di Indonesia. 

Namun demikian, berbagai kegiatan pertambangan, pengelolaan persampahan yang belum 

optimal, peningkatan kendaraan bermotor yang semakin meningkat khususnya di wilayah-

wilayah yang cukup pesat perkembangannya seperti antara lain di Ternate, dan sebagian besar 

wilayah Halmahera seperti Maba, Weda, danTobelo, dapat memunculkan 
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permasalahanpeningkatan emisi GRK dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan 

perubahan iklim. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan sumber-sumber emisi GRK, dampak 

yang dihasilkan akibat pengeluaran emisi GRK terhadap lingkungan di Provinsi Maluku Utara, 

dan potensi serapan GRK di ProvinsiMaluku Utara.  

 
2.3.1. Sumber Emisi GRK  

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam 

yang luar biasa, diantaranyatambang.Potensi tambang seperti nikel, emas, dan sumber daya 

mineral lainnya telah menjadi perhatian investor untuk melakukan pengelolaan di wilayah-

wilayah yang mengandung unsur tambang tersebut seperti di Halmahera Tengah, Halmahera 

Timur, Halmahera Utara, dan wilayah lainnya.Tercatat sejumlah perusahaan-perusahaan 

berskala besar baik milik negara seperti PT Aneka Tambang Tbk maupun swasta lainnya 

mengelola penambangan di wilayah Halmahera. Usaha penambangan yang dilakukan oleh 

sejumlah perusahaan tersebut di sisi lain menghasilkan pendapatan bagi pusat maupun daerah, 

namun di sisi lain dapat menghasilkan limbah tambang. Sementara itu pada aspek 

persampahan khususnya di wilayah perkotaan seperti di Ternate, Tidore Kepulauan, Tobelo 

memunculkan permasalahan dalam pengelolaan persampahan di mana harus memastikan 

bahwa produk sampah yang dihasilkan di kota-kota tersebut dapat dibuang dengan sistem open 

dumping ke TPA. Hal lain lagi adalah mengenai semakin bertambahnya jumlah kendaraan baik 

roda 2 maupun roda 4 yang hilir mudik di wilayah Ternate dan sebagian besar di wilayah jalur 

trans Halmahera, walaupun tidak separah yang terjadi di provinsi lain, dan permasalahan yang 

terkait dengan deforestrasi dan degradasi hutan karena perambahan dan illegal loging masih 

menjadi isu yang cukup menjadi perhatian di kalangan pemangku kepentingan. 

 

2.3.1.1. Sektor Pertanian 

Di sektor pertanian, Wilayah Provinsi Maluku Utara memiliki areal persawahan seluas 16.371 

Ha, yang tersebar di wilayah Halmahera (sebagian besar berada di Halmahera Utara 4.043 Ha, 

Halmahera Timur 6.516 Ha, dan Halmahera Tengah 1.669 Ha).Luas lahan persawahan demikian 

dapat berpotensi menimbulkan gas metana (CH4) yang dapat menimbulkan efek rumah kaca 

dan rusaknya ozon serta menimbulkan gangguan pernafasan.  
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2.3.1.2. Sektor Energi  

Berdasarkan data dari PT. Pertamina (2011), tingkat penyerapan kuota bahan bakar 

minyak(Premium) di Provinsi Maluku Utara sebesar 96,90% dibanding dengan penyerapan 

nasional di atas 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Maluku Utara digambarkan sebagai 

daerah berkonsumsi bahan bakar minyak yang paling rendah dibanding dengan daerah lainnya. 

Kondisi demikian dapat diartikan bahwa kekhawatiran akibat peningkatan emisi gas buang 

terutama dari kendaraan bermotor yang energinya bersumber dari BBM tersebut dapat 

terkurangi. Emisi gas buang kendaraan bermotor merupakan sumber pencemar potensial dari 

sumber bergerak sehingga jumlah kendaraan bermotor serta kegiatan lalu lintas jalan baik yang 

tercatat maupun yang melintas menjadi perhatian serta dikendalikan emisi yang 

dikeluarkan.Walaupun tidak sebanyak dan sepadat seperti di kota-kota besar lainnya, jumlah 

kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan 

peningkatan.Berdasarkan tabel berikut tercatat Kota Ternate merupakan wilayah yang 

mempunyai jumlah kendaraan bermotor yang paling besar jumlahnya. Sementara kota ini 

memiliki luas wilayah dan jalan yang relatif paling kecil dibanding dengan wilayah lainnya di 

Provinsi Maluku Utara. Kondisi ini memungkinkan bahwa di Provinsi Maluku Utara tingkat emisi 

yang menghasilkan paling banyak gas buang dari kendaraan bermotor adalah di Kota Ternate.  

Tabel 7 
Jumlah Kendaraan Bermotor menurut Jenis Kendaraan dan 

Bahan Bakar yang Digunakan diProvinsi Maluku Utara 
 

No Kabupaten/Kota Jenis Kendaraan Jumlah 
Mobil 

 
Truk Bus Sepeda 

 1 Halmahera Barat 57 23 2 1.163 1.245 
2 Halmahera 

 
228 12 2 265 507 

3 Kepulauan Sula 44 15 2 729 790 
4 Halmahera 

 
47 25 2 527 601 

5 Halmahera Utara  101 49 2 2.037 2.189 
6 Halmahera Timur 18 22 2 656 698 
7 Ternate 1.437 220 8 9.344 11.009 
8 Tidore 245 30 2 2.543 2.820 
9 Pulau Morotai*      

2009 2.177 396 22 17.264 19.859 
2008 1.376 341 80 13.516 15.313 
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Sumber: Dinas Perhubungan, 2010 

Sementara itu berdasarkan data PT. Pelindo V cabang Ternate (2011), peningkatan 

pasokan untuk kendaraan bermotor roda dua masih tercatat cukup tinggi, dimana volumenya 

mencapai 1.680 Ton/M3, meningkat 39,30% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun 

sebelumnya. Peningkatan kendaraan bermotor ini ikut didukung dengan meningkatnya pasokan 

bahan-bakar, diantaranya untuk premium.Setiap tahunnya konsumsi premium selalu 

mengalami kenaikan. 

 
Tabel 8 

Konsumsi BBM Maluku Utara (Liter) 
Produk Avtur Premium M.Tanah M.Solar Total 
2008 5.197.000 30.525.370 27.459.250 74.144.650 137.326.270 
2009 7.714.720 33.918.930 27.034.200 64.479.500 133.147.350 
2010 10.999.400 34.182.670 29.085.310 73.970.950 148.238.330 
Sumber: Pertamina Depot Ternate, 2011 

Sementara itu berdasarkan data pada tabel berikut dijelaskan bahwa CO2 (e) yang 

bersumber dan penggunaan jenis bahan bakar untuk memasak, konstribusi besar masih 

diberikan oleh penggunaan kayu bakar. Penggunaan kayu bakar dari tahun 2004 hingga 2007 

memiliki tren menurun dari 849.202 ton menjadi 819.508 ton. Menurunnya penggunaan kayu 

bakar ini, ternyata berimplikasi pada besarnya penggunaan gas/LPG yang memiliki tren menaik 

di limit waktu tersebut, yakni 179 ton menjadi 829 ton pada tahun 2007. Sementara itu, CO2(e) 

yang bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor, ternyata masih menunjukkan tren yang 

konstan pada level 2.000 ton sejak 2005 hingga 2007. Adapun tren meningkat emisi CO2 

diperlihatkan oleh aktivitas sampah dibakar, yakni 4,38 gigagram menjadi 4,52 gigagram pada 

tahun 2008. Berikut ditampilkan tabek perkiraan emisi CO2 di Provinsi Maluku Utara: 

Tabel 9 
Perkiraan emisi  CO2Provinsi Maluku Utara 

No Perkiraan emisi CO2 Tahun 
2001 2004 2007 

1 Dari rumah tangga menurut 
jenis bahan bakar untuk 
memasak (ton) 

   

 - Gas/LPG - 179 829 
 - Kerosene - 97.592 53.688 
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 - Kayu bakar - 849.202 819.508 
  Tahun 
 Perkiraan emisi CO2 2003 2004 2005 
2 Dari konsumsi energi industri 

menurut jenis bahan bakar 
(ribu ton) 

   

 - Solar 31.71 56.65  
 Perkiraan emisi CO2 Tahun 
  2004 2006 2007 
3 - Dari kendaraan 

bermotor (ribu ton) 
2 2 2 

 - Dari konsumsi pupuk 
urea (ribu ton) 

0.34 0.20 0.18 

 Perkiraan emisi CO2 Tahun 
4 Dari sampah yang dibakar 

(giga gram) 
2006 2007 2008 

 Dari sampah yang dibakar 
(giga gram) 

   

 - Sampah yang dibakar 4.38 4.46 4.52 
Sumber:  Kementerian Lingk. Hidup 2009 

2.3.1.3.  Sektor Transportasi dan Infrastruktur  

Jaringan jalan di Provinsi Maluku Utara menurut statusnya dapat diklasifikasikan 

menjadi 4 jenis yaitu jalan Negara atau Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten dan Jalan Kota. 

Untuk panjang Jalan Negara di Provinsi Maluku Utaraadalah 458,21 km, Jalan Provinsi586.74 

km, Jalan Kabupaten 2.785,78 km dan Jalan Kota 494,98 km. Selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 10 
Panjang Jalan Menurut KewenanganDiProvinsi Maluku Utara 

1) Nasional 
KABUPATEN/KOTA NAMA RUAS PANJANG RUAS (KM) 

Halbar Sidangoli (Dermaga Ferry) – Boso 23.23 
88.91 KM Simp. Dodinga - Akelamo (Km 60) 63.01 

  Boso - Simp. Dodinga 2.67 

Halut Podiwang – Tobelo 47.86 
283.73 KM Tobelo – Galela 27.02 

  Kao – Podiwang 32.90 
  Galela - La. Terbang 10.87 
  Boso – Kao 71.49 
  Daruba – Daeo 25.59 
  Daeo - Bere bere 68.00 
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Kota Ternate Jl. Dermaga Ferry – Bastiong 0.30 
8.60 KM Jl. Bastiong  1.00 

  Jl. Mangga Dua   1.00 
  Jl. Hasan Esa  0.90 
  Jl. Mononutu  0.60 
  Jl. Merdeka  0.70 
  Jl. Sultan Hairun  0.70 
  Jl. Pemuda  2.20 
  Jl. Bandara Babullah  0.80 
  Jl. Jend. A. Yani  0.40 

Tidore Kepulauan Payahe – Weda 24.50 
76.96 KM Akelamo (Km 60) – Payahe 52.47 

 
2) Provinsi 

KABUPATEN/KOTA NAMA RUAS PANJANG RUAS (KM) 

KEP.SULA SANANA – MANAF 31.68 

122.23 KM SANANA -  POHEA 12.05 

  BOBONG – TIKONG 58.00 

  DOFA – FALABISAHAYA 20.50 

TIDORE KEPULAUAN KELILING PULAU TIDORE 29.19 

45.20 KM JLN. DANAU PADO ( SOASIU ) 9.25 

  JLN. PROPINSI ( SOASIU ) 6.76 

TERNATE KELILING PULAU TERNATE 23.50 

40.10 KM JLN. PROPINSI ( TERNATE ) 16.60 

HALBAR JAILOLO – GOAL 21.19 

60.21 KM SIMP. DODINGA - DODINGA ( DERMAGA FERY ) 3.30 

  SIMP. DODINGA – BOBANEIGO 3.32 

  SIMP. SIDANGOLI – JAILOLO 32.40 

HALUT DARUBA – DAEO 25.59 

93.59 KM DAEO - BERE BERE 68.00 

HALTENG WEDA – SAGEA 50.00 

110.00 KM SAGEA – GOTOWASE 60.00 

HALTIM SUBAIM – BULI 60.00 

199.28 KM BULI – GOTOWASE 45.00 

  BOBANEIGO – EKOR 41.81 

  EKOR – SUBAIM 52.47 

HALSEL 
LABUHA -  BABANG 18.32 

18.32 KM 

 
Jumlah 586.74 

 
3) Kabupaten dan Kota 

   No Kabupaten/Kota Panjang (Km) 
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1 Halmahera Tengah 244.8 
2 Halmahera Barat 349.80 
3 Halmahera Selatan 501.20 
4 Sula Kepulauan 516.68 
5 Kota Tidore Kepulauan 243.54 
6 Kota Ternate 251.440 
7 Halmahera Timur 711.50 
8 Halmahera Utara 461.8 
9 Morotai*  

 
Jumlah 3.280,76 

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum 2010 

 
2.3.2. Potensi Serapan Emisi Gas Rumah Kaca 

Wilayah daratan Provinsi Maluku Utarasebagian besar berkawasan hutan.Wilayah 

Provinsi Maluku Utara memiliki peranan yang cukup besar dalam upaya penyerapan emisi gas 

rumah kaca tersebut.Namun demikian potensi peningkatan emisi gas rumah kaca di Provinsi 

Maluku Utara tetap ada dan tidak menutup kemungkinan akan terus mengalami peningkatan 

bila tidak dikelola dengan baik oleh semua pihak.  

Sebagai sumber serapan emisi gas rumah kaca, hutan di Provinsi Maluku Utara berperan 

sangat penting. Hasil perhitungan luas kawasan hutan di Provinsi Maluku Utaraberdasarkan 

kajian Tim Terpadu terhadap fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Provinsi Maluku Utara 

(2011)  menunjukkan hutan mendominasi tutupan lahan Maluku Utara dengan luas hutan 

2.488.669 Ha atau 78,97% dari total luas daratan Provinsi Maluku Utara. Kondisi kawasan 

daratan Provinsi Maluku Utara yang sebagian besar adalah kawasan hutan ini tentu memiliki 

keuntungan guna mengurangi atau menghindari pembentukan gas rumah kaca seperti Gas 

Methan dan CO2khususnya yang terjadi di wilayah Provinsi Maluku Utara dan nasional pada 

umumnya.. 

Kawasan hutan yang ada di Provinsi Maluku Utara menurut fungsi dan peruntukannya 

dijabarkan pada tabel berikut di bawah ini.Persentase untuk hutan konservasi dan hutan 

lindung masing-masing 6,94% dan 15,38%, sementara persentase terbesar sesuai 

fungsi/peruntukan terdapat kawasan hutan produksi terbatas sebesar 23,30% dari seluruh luas 

kawasan hutan yaitu seluas 2.488.669 Ha. 

Tabel 11 
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Luas Kawasan Hutan Menurut Fungsi/Peruntukannya 

No. Fungsi/Peruntukan Kawasan Kawasan Hutan  
Luas 

 

Proporsi Terhadap Luas 

 1 Hutan Konservasi 218.557 6,94 
2 Hutan Lindung 484.753 15,38 
3 Hutan Produksi Terbatas 734.084 23,30 
4 Hutan Produksi 506.334 16,07 
5 Hutan Produksi yg dapat dikonversi 544.940 17,29 

Kawasan Hutan  

    

2.488.669 78,97 
Sumber: Laporan Hasil Kajian Tim Terpadu 2011 

 

Sementara itu perbandingan persentase kawasan hutan dan bukan kawasan hutan yang 

terdiri areal penggunaan lain (adanya fasilitas umum, fasilitas sosial, pemerintahan dan lain-

lain) dan tubuh air masih mencolok (78,97% dan 21,03%). Berikut data yang menunjukkan 

persentase tersebut sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini. 

 
Tabel 12 

 Perbandingan Persentase Kawasan Hutan dan Bukan Kawasan Hutan 
Kawasan Hutan 2.488.669 78,97 

Bukan Kawasan Hutan  662.548 21,03 

a. Areal Penggunaan Lain (APL) 651.026 20,66 

b. Tubuh Air 11.522 0,37 

Luas Daratan 3.151.217 100 

Sumber: Laporan Hasil Kajian Tim Terpadu 2011 

 

2.3.3.  Dampak Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca 

Berdasarkan kondisinya, emisi gas rumah kacayang dihasilkan di wilayah Provinsi 

Maluku Utara belum menunjukkan peningkatan yang menghawatirkan. Namun demikian bila 

tidak dikelola dengan baik, melihat berkembangnya jumlah penduduk, jumlah industri serta 

adanya kebijakan nasional dalam pembangunan produksi pertambangan nikel, emas dan lain-

lain di Provinsi Maluku Utara guna percepatan pertumbuhan ekonomi nasional, dapat memicu 

timbulnya peningkatan emisi gas rumah kaca. Bukan tidak mungkin ke depan bila dibiarkan 
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tidak terkendali wilayah Provinsi Maluku Utara akan menjadi wilayah yang berpolutan dan 

menjadi daerah yang menyumbang emisi gas rumah kacayang tinggi seperti daerah lain. 

Peningkatan emisi gas rumah kaca di Provinsi Maluku Utara dikhawatirkan pula akan 

mempengaruhi proses pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan 

masyarakatnya.    
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Bab 3 
Pembagian 
Urusan dan 
Ruang Lingkup 

  

 

Setelah membahas bab 1 dan bab 2 yang terkait gambaran umum daerah dan 

permasalahandan potensi penyerapan emisi gas rumah kaca, maka pada bab selanjutnya (bab 

3) akan dijelaskan pembagian urusan baik sektoral maupun wilayah administratif sebagai bahan 

masukan untuk menentukan ruang lingkup daerah. Penentuan ruang lingkup ini juga 

didasarkan pada hasil analisis bab 2. Dalam bab 3 ini, Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

menetapkan bidang/sub-bidang dan kegiatan, serta wilayah administratif yang memiliki 

sumber emisi gas rumah kaca dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca. Pada bab 3 

ini juga secara umum menyajikan identifikasi potensi emisi gas rumah kaca dalam urusan dinas 

terkait pada kelompok urusan yang wajib dan pilihan. Dalam rangka persiapan perhitungan 

BAU dan instansi yang wajib menghitung BAU, maka bab 3 ini secara lebih terinci pembagian 

urusan masing-masing instansi terkait dengan jelas terhadap 6 (enam) sektor penurunan emisi 

gas rumah kaca. 

3.1. Pembagian Urusan 

Dalam rangka pelaksanaan RAD-GRK diperlukan secara tegas dinas dan instansi yang 

bertanggung jawab pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan mekanisme kerjasama antar 

dinas/ instansi. Tabel 3.1 berikut mengacu kepada Undang-Undang Nomo: 32 Tahun 2004 

mengenai Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai pedoman pelaksanaan rencana aksi penurunan 

emisi gas rumah kaca (RAD-GRK), maka dapat diketahui kewenangan pemerintah daerah 

provinsi dan 9 kabupaten/kota (Halmahera Barat, Halmahera Utara, Halmahera Tengah, 

Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Kep. Sula, Kota Tidore Kep., dan Kota Ternate) yang ada 

di Provinsi Maluku Utara, untuk melaksanakan setiap program dari berbagai bidang dalam RAD-
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GRK tersebut. Secara umum dinas dan instansi yang ada di 9 kabupaten/kota di Provinsi 

Maluku Utara relatif sama, maka tabel 3.1 dapat mewakili kabupaten/kota di Provinsi Maluku 

Utara. 

Pengertian urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pelayanan  dasar. Sedangkan urusan 

pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan msyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang 

bersangkutan. 

Pada tabel 3.1 menunjukkan matrik keterkaitan antar sektor penurunan emisi GRK 

dengan pembagian urusan pemerintahan dinas instansi yang ada di Provinsi Maluku Utara, 

serta mengindikasikan klasifikasi urusan pemerintahan yang sifatnya wajib maupun pilihan bagi 

pemerintah daerah maupun kabupaten/kota yang telah disesuaikan dengan karakteristik 

wilayah Provinsi Maluku Utara. 

Tabel 3.1. Pembagian urusan Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

Badan/Dinas 
Sektor Emisi 

Pertanian 

Kehutanan 

Energi 

Transportasi 

Pengelolaan 
lim

bah 

W
ajib 

Bappeda V V V V V 

Dinas Pekerjaan Umum     V 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 
Informatika 

  V V  

BPS V V V V V 

Dinas Kesehatan      

Badan Lingkungan Hidup V V V V V 

Pilihan 

Dinas Kehutanan V V    

Dinas Perindustrian dan Perdagangan   V V V 

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral  V V   

Dinas Pertanian V V    

20 
 



Dinas Perikanan dan Kelautan    V V 

 
Dari tabel 3.1 diatas dapat dijelaskan bahwa pembagian urusan berdasarkan 

kewenangan di Provinsi Maluku Utara terdapat 9 dinas dan 2 badan yang berkewajiban 

melakukan aksi penurunan gas rumah kaca di 5 (lima) sektor yang dipilih. RAD-GRK secara 

umum telah mengatur pembagian kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca kedalam 

beberapa sektor yang perlu diselaraskan dengan pengaturan urusan pemerintahan di daerah 

sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tersebut 

diatas. 

Dalam pembagian urusan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, 

untuk Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral,dan Dinas Kehutanan termasuk dalam urusan pilihan sebagaimana tersebut pada tabel 

3.1. mengingat kedudukannya disesuaikan dengan potensi daerah Provinsi Maluku Utara. 

Kedudukan keempat dinas dalam urusan pilihan tersebut, bukan berarti keberadaan keempat 

dinas itu tidak penting, justru keempat dinas tersebut memberi peranan yang penting dalam 

penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Maluku Utara.Hal ini mengingat keempat lembaga 

ini merupakan lembaga teknis dalam rangka upaya mitigasi peningkatan emisi gas rumah kaca. 

 

3.2. Ruang Lingkup  

Berdasarkan pembagian urusan/kewenangan diatas, maka perlu pengelompokan 

berdasarkan ruang lingkup yang lebih eksplisit menjelaskan potensi penurunan gas rumah kaca 

di tingkat provinsi. Pembagian ini bertujuan memberikan kejelasan tentang kewenangan dan 

kepemilikan program dalam rangka pelaksanaan aksi mitigasi gas rumah kaca daerah untuk 

mengindari perhitungan ganda. Dalam sub-bab ini Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

menetapkan bidang/sub-bidang dan kegiatan, serta wilayah administratif yang memiliki 

sumber-sumber emisi gas rumah kaca dan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca 

a. Ruang Lingkup Campuran 

b. Ruang Lingkup daerah 

c. Ruang Lingkup Nasional 

 

3.2.1. Ruang Lingkup Campuran 

Ruang lingkup campuran artinya ruang lingkup yang sulit untuk dibagi kewenangannya 

antara pusat dan daerah, adanya perbedaan otoritas pada pemerintah pusat sumber ada 
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didaerah, sehingga masalah koordinasi sangat penting antar pusat provinsi, kabupaten dan 

kota. Perlunya koordinasi yang jelas antar pusat-daerah, misalnya dalam hal penyiapan baseline 

dan aksi mitigasi. 

3.2.2. Ruang Lingkup Daerah 

Pada ruang lingkup daerah, pemerintah daerah (provinsi dan juga kabupaten/kota) yang 

mempunyai potensi dan sumber emisi gas rumah kaca lokal, serta kewenangan penuh baik 

secara adminisitratif maupun teknis, misalnya untuk menyusun BAU baseline, skenario mitigasi 

dan usulan usulan aksi mitigasi. Bidang-bidang yang termasuk kedalam kelompok ruang lingkup 

daerah, antara lain bidang persampahan dan air limbah, industri kecil dan menengah (IKM), 

dan transportasi darat. 

3.2.3. Ruang Lingkup Nasional 

Kewenangan lingkup nasional masih dipegang oleh pemerintah pusat (K/L terkait), 

sumber dan potensi emisi gas rumah kaca yang mencakup lintas daerah, serta sumber emisi 

gas rumah kaca yang secara teknis bergerak.  Dengan demikian, pemerintah pusat dapat 

menginisiasi kebijakan, program dan kegiatan mitigasi bidang yang memiliki cakupan luas. 

Sedangkan, peran daerah terbatas pada penyediaan data dan informasi awal dalam 

penyusunan BAU baseline atau pada tahap implementasi. Bidang-bidang yang termasuk ke 

dalam ruang lingkup nasional antara lain bidang energi listrik, sitem transportasi darat, laut dan 

udara dan industri skala besar. 

Berdasarkan informasi ruang lingkup tersebut, maka Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

termasuk 9 Kabupaten/Kota, dapat mengindentifikasi dan menentukan bidang-bidang apa saja 

yang berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan karakteristik dan 

kewenangan yang dimiliki. Namun demikian, koordinasi dengan Pemerintah Pusat, melalui 

Kementerian/Lembaga atau kelompok kerja terkait masih tetap diperlukan untuk menghindari 

duplikasi pekerjaan. 

Pengelompokan ruang lingkup beserta informasi terkait tentang keterlibatan 

kelembagaan nasional dan daerah dalam penyusunan RAD-GRK dapat diilustrasikan dalam 

tabel 3.2 di bawah ini. 

 Pada prinsipnya, matriks pada tabel 3.2 tersebut memberikan informasi singkat bahwa 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara 

dalam menentukan bidang-bidang mana yang berpotensi untuk menurunkan emisi gas rumah 

kaca berdasarkan kewenangan dan karakteristik daerah. 
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Tabel. 3.2 Pembagian Ruang Lingkup Urusan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota 

Sektor Nasional Provinsi Kabupaten/kota 

Pertanian • Kebijakan dan 
program 
pertanian nasional 

• Kebijakan nasional 
RTRWN dan 
RPJMN 

• Kewenangan 
dalam 
pengelolaan lahan 
irigasi lebih dari 
10000 ha 

 

• Kewenangan dalam 
pengelolaan lahan 
irigasi diantara 5000 
s/d 10000 ha 

• Kewenangan dalam 
pengelolaan lahan 
irigasi kurang dari 
5000 ha 

Kehutanan • Kewenangan 
dalam 
pengelolaan 
hutan konservasi, 
hutan produksi 

• Kebijakan dan 
program 
kehutanan 
nasional 

• Kebijakan nasional 
RTRWN, TGHK, 
RPKMN 

• Kewenangan dalam 
pengelolaan hutan 
produksi, hutan 
lindung  

• Kesesuaian 
kebijakan dan 
program nasional 
dengan RTRWP, 
TGHK, RPJMD 

• Kewenangan dalam 
pengelolaan hutan 
produksi, hutan 
lindung 

• Kesesuaian 
kebijakan dan 
program nasional 
dengan RTRWK, 
RKTN, RPJMD 

Energi • Kewenangan 
dalam 
perencanaan 
pembangkit listrik 
dan penglolaan 
jaringan listrik 
nasional dari PLN 

• Terlibat penuh 
dalam semua 
tahapan RAN-GRK 

• Kewenangan khusus 
untuk pembangkit 
listrik tersendiri dan 
memiliki jaringan 
yang terpisah PLN 

• Kewenangan 
khusus untuk 
pembangkit listrik 
tersendiridalam 
memiliki jaringan 
yang terpisah PLN 

Transportasi • Kewenangan 
dalam 
pengelolaan 
sistem 
transportasi 
nasional yang 
meliputi angkutan 
darat, laut, udara 

• Terlibat penuh 
dalam semua 
tahapan RAN-GRK 

Pengelolaan sistem 
transportasi darat 
provinsi 

• Pengelolaan sistem 
jalan 
kabupaten/kota 
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Pengelolaan limbah • Kebijakan dan 
program 
pengelolaan 
limbah nasional 

• Pengelolaan 
limbah B3 

Koordinasi pengelolaan 
limbah padat dan cair 
yang dihasilkan dari 
industri dan domestik 
dari kabupaten/kota 

• Pengelolaan limbah 
padat dan cair yang 
dihasilkan dari 
industri dan 
domestik 

 

3.3. Identifikasi BAU 

Dalam rangka membantu kejelasan pekerjaan dinas dan instansi terkait perlu 

mengidentifikasi kegiatan yang secara langsung bertanggung jawab dalam menghitung BAU. 

Tabel 3.3 memberikan petunjuk yaitu dari 9 dinas dan 2 badan di Provinsi Maluku Utara yang 

wajib pada fase penyusunan BAU adalah seluruh dinas, kecuali Bappeda dan BPS. 

Tabel. 3.3 
Instansi yang terkait dalam melakukan identifikasi BAU pada  

Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 
Sektor Emisi Badan/Dinas 

Urusan Wajib Urusan Pilihan 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas perhubungan, 
infokom

 

BLH 

Dinas  Kesehatan 

BPS  

Dinas kehutanan 

Dinas Pertanian 

Dinas perindag 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan dan 
kelautan 

Pertanian        V    

Kehutanan       V   V  

Energi        V  V  

Transportasi   V V      V  

Pengelolaan 
limbah 

V   V V   V   V 

 
Dari tabel 3.3 dapat disimpulkan bahwa instansi-instansi yang paling banyak bekerja 

sama dan berkoordinasi dalam menentukan BAU adalah sektor limbah (5 instansi), disusul oleh 

sektor energi (2 instansi), kemudian sektor transportasi (3 instansi), sedangkan yang paling 

sedikit adalah sektor pertanian (1 instansi) dan sektor kehutanan (1 instansi). Sektor Utama 

sebaiknya disesuaikan dengan Keputusan Gubernur No. ........................ tentang Tim 

Penyusunan RAD-GRK Provinsi Maluku Utara. Perincian koordinasi dalam pembagian urusan 
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dan ruang lingkup akan diuraikan lebih jelas pada sub-bab berdasarkan sektor penurunan emisi 

gas rumah kaca. 

 
3.3.1. Keterkaitan Sektor Gas Rumah Kaca dan Instansi mempersiapkan BAU 

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, tidak semua instansi wajib dan 

bertanggungjawab melakukan perhitungan BAU. Dari 11 instansi terkait hanya 1 (satu) instansi 

yaitu BPS yang tidak perlu melaksanakan BAU. Sedangkan instansi yang terbanyak melakukan 

kegiatan penurunan emisi gas rumah kaca dan wajib koordinasi adalah Bappeda, BLH dan Dinas 

Pertanian (5 sektor gas rumah kaca). Dari tabel 3.4 terlihat bahwa Dinas Kesehatan hanya 

terkait dengan potensi gas rumah kaca di rumah sakit, klinik dan laboratorium kesehatan dari 

limbah B3 atau limbah cair lainnya. 

 
Tabel 3.4. Instansi yang bertanggungjawab dalam RAD-GRK Provinsi Maluku Utara 

Sektor Emisi Badan/Dinas 

Urusan Wajib Urusan Pilihan 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas perhubungan, 
infokom

 

BLH 

Dinas  Kesehatan 

BPS  

Dinas kehutanan 

Dinas Pertanian 

Dinas perindag 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan dan 
kelautan 

Pertanian  V  V    V    

Kehutanan  V  V   V     

Energi  V  V      V  

Transportasi V V V V        

Pengelolaan 
limbah 

V V  V V       

 

3.4. Pembagian Urusan dan Ruang Lingkup di Setiap Sektor 

 Di bawah ini akan diuraikan pembagian urusan dan ruang lingkup yang menjadi 

tanggungjawab instansi di setiap sektor. 

 
3.4.1. Sektor Pertanian 
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3..3.1.1. Pembagian Unsur Sumber Emisi GRK Sektor Pertanian 
 Provinsi Maluku Utara memiliki areal pertanian yang tidak terlalu luas (kurang lebih 16 

ribu Ha) dari luas daratan3.151.217 Ha.Beberapa sumber emisi dari sektor pertanian berasal 

dari: (1) Perkebunan khususnya alih fungsi hutan dan (2) Pertanian tanaman pangan dan 

holtikultura. 

A.1. Lahan sebagai Sumber Emisi 

 Emisi gas rumah kaca yang paling penting adalah CO2 yang berasal dari pembakaran dan 

proses pelapukan (dekomposisi) bahan organik seperti pohon, akar, daun dan bagian tanaman 

yang mati (nekromassa). Tanaman individu juga menghasilkan gas CO2 sebagai hasil respirasi 

tanaman (buah, daun, batang dan akar). Akan tetapi tanaman juga berperan sebagai penyerap 

(perosot, squestration) dari C02 yang terjadi dalam proses fotosintetis. 

A.2.1. Kelapa dan lain-lain 

 Sumber emisi dari tanaman kelapa dan lain-lain seperti kemirim aren dan pala pada 

umumnya tidak besar karena areal perkebunan ini tidak terlalu luas di Maluku Utara. 

A.2.2. Tanaman pangan dan holtikultura 

 Sumber emisi gas rumah kaca pada sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura 

adalah pengairan khususnya pada padi sawah. Karena tergenangnya air di persawahan, maka 

akan terjadi proses anerob yang menimbulkan gas metana. Pupuk urea merupakan sumber 

emisi gas rumah kaca di sektor pertanian baik perkebunan maupun tanaman pangan dan 

holtikultura. 

Tabel 3.5 
Instansi yang terkait dalam melakukan identifikasi BAU dan penanggunjawab aksi mitigasi 

sektor pertanian pada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara 
Emisi Sektor 

Pertanian 
Badan/Dinas 

Urusan Wajib Urusan Pilihan 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas perhubungan, 
Infokom

 

BLH 

Dinas  Kesehatan 

BPS 

Dinas Kehutanan 

Dinas Perindag 

Dinas Pertanian 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan dan 
Kelautan 

Penanggungjawab 
identifikasi 

        V   

Penanggungjawab 
aksi mitigasi 

 V V      V   
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3.4.2. Sektor Kehutanan  

3.4.2.1. Pembagian Urusan Emisi Sektor Kehutanan  

Berdasarkan IPCC gideline 2006, sumber emisi berbasis lahan dibagi menjadi 6 (enam) 

katagoriyaitu (1) lahan Hutan, (2) Padang Rumput, (3) lahan Pertanian, (4) Lahan Basah, (5) 

Permikiman, dan (6) Lahan lain. Setiap Kategori tersebut memilik potensi gas rumah kaca 

masing-masing tergantung dari kegiatan yang terjadi pada masing-masing penggunaan lahan. 

Kategori lahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lahan Hutan (Forest Land) 

Kategori ini termasuk seluruh lahan dengan vegitasi berkayu yang konsisten dengan batasan 

hutan dalam kategori inventarisasi GRK. Juga termasuk sistem vegitasi yang belum termasuk 

dalam kategori hutan akan tetapi berpotensi untuk menjadi hutan. 

2. Lahan Pertanian (Cropland) 

Kategori ini termasuk lahan pertanian, yaitu sawah, sistem agro-forestry yang tidak termasuk 

dalam kategori lahan hutan 

3. Padang Rumput (Grassland) 

Kategori ini termasuk padang rumput yang bukan sebagai lahan pertanian. Juga termasuk 

vegetasi berkayu, dan bukan rumput lainnya seperti belukar dan semak yang tidak termasuk 

kategori lahan hutan. Kategori ini termasuk seluruh padang rumput pada lahan areal rekreasi, 

pertanian dan konisten dengan definisi nasional 

4. Lahan Sawah (Wetland) 

Kategori ini bukan termasuk sebagai kategori lahan hutan, lahan pertanian, padang rumput 

atau permukiman, termasuk waduk sebagai bagian dari sungai serta danau. 

5. Pemukiman (settlement) 

Kategori ini termasuk seluruh lahan yang dibangun seperti infrastruktur untuk transportasi, 

serta pemukiman, kecuali sudah masuk dalam kategori lain. Hal ini harus konsisten dengan 

definisi nasional 

6. Lahan lainnya (Other Land) 

Kategori ini termasuk lahan terbuka, berbatu, es dan lahan lainnya yang tidak termasuk dalam 

5 (lima) kategori lainnya. Hal ini memungkinkan total area secara nasional teridenfikasi jika 

data tidak tersedia. Jika data tersedia, suatu negara disarankan untuk mengkalsifikasikannya 

sebagai lahan tidak terkelola  seperti kategori lahan diatas (misalnya lahan yang tidak terkelola 

sebagai lahan hutan, padang rumput, dan lahan basah). Hal ini akan meningkatkan transparansi 
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dan kemampuan untuk melacak konversi dari lahan yang terkelola menjadi kategori tertentu 

diatas. 

 Acuan dalam penentuan badan/dinas penanggung jawab dalam rencana aksi penurunan 

gas rumah kaca dijelaskan dalam tabel 3.6. Pembagian urusan pada sektor kehutanan terdiri 

dari identifikasi BAU dan pelaksanaan aksi mitigasi. Dengan kata lain beberapa badan atau 

dinas yang ada di Provinsi Maluku Utara akan bertanggung jawab dalam melakukan 

perencanaan, melakukan identifikasi, dan melakukan aksi mitigasi, monitoring dan evaluasi 

emisi gas rumah kaca. Ketiga bagian ini disimpulkan kedalam matriks pada tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6. 
Instansi yang terkait langsung (inti) dalam melakukan identifikasi BAU dan penanggungjawab 

aksi mitigasi sektor kehutanan pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara 
Emisi Sektor 
Kehutanan 

Badan/Dinas 

Urusan Wajib Urusan Pilihan 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas perhubungan, 
Infokom

 

BLH 

Dinas  Kesehatan 

BPS 

Dinas Kehutanan 

Dinas Perindag 

Dinas Pertanian 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan dan 
Kelautan 

Penanggungjawab 
identifikasi 

      V  V  V 

Penanggungjawab 
aksi mitigasi 

 V  V   V  V  V 

 

3.4.2.2. Ruang Lingkup Kewenangan Sektor Kehutanan  

Berdasarkan tabel 3.6 penanggung jawab identifikasi BAU emisi gas rumah kaca 

sektor kehutanan adalah 3 (tiga) dinas yakni Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, dan Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral. Sedangkan penanggung jawab urusan termasuk dalam 

melakukan perhitungan dan penyediaan data, ada 6 (enam) badan/dinas baik dikategorikan 

sebagai urusan wajib maupun pilihan, yaitu Bappeda, BLH, BPS, Dinas Kehutanan, Dinas 

Pertanian, dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral. Dan setelah ditetapkan rencana mitigasi, 

maka yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan aksi-aksi ini adalah 5 (lima) dinas/ badan 

yaitu Bappeda, BLH, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, dan Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral. 
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3.3.3.  Sektor Energi 

3.3.3.1. Pembagian urusan Emisi Sektor Energi 

 Sumber emisi dari sektor energi terutama berasal dari penggunaan bahan bakar fosil 

pada pembangkit listrik, industri, rumah tangga dan transportasi. Selain itu, emisi juga 

dihasilkan pada proses produksi bahan bakar fosil maupun gas.  

 Sektor terkait dalam bidang energi disesuaikan dengan potensi sumber emisi yang 

terdapat didaerah, dengan mengacu pada panduan IPCC Guidline 2006. Penanganan emisi di 

sektor energi melibatkan berbagai SKPD, baik yang berbentuk dinas maupun badan. Dinas yang 

memegang peranan paling utama adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, bekerjasama 

dengan dinas dan badan terkait. Hal ini ditunjukkan pada tabel 3.7 berikut: 

Tabel 3.7. 
Instansi yang terkait langsung (inti) dalam melakukan identifikasi BAU dan penanggujawab 

aksi mitigasi sektor energi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara 
Emisi Sektor Energi Badan/Dinas 

Urusan Wajib Urusan Pilihan 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas perhubungan, 
Infokom

 

BLH 

Dinas  Kesehatan 

BPS 

Dinas Kehutanan 

Dinas Perindag 

Dinas Pertanian 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan dan 
Kelautan 

Penanggungjawab 
identifikasi 

   V      V  

Penanggungjawab 
aksi mitigasi 

 V  V      V  

 
3.4.3. Transportasi 

3.3.4.1. Pembagian Urusan Emisi Sektor Transportasi 

 Pada sektor ini, sumber emisi dapat berasal dari pembakaran bahan bakar, penggunaan 

minyak pelumas, dan penggunaan refrigeran pada sitem pengkondisian udara. Tetapi yang 

akan diperhitungkan adalah hanya dari pelepasan gas-gas rumah kaca sebagai akibat dari 

pembakaran bahan bakar. Sementara emisi dari penggunaan minyak pelumas dan penggunaan 

refrigeran akan diperhitungkan pada sektor industri dan penggunaan produk. Jenis gas emisi 

yang utama dan disektor transportasi sebagai akibat dari pembakaran bahan bakar adalah gas 

CO2 dan CH4. Sebagai catatan sektor transportasi juga menjadi penyumbang terbesar polusi 
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udara, terutama pada daerah perkotaan yang menjadi pusat penggunaan kendaraan bermotor. 

Pada bagian ini pembahasan hanya akan difokuskan pada gas rumah kaca. 

 Secara umum sumber emisi dari sektor transportasi dibagi atas 3 (tiga) bagian utama, 

yaitu transportasi udara, transportasi darat dan transportasi air. Sementara pada transportasi 

darat dibagi atas jenis kendaraan penumpang, bus, mobil barang, dan sepeda motor. Untuk 

transportasi air yaitu pengangkutan laut. Sebagai catatan, bagian ini sedikit berbeda dengan 

yang dijelaskan pada IPCC.Beberapa lembaga atau dinas yang ada di Provinsi Maluku Utara 

akan bertanggung jawab dalam melakukan pengurusan, melakukan identifikasi, dan melakukan 

aksi penurunan emisi gas rumah kaca. Ketiga bagian ini disimpulkan pada matrkis pada tabel 

3.8 berikut: 

Tabel 3.8. 

Instansi yang terkait langsung (inti) dalam melakukan identifikasi BAU dan penaggunjawab 
aksi mitigasi sektor transportasi pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

Emisi Sektor 
transportasi 

Instansi Instansi 
pendukung 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas 
perhubungan 

BLH 

BPS 

Dinas 
kehutanan 

Dinas Pertanian 

Dinas perindag 

Dinas ESDM
 

Dinas perikanan 
dan kelautan 

Penanggungjawan 
identifikasi 

    V    V V 

Penanggungjawab 
aksi mitigasi 

  V V     V V 

 

 Penanggung jawab penurunan emisi gas rumah kaca pada sektor transportasi di Provinsi 

Maluku Utara adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, BLH, Dinas Perikanan, 

dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Sementara penanggung jawab urusan, termasuk 

melakukan perhitungan dan penyusunan adalah Dinas Pertanian, BPS, Dinas Perikanan dan 

Kelautan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

3.3.4.2. Ruang Lingkup Sektor Transportasi 

 Sebagai catatan, tahun 2005 sektor transportasi Indonesia menjadi salah satu 

penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Menurut catatan ICCSR (2010), dimana sektor 
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transportasi dimasukan kedalam rumpun energi. Kontribusi sektor transportasi adalah sebesar 

23% dari total emisi CO2(sekitar 68 juta ton CO2e) dari bidang energi atau 20,7% dari emisi 

CO2global Indonesia. Kemudian disektor transportasi sendiri sub-sektor transportasi udara 

mempunyai konstribusi sebesar 2,4%, sub-sektor transportasi air sebesar 6,9%, dan yang 

terbesar adalah sub-sektor transportasi darat sebesar 90,7%. 

 
3.4.4. Sektor Pengelolaan Limbah 

Perhitungan sumber emisi sektor limbah untuk Porovinsi Maluku Utara lebih banyak 

mengacu pada RAN-GRK namun dengan penambahan yaitu emisi dari sektor pertanian seperti 

limbah peternakan serta pembakaran jerami padi yang dikategorikan sebagai AFOLU. Selain itu 

terdapat penambahan dari emisi, walaupun kecil, yang berasal dari industri kecil yang berlokasi 

di pemukiman yaitu limbah industri tahu dan tempe.  

Pembagian urusan/kewenangan oleh instansi terkait dalam sektor limbah, seperti pada 

sektor-sektor lainnya terbagi atas urusan wajib dan urusan pilihan berkaitan dengan pelayanan 

langsung ataupun tidak langsung oleh dinas/badan pemerintah. Tabel 3.9 memperlihatkan 

pembagian urusan wajib dan pilihan pada sektor limbah di Provinsi Maluku Utara. 

Tabel 3.9. 

Instansi yang terkait langsung (inti) dalam melakukan identifikasi BAU dan penanggungjawab 
aksi mitigasi sektor limbah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara 

Emisi Sektor 
Limbah 

Instansi Instansi 
pendukung 

Dinas PU
 

Bappeda 

Dinas 
perhubungan 

BLH 

Dinas  
Kesehatan 

Dinas 
kehutanan 

Dinas 
Pertanian 

Dinas 
perindag 

Dinas ESDM
 

Dinas 
perikanan dan 

 

Penanggungjawan 
identifikasi 

V V   V   V V V 

Penanggungjawab 
aksi mitigasi 

V       V   

 

Urusan wajib melibatkan Dinas Pekerjaan Umum, BLH, Dinas Kesehatan, Dinas 

Pertanian, sementara urusan pilihan menyangkut Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya 

menjadi koordinator dalam pengelolaan sektor limbah mengingat porsi pengelolaan limbah 

terbesar domestik padat maupun cair berada dibawah tugas pokok dan fungsi dari institusi ini. 

Pengelolaan sektor limbah oleh Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya termasuk 
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pengaturan spesifikasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA), pembangunan maupun rehabilitasi 

TPA. 

Berdasarkan pembagian urusan/kewenangan diatas dapat dilihat bahwa secara nasional 

pada sektor limbah diatur mengenai kebijakan dan program pengelolaan limbah B3 dalam 

rangka pelaksanaan aksi mitigasi gas rumah kaca daerah untuk mengindari perhitungan ganda. 

Pemerintah Provinsi Maluku Utara lebih spesifik kepada pengelolaan limbah padat dan cair 

domestik termasuk yang dihasilkan dari kabupaten/kota. Potensi dan sumber emisi gas rumah 

kaca yang ada dikabupaten/kota, mengharuskan untuk adanya kewenangan penuh baik secara 

administratif maupun teknis untuk menyusun BAU baseline, skenario mitigasi bidang-bidang 

yang termasuk kedalam kelompok ruang lingkup daerah antara lain bidang persampahan,air 

limbah dan indutri kecil yang ada di permukiman.  
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Bab 4 
Analisa Emisi 
Gas Rumah Kaca 

  

 

Sebagaimana diuraikan dalam buku Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan RAD-GRK,  proses 

penyusunan RAD-GRK Provinsi Maluku Utara disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

(1) Penyusunan garis dasar bisnis seperti biasa (BAU); (2) Usulan aksi mitigasi; (3) Perkiraan 

penurunan emisi GRK dan; (4) Menyusun skala prioritas kegiatan dan target penurunan emisi.  

Dari hasil penggabungan 6 (enam) sektor yang telah ditetapkan di Maluku Utara yaitu sektor 

Pertanian, sektor Kehutanan , sektor Energi, sektor Transportasi, sektor Industri dan sektor 

Pengelolaan Limbah, maka telah dilakukan perhitungan emisi pada masing-masing sektor dan 

penggabungan hasil perhitungan dari masing-masing sektor tersebut. Uraian lebih jauh 

mengenai metode perhitungan BAU dan skenario-skenario opsi RAD–GRK pada masing-masing 

sektor akan dijabarkan secara rinci pada Bab ini. 

 

4.1 . Penyusunan Base Line Emisi GRK 

a. Pengertian, Kegunaan dan Prinsip Baseline Emisi 

Pengertian tentang Skenario Baseline Emisi (yang selanjutnya disebut dengan Baseline) yang 

digunakan dalam kegiatan ini mengikuti Buku Referensi Bappenas tentang Pedoman 

Pelaksanaan Rencana Aksi  Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Thamrin et al., 2011) yaitu : 

Sebuah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan 

dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang 

disepakati (tahun 2010-2020). 

Baseline akan digunakan untuk menentukan target pengurangan emisi dan bersamaan dengan 

itu juga untuk mengkuantifikasikan dampak aksi mitigasi atau kebijakan yang dilaksanakan. 

Periode waktu yang digunakan adalah tahun 2010 sebagai tahun awal dan tahun 2020 sebagai 

tahun penutup.Baseline disusun berdasarkan data dan informasi teknis dari bidang-bidang 

energy, transportasi, proses industri, pemanfaatan lahan (pertanian, kehutanan dan 
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pemanfaatan lahan lainnya) dan limbah. Sebagai referensi acuan dan perangkat bantu (tools) 

teknis  digunakan : 

1. Program ICRAF untuk  bidang pemanfaatan lahan  

2. Program LEAP untuk  bidang industri, dan transportasi 

Khusus untuk bidang pemanfaatan lahan, perangkat bantu lainnya adalah program Geographic 

Information Systems (GIS) yang dimanfaatkan untuk mencari perhitungan luas dari berbagai 

kombinasi perubahan lahan. Luas perubahan lahan ini digunakan sebagai Data Aktifitas 

(Activity Data).Baseline disusun berdasarkan hasil inventarisasi GRK. Untuk memperoleh hasil 

inventarisasi yang berkualitas digunakan prinsip-prinsip sebagaimana digariskan dalam IPCC 

Guidelines 2006, (Angelsen, A. et al., 2011) yaitu : 

1.  Transparansi : 

Dokumentasi yang digunakan sebagai dasar akan disertakan sehingga semua fihak  

dapat memahami bagaimana Inventarisasi dilakukan dan dapat memutuskan apakah  

inventarisasi yang dilakukan telah memenuhi memenuhi  persyaratan yang ditentukan.  

 

2. Kelengkapan: Estimasi dilakukan untuk semua kategori gas, sumber dan serapan yang 

relevan. Untuk elemen yang hilang, penyebab ketiadaannya akan dicantumkan.  

 

3. Konsistensi: Perkiraan untuk emisi yang berbeda tahun dibuat sedemikian rupa sehingga 

perbedaan hasil antar tahun dan antar bidang mencerminkan perbedaan emisi – bukan akibat 

perbedaan metode. Inventarisasi untuk melihat trend tahunan dihitung dengan menggunakan 

data runtun waktu dari Buku-buku statistik daerah seperti Maluku Utara Dalam Angka dan 

Laporan SKPD-SKPD terkait. 

 

4. Dapat Dibandingkan: Agar dapat dibandingkan dengan daerah atau Negara lain, maka 

pelaporan akan mengikuti pedoman Internasional – termasuk klassifikasi, definisi dan tabel-

tabel - yang digariskan dalam IPCC Guidelines 2006.  

 

5. Akurasi: Inventarisasi gas rumah kaca daerah diusahakan berisi estimasi yang tidak berlebih 

juga tidak kurang, yang berarti mengupayakan semua usaha untuk menghilangkan  bias dari 

estimasi emisi.  
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Penghitungan baseline ditujukan untuk membangun BAU yang mengacu pada IPCC Guideline 

dan software REDD Abacus dan Microsoft Excel khususnya untuk bidang yang berbasis lahan 

yaitu sektor Kehutanan  dan sektor Pertanian, sedangkan sektor Energi, Transportasi dan 

Industri menggunakan program LEAP, dan penghitungan GRK sektor Sampah selain mengacu 

pada IPCC Guideline juga menggunakan Microsoft Excel. Tabel 4.1 merupakan hasil estimasi 

jumlah emisi pada masing-masing sektor untuk Provinsi Maluku Utara 

Tabel 4.1. 

Kontribusi emisi dari 5 (Lima) sektor di Provinsi Maluku Utara, 2010  

No Sektor Konstribusi emisi 2010 (tCO2-Eq) Porsentase 

1 Pertanian 2.542.753 
               
18,8092  

2 Kehutanan 9.733.721 
               
72,0019  

3 Transportasi 769.020 
                 
5,6886  

4 Energi 288.500 
                 
2,1341  

5 Pengolahan Limbah 184.700 
                 
1,3663  

    13.518.694 
                       
100  

Hasil Olahan Data tahun 2012 

Dari Tabel 4.1. ditunjukkan bahwa emisi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 dari 5 (lima) 

sektor yang dapat dihitung adalah 13.518.694 tCO2eq. Grafik 4.1. mengambarkan bahwa 

kondisi emisi untuk tahun dasar 2010 di Provinsi Maluku Utara relatif sedang untuk ke 5 (lima) 

sektor yang dihitung.  

Grafik 4.1.  
Persentase penyumbang emisi dari masing-masing sektor, 2010 
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 Dari Grafik 4.1. terlihat bahwa sektor Kehutanan adalah penyumbang emisi yang 

terbesar, kemudian disusul oleh sektor Pertanian , dan yang terkecil adalah dari sektor Industri. 

Untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi emisi GRK dan skenario-skenario dari setiap sektor 

dijelaskan lebih jauh pada Sub-bab berikutnya.   

Proyeksi emisi GRK dalam jangka panjang disusun berdasarkan target yang harus dicapai hingga 

tahun 2020. Dari model prediksi menggunakan software dapat dilihat pada Grafik 4.2. sebagai 

berikut: 

Baseline Sektoral Penyumbang Emisi Di Propinsi Maluku Utara 
 

       Tahun Pertanian Kehutanan Transportasi Energi Limbah Total 

2006 
   
154.576          

      
154.576  

2007 
   
151.932          

      
151.932  

2008 
   
171.315          

      
171.315  

2009 
   
160.755          

      
160.755  

2010 
   
223.745                  3.941  

               
172  2,88 

      
227.861  

2011 
   
232.577  

   
3.191.898                4.371  

               
184  3,98 

   
3.429.034  

2012 
   
241.178  

   
3.971.487                4.849  

               
197  4,82 

   
4.217.715  

2013 
   
250.617  

   
4.751.077                5.379  

               
218  5,50 

   
5.007.296  

2014 
   
259.217  

   
5.530.666                5.968  

               
240  6,05 

   
5.796.097  

2015 
   
268.162  

   
6.310.255                6.622  

               
261  6,53 

   
6.585.308  

2016 
   
276.762  

   
7.089.845                7.350  

               
282  6,97 

   
7.374.246  

2017 
   
285.540  

   
7.869.434                8.157  

               
303  7,36 

   
8.163.441  

2018 
   
294.140  

   
7.869.434                9.055  

               
323  7,74 

   
8.172.960  

2019 
   
303.871  

   
8.639.937  

            
10.052  

               
343  8,11 

   
8.954.211  

2020 
   
311.751  

   
9.410.439  

            
11.160  

               
363  8,47 

   
9.733.721  
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Grafik 4.2.  
Proyeksi emisi GRK hingga tahun 2020 

 
Dari Grafik 4.2. terlihat bahwa slope (kemiringan) yang paling curam adalah sektor Kehutanan , 

ini berarti tingkat laju emisi GRK tanpa ada usaha-. 

 

4.1.1. Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor Pertanian 

Berdasarkan analisis karakteristik Provinsi Maluku Utara, maka sumber-sumber emisi dan 

potensi penurunan emisi GRK pada Sektor Pertanian telah dirumuskan dalam Bab III RAD GRK. 

Sumber utama emisi di sektor pertanian adalah : 

1) perubahan alih fungsi lahan (hutan, lahan pertanian ) menjadi perkebunan dan usaha 

pertanian,  

2) perkebunan  (kelapa sawit, kelapa, cengkeh, pala, coklat dan hasil pertanian unggulan 

lainnya, kakao, kelapa, sawah dll), pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura)  

3) pupuk  

4) peternakan (sapi, babi, kambing, unggas).  

A Peternakan 

Sumber Emisi Provinsi Maluku Utara dari sektor Peternakan berasal dari Aktifitas Enterik dan 

Kotoran ternak berupa gas CH4 dan N2O. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui 

perkiraan emisi yang berasal dari sektor Peternakan dengan asumsi pertumbuhan ternak 
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bersifat linear sebesar 5%-12% sampai dengan tahun 2020. Adapun grafik populasi hewan  

ternak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis dapat dilihat dibawah ini. 

Grafik Populsai Hewan Ternak di Propinsi Maluku Utara 
Berdasarkan Jenis Tahun 2006-2020 

 

 
Berdasarkan data jumlah ternak tersebut,maka dapat diketahui perkiraan emisi serta dapat 

juga digambarkan grafik Baseline Emisi s.d Tahun 2012 seperti pada tabel 4.2 di bawah ini. 
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Tahun 

Populasi Hewan Ternak di Propinsi Maluku Utara 
Berdasarkan Jenis, 2006-2020 

1 Sapi

2 Kerbau

3 Kuda

3 Kambing

4 Babi

5 Ayam petelur

6 Ayam Bukan Ras

7 Ayam Pedaging

8 Itik / Entok



Tabel 4.2. 
Populasi Hewan Ternak di Propinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis, 2007-2020 

 

Sumber : Tahun 2006-2010 Bps Provinsi Maluku Utara/ Malut dalam angka dan pengolahan data skunder sesuai asumsi pertumbuhan ternak linier 5%-12%

 
No Jenis Ternak 

 
Sat 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi Ekor 49.702 49.828 49.828 45.488 105.345 110.612 115.880 121.147 126.414 131.681 136.949 142.216 147.483 152.750 158.018 

2 Kerbau Ekor 96 68 68 75 144 152 161 169 177 185 194 202 210 219 227 

3 Kuda Ekor 39 22 19 66 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 

4 Kambing Ekor 181.688 181.389 181.389 113.611 87.987 94.252 100.516 106.781 113.046 119.310 125.575 131.840 138.104 144.369 150.634 

5 Babi Ekor 60.066 59.630 59.630 53.859 58.705 62.365 66.026 69.686 73.346 77.006 80.667 84.327 87.987 91.647 95.308 

6 Ayam Petelur Ekor 13.116 13.004 13.004 32.311 32.322 34.447 36.573 38.698 40.824 42.949 45.075 47.200 49.326 51.451 53.577 

7 Ayam Bukan Ras Ekor 1.249.090 1.247.801 1.247.801 1.386.461 1.487.797 1.581.186 1.674.575 1.767.964 1.861.353 1.954.742 2.048.131 2.141.520 2.234.909 2.328.298 2.421.687 

8 Ayam pedaging Ekor 148.000 147.400 147.400 925.933 79.458 84.933 90.407 95.882 101.357 106.831 112.306 117.781 123.255 128.730 134.205 

9 Itik/ entok Ekor 48.082 47.695 47.695 37.893 41.765 44.387 47.008 49.630 52.251 54.873 57.495 60.116 62.738 65.359 67.981 

 
Total Ternak 

 
1.749.879 

 
1.746.837 1.749.879 2.595.697 1.893.597 2.012.413 2.131.229 2.250.046 2.368.862 2.487.678 2.606.494 2.725.311 2.844.127 2.962.943 3.081.759 



 

 

 

A.1. Perhitungan Emisi Hasil Ekskresi/ Fermentasi Pencernaan Hewan Ternak dari 

Fermentasi Enterik (Ton CO2-eq) (CH4-Co2) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, emisi yang ditimbulkan akibat fermentasi 

enterik cendrung lebih besar pada ternak sedangkan pada unggas tidak terlalu signifikan. 

Oleh sebab itu, Emisi yang dihitung akibat fermentasi enterik terbatas hanya pada Sapi 

potong, kerbau, kuda, kambing dan babi. 

Grafik Baseline Emisi CH4 dari Hasil Ekskresi/ Fermentasi 
Pencernaan Hewan Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 

 

 

Dari hasil perhitungan emisi hasil ekskresi/ fermentasi pencernaan hewan ternak dapat di 

ketahui bahwa penghasil emisi terbesar dari ekskresi/ fermentasi hewan ternak adalah 

ternak sapi sebesar 155.963,27 ton Co2-Eq sampai dengan tahun 2020, sedangkan total 

emisi CH4 dari hasil ekskresi/ fermentasi pencernaan hewan Provinsi Maluku Utara sampai 

dengan tahun 2020 adalah sebesar 174.080,17 ton Co2-Eq.  

Sedangkan penghasil emisi terendah CH4 adalah dari peternakan kuda sebesar 48,85 ton 

Co2-Eq pada tahun 2020. 
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Tabel 4.3 
Perhitungan Emisi Hasil Ekskresi/ Fermentasi Pencernaan Hewan Ternak  

Propinsi Maluku Utara 2006-2020 
 

Sumber : Pengolahan data skunder 

 
 
 
 
 

No Jenis 
Hewan 

Faktor 
Emisi 

Enterik 
(kg CH4/ 
ekor/tah

un) 

Emisi CH4 (t CO2-eq) dari enteric fermentation 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

1 Sapi 47 49.055,87 49.180,24 49.180,24 44.896,66 103.975,52 109.174,29 114.373,07 119.571,84 124.770,62 129.969,39 135.168,17 140.366,95 145.565,72 150.764,50 155.963,27 

2 Kerbau 55 110,88 78,54 78,54 86,63 166,32 175,89 185,47 195,04 204,61 214,19 223,76 233,33 242,91 252,48 262,05 

3 Kuda 18 14,74 8,32 7,18 24,95 27,97 29,86 31,75 33,64 35,52 37,41 39,30 41,19 43,08 44,96 46,85 

4 Kambing 5 19.077,24 19.045,85 19.045,85 11.929,16 9.238,64 9.896,43 10.554,22 11.212,01 11.869,80 12.527,59 13.185,38 13.843,17 14.500,96 15.158,75 15.816,54 

5 Babi 1 1.261,39 1.252,23 1.252,23 1.131,04 1.232,81 1.309,67 1.386,54 1.463,40 1.540,27 1.617,13 1.694,00 1.770,86 1.847,73 1.924,59 2.001,46 

   69.520,12 69.565,17 69.564,03 58.068,42 114.641,25 120.586,14 126.531,03 132.475,93 138.420,82 144.365,71 150.310,61 156.255,50 162.200,39 168.145,29 174.090,18 



A.2. Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak Emisi CH4 (t CO2-

eq) dari pengelolaan kotoran hewan) 

Perhitungan Emisi dari pengelolaan kotoran ternak secara langsung dilakukan pada hewan 

ternak dan unggas, karena emisi yang ditimbulkan sama sehingga semua jenis hewan ternak 

dan unggas dimasukan dalam perhitungan. 

Grafik Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang 
Hewan Ternak (Emisi CH4) t CO2-eq) 

 

 
 

Dari grafik emisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengahsil  emisi terbesar dari pengolahan 

pupuk kandang hewan ternak (emisi CH4) t CO2-eq adalah dari hewan ternak babi yaitu 

sebesar 14.010 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Sedangkan penghasil emisi terendah 

dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak (emisi CH4) t CO2-eq adalah dari hewan 

ternak kuda yaitu sebesar 6 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Untuk total emisi yang di 

hasilkan dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak untuk proyeksi 2020 adalah sebesar 

19.129 t CO2-eq. 
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Tabel Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak (Kg CH4/ ekor) 

 
 

 
 
Sumber : Pengolahan data skunder 

 

 

No Jenis Hewan 

Faktor 

Emisi (kg 

CH4/ ekor) 

Emisi CH4 (t CO2-eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi 1 1.044 1.046 1.046 955 2.212 2.323 2.433 2.544 2.655 2.765 2.876 2.987 3.097 3.208 3.318 

2 Kerbau 2 4 3 3 3 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 

3 Kuda 2,19 2 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 

3 Kambing 0,2 763 762 762 477 370 396 422 448 475 501 527 554 580 606 633 

4 Babi 7 8.830 8.766 8.766 7.917 8.630 9.168 9.706 10.244 10.782 11.320 11.858 12.396 12.934 13.472 14.010 

5 Ayam petelur 0,02 6 5 5 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

6 Ayam Bukan Ras 0,02 525 524 524 582 625 664 703 743 782 821 860 899 939 978 1.017 

7 Ayam Pedaging 0,03 93 93 93 583 50 54 57 60 64 67 71 74 78 81 85 

8 Itik / Entok 0,02 20 20 20 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 

Total Emisi Yang Dihasilkan 11.286 11.220 11.220 10.551 11.927 12.647 13.367 14.088 14.808 15.528 16.248 16.969 17.689 18.409 19.129 



A.3. Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak Emisi N2O (t CO2-

eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

 
Pada dasarnya perhitungan emisi hasil pengolahan pupuk kandang hewan ternak dari 

pengolahan kotoran hewan sama dengan sub bab A.2 sebelumnya namun yang 

membedakannya adalah ahanya pada satuannya, apabila pada sub bab A.2 adalah CH4 (t 

CO2-eq), sedangkan pada sub bab A.3 adalah N2O (t CO2-eq) 

 

Grafik Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang 
Hewan Ternak (Emisi N2O) t CO2-eq) 

 
 

 
 
 

Dari grafik emisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengahsil  emisi terbesar dari pengolahan 

pupuk kandang hewan ternak (emisi N2O) t CO2-eq adalah dari hewan ternak sapi yaitu 

sebesar 10.596 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Sedangkan penghasil emisi terendah 

dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak (emisi N2O) t CO2-eq adalah dari hewan 

ternak kuda yaitu sebesar 7 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Untuk total emisi yang di 

hasilkan dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak untuk proyeksi 2020 adalah sebesar 

14.680 t CO2-eq. 
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Tabel Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak ( Emisi N2O) t CO2-eq 
 

  

 

Sumber : Pengolahan data skunder 

 

 

 

No Jenis Hewan 
Ternak 

Faktor Emisi Emisi N2O (t CO2-eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

(kg 
N2O/ 
ekor) 

Berat 
rata-
rata 
(kg) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi 0,34 424 3.333 3.341 3.341 3.050 7.064 7.417 7.770 8.123 8.477 8.830 9.183 9.536 9.889 10.243 10.596 

2 Kerbau 0,32 460 7 5 5 5 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16 

3 Kuda 0,46 250 2 1 1 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 

3 Kambing 1,37 25 2.894 2.890 2.890 1.810 1.402 1.502 1.601 1.701 1.801 1.901 2.001 2.100 2.200 2.300 2.400 

4 Babi 0,50 75 1.048 1.040 1.040 939 1.024 1.088 1.152 1.216 1.279 1.343 1.407 1.471 1.535 1.599 1.662 

Total Emisi Yang Dihasilkan 7.284 7.277 7.277 5.808 9.503 10.021 10.539 11.056 11.574 12.092 12.610 13.127 13.645 14.163 14.680 



 

Berdasarkan data – data  tersebut di atas, maka secara akumulatif, emisi yang ditimbulkan 

baik CH4 maupun N2O yang berasal dari sektor peternakan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Baseline Emisi Sektor Peternakan  (Ton CO2-eq) 
  Provinsi Maluku Utara  (2006-2020) 

No Tahun Satuan 
Hasil 

Fermentasi Pupuk kandang 
Total Emisi 

CH4 CH4 N2O 
1 2006 Ton CO2-eq 69.520 11.286 7.284 88.090 
2 2007 Ton CO2-eq 69.565 11.220 7.277 88.062 
3 2008 Ton CO2-eq 69.564 11.220 7.277 88.061 
4 2009 Ton CO2-eq 58.068 10.551 5.808 74.428 
5 2010 Ton CO2-eq 114.641 11.927 9.503 136.072 
6 2011 Ton CO2-eq 120.586 12.647 10.021 143.254 
7 2012 Ton CO2-eq 126.531 13.367 10.539 150.437 
8 2013 Ton CO2-eq 132.476 14.088 11.056 157.620 
9 2014 Ton CO2-eq 138.421 14.808 11.574 164.803 

10 2015 Ton CO2-eq 144.366 15.528 12.092 171.986 
11 2016 Ton CO2-eq 150.311 16.248 12.610 179.168 
12 2017 Ton CO2-eq 156.256 16.969 13.127 186.351 
13 2018 Ton CO2-eq 162.200 17.689 13.645 193.534 
14 2019 Ton CO2-eq 168.145 19.129 14.163 201.437 
15 2020 Ton CO2-eq 174.090 19.129 14.680 207.900 

Total emisi peternakan 1.854.741 215.806 160.656 2.231.202 
     Sumber : Pengolahan data skunder 

 

Berdasarkan perkiraan perhitungan akumulasi emisi sektor peternakan sampai dengan 

tahun 2020 di Propinsi Maluku Utara dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

Grafik Baseline Emisi Peternakan 
Propinsi Maluku Utara  Tahun 2006-2020 
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B.  Sektor Pertanian 

Sumber Emisi dari sektor pertanian di Wiayah Provinsi Maluku Utara berasal dari penggunaan 

pupuk urea pada lahan sawah berupa gas CO2 dan N2O sedangkan lahan sawah menimbulkan 

emisi berupa gas CH4. Berdasarkan data hasil interpretasi citra landsat liputan tahun 2006 

sampai dengan 2020, diketahui bahwa luas lahan sawah di Provinsi Maluku Utara tiap 

tahunnnya adalah sebanyak 22.296 Ha. Akan tetapi di wilayah Propinsi Maluku Utara 

merupakan salah satu daerah pengembangan transmigrasi/ satuan pemukiman, sehingga  

cetakan sawah baru tiap tahun terus meningkat sebesar antara 3%-6% per tahun, terutama di 

daerah Halmahera timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara serta Halmahaera Selatan 

dan Sebagian Kota Tidore Kepulauan.  Jika dikonversi dengan luas panen dimana untuk wilayah 

Provinsi Maluku Utara umumnya dalam setahun 2 kali pemanenan, maka luas panen adalah 

sebesar 44.592 Ha. Dengan asumsi, penggunaan pupuk adalah sebanyak 300 Kg/Ha pertahun, 

maka konsumsi penggunaan pupuk untuk 2 kali masa panen adalah sebesar 600 Kg. 

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui seberapa besar emisi CH4 dan N2O yang dihasilkan. 

, sehingga grafik baseline luas panen sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Dari grafik tersebut dihalam berikutnya menunjukan bahwa luasan panen lahan sawah terus 
meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini di sebabkan adanya cetakan lahan baru di sebagian 
besar pulau Halmahera. 

Grafik Proyeksi Luasan Panen Lahan sawah 
di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 

 
 

Dari grafik tersebut diatas menunjukan bahwa luasan panen lahan sawah terus meningkat dari 
tahun ke tahunnya, hal ini di sebabkan adanya cetakan lahan baru di sebagian besar pulau 
Halmahera.
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Tabel Perhitungan Baseline Emisi Sektor Pertanian (Sawah) 
Di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 
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(Ha/th) T Efni Efnt Efc SFw SFp ROAi CFOAi Sfo EFi CH4 padi N2O Padi CH4 padi N2O Padi 
1 2006 13.711 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 2,43 0,00 1,12 0,00 
2 2007 12.825 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 2,27 0,00 1,04 0,00 
3 2008 17.898 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,17 0,01 1,46 0,00 
4 2009 18.611 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,30 0,01 1,52 0,00 
5 2010 18.946 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,36 0,01 1,54 0,00 
6 2011 19.281 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,41 0,01 1,57 0,00 
7 2012 19.616 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,47 0,01 1,60 0,00 
8 2013 19.951 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,53 0,01 1,63 0,00 
9 2014 20.286 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,59 0,01 1,65 0,00 

10 2015 20.621 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,65 0,01 1,68 0,00 
11 2016 20.956 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,71 0,01 1,71 0,00 
12 2017 21.291 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,77 0,01 1,73 0,00 
13 2018 21.626 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,83 0,01 1,76 0,00 
14 2019 21.961 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,89 0,01 1,79 0,01 
15 2020 22.296 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,95 0,01 1,82 0,01 

Sumber : Pengolahan data skunder 
 Gg CO2e 1.078 25 496 20 

            Total CO2e 
(CH4+N2O)  1.104  516 

            Gg CO2e 10^3 ton 1.103.561  515.736 



Tabel Rekapitulasi Baseline Emisi Sektor Pertanian (Sawah) 
Di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Sumber : Pengolahan data skunder 
 

Dari tabel rekapitulasi baseline emisi sektor pertanian dalam hal ini adal lahan sawah 

menunjukan bahwa dari tahun 2006 emisi yang dihasilkan sebesar 52.197,94 t CO2e, dan pada 

proyeksi tahun 2020 emisi sektor pertanian menunjukan adanya peningkatan sebesar 84.881 t 

CO2e, peningkatan ini di karenakan adanya cetakan lahan sawah baru setiap tahunnya di 

sebagian besar di daerah pulau Halmahera. Dapat dilihat seperti grafik dibawah ini: 

Grafik Emisi Lahan Sawah (t CO2e) 

Di Propinsi Maluku Utara 
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di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020) 

No Tahun 
Emisi Dari Lahan Sawah Total 

Gg CO2e ton CO2e Gg CO2e ton CO2e T CO2-eq 
1 2006 50,99 50992,58 1,21 1205,36 52197,94 
2 2007 47,70 47697,46 1,13 1127,47 48824,93 
3 2008 66,56 66564,45 1,57 1573,45 68137,90 
4 2009 69,22 69216,17 1,64 1636,13 70852,30 
5 2010 70,46 70462,06 1,67 1665,58 72127,64 
6 2011 71,71 71707,95 1,70 1695,03 73402,98 
7 2012 72,95 72953,84 1,72 1724,48 74678,32 
8 2013 74,20 74199,73 1,75 1753,93 75953,67 
9 2014 75,45 75445,63 1,78 1783,38 77229,01 

10 2015 76,69 76691,52 1,81 1812,83 78504,35 
11 2016 77,94 77937,41 1,84 1842,28 79779,69 
12 2017 79,18 79183,30 1,87 1871,73 81055,03 
13 2018 80,43 80429,19 1,90 1901,18 82330,37 
14 2019 81,68 81675,08 1,93 1930,63 83605,71 
15 2020 82,92 82920,97 1,96 1960,08 84881,06 

Total Emisi Lahan sawah 1078077,34  25483,57  
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Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diproyeksikan besaran emisi yang dihasilkan per 

tahun, antara lain untuk; 

B.1. Emisi dari lahan sawah 

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa emisi gas CH4 yang dihasilkan dari lahan sawah 

adalah meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sebesar 84.881 t CO2e. 

 

B.2. Emisi dari penggunaan pupuk urea 

Emisi dari penggunaan pupuk urea adalah berupa gas N2O dan CH4. Dari data perkiraan luas 

panen s.d tahun 2020, maka emisi yang dihasilkan seperti pada gambar berikut: 

Grafik Baseline Penggunaan Pupuk Urea, ZA dan Phonska 
untuk Non Pertanian (Sawah) di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006-2020 

 

 
 
Berdasarkan bacaan grafik baseline penggunaan pupuk dari tahun ke tahun semenjak tahun 

2006 sampai dengan tahun 2020 trend mengalami peningkatan penggunaan pupuk, pada tahun 

2006  emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk urea sebesar 7.224 ton CO2-eq meningkat 

menjadi 9.59i ton CO2-eq pada tahun 2020, sedangkan emisi yang dihasilkan untuk 

penggunaan pupuk ZA pada tahun 2006 sebesar 2.937 ton CO2-eq pada tahun 2006 dan 

mengalami kenaikan emisi  yang dihasilkan dari penggunaan pupuk ZA pada tahun 2020 

sebesar 3.899 ton CO2-eq, begitupun dengan emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk 

phonska pada tahun 2006 sebesar 2.238 ton CO2-eq mengalami kenaikan emisi akibat 

penggunaan pupuk phonska pada tahun 2020 sebesar 2.971 ton CO2-eq. Secara keseluruhan 

emisi yang diakibatkan dari penggunaan pupuk mengalami kenaikan tiap tahunnya, semenjak 
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tahun 2006 total emisi yang dihasilkan akibat penggunaan pupuk sebesar 14.288 ton CO2-eq 

meningkat menjadi 18.970 ton CO2-eq 

 

Tabel Rekapitulasi Emisi yang dihasilkan dari Sektor Pertanian 
Di Propinsi Maluku Utara, tahun 2006-2020 

No Tahun Emisi Sawah 
Ton CO2-eq 

Emisi  
Peternakan 
Ton CO2-eq 

Emisi Pupuk 
Ton CO2-eq 

Total Emisi  
Ton CO2-eq 

1 2006 
                       52.198                         88.090                         14.288  

                                                     
154.576  

2 2007 
                       48.825                         88.062                         15.045  

                                                     
151.932  

3 2008 
                       68.138                         88.061                         15.116  

                                                     
171.315  

4 2009 
                       70.852                         74.428                         15.475  

                                                     
160.755  

5 2010 
                       72.128                      136.072                         15.546  

                                                     
223.745  

6 2011 
                       73.403                      143.254                         15.920  

                                                     
232.577  

7 2012 
                       74.678                      150.437                         16.062  

                                                     
241.178  

8 2013 
                       75.954                      157.620                         17.043  

                                                     
250.617  

9 2014 
                       77.229                      164.803                         17.185  

                                                     
259.217  

10 2015 
                       78.504                      171.986                         17.672  

                                                     
268.162  

11 2016 
                       79.780                      179.168                         17.814  

                                                     
276.762  

12 2017 
                       81.055                      186.351                         18.134  

                                                     
285.540  

13 2018 
                       82.330                      193.534                         18.276  

                                                     
294.140  

14 2019 
                       83.606                      201.437                         18.828  

                                                     
303.871  

15 2020 
                       84.881                      207.900                         18.970  

                                                     
311.751  

 
Grafik Emisi yang dihasilkan dari Sektor Pertanian 

diPropinsi Maluku Utara, tahun 2006-2020 
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Dari data-data tabel dan grafik seperti tersebut diatas dapat dilihat total emisi dari yang 

dihasilkan dari  sub-sektor lahan sawah sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 84.881 ton 

CO2-eq, sedangkan total emisi yang dihasilkan dari sub-sektor peternakan di Propinsi Maluku 

Utara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 2007.900 ton-eq, dan emisi yang dihasilkan 

dari sub-sektor penggunaan pupuk sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 18.970 ton CO2-

eq. Emisi dari sektor pertanian adalah komulatif/ jumlah dari emisi sub-sektor lahan sawah 

ditambah emisi sub-sektor peternakan serta emisi sub-sektor penggunaan pupuk sampai 

dengan tahun 2020 sebesar 311.750 ton CO2-eq, sedangkan rata-rata emisi tahunan sektort 

pertanian sampai dengan 2020 di Propinsi Maluku Utara adalah sebesar 239.076 ton CO2-eq. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel Perhitungan Baseline Penggunaan Pupuk Urea, ZA dan Phonska 
untuk Non Pertanian (Sawah) di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006-2020 

 

Sumber : Perhitungan data skunder

No Tahun 
Penggunaan 
Pupuk Urea 

Penggunaan 
Pupuk ZA 

Penggunanaan 
Pupuk 

Phonska 

Emisi N2O 
Pupuk Urea 

Emisi 
N2OPupuk ZA 

Emisi N2O 
Pupuk 

Phonska 

Emisi N2O 
dari 

penggunaan 
pupuk  

Emisi CO2 
pupuk Urea 

Emisi CO2 
pupuk ZA 

Emisi CO2 
pupuk 

Phonska 

Emisi GRK 
dari 

penggunaan 
pupuk 

Ton Ton ton ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq  ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq 

1 2006 3.376 2.870 3.207 7.224 2.937 2.238 12.398 675 574 641 14.288 

2 2007 3.555 3.022 3.377 7.606 3.092 2.356 13.054 711 604 675 15.045 

3 2008 3.572 3.036 3.393 7.642 3.107 2.367 13.116 714 607 679 15.116 

4 2009 3.656 3.108 3.474 7.823 3.180 2.424 13.427 731 622 695 15.475 

5 2010 3.673 3.122 3.490 7.859 3.195 2.435 13.489 735 624 698 15.546 

6 2011 3.762 3.197 3.573 8.048 3.272 2.493 13.814 752 639 715 15.920 

7 2012 3.795 3.226 3.605 8.120 3.301 2.516 13.937 759 645 721 16.062 

8 2013 4.027 3.423 3.826 8.616 3.503 2.669 14.788 805 685 765 17.043 

9 2014 4.061 3.451 3.857 8.688 3.532 2.691 14.911 812 690 771 17.185 

10 2015 4.176 3.549 3.967 8.934 3.632 2.768 15.334 835 710 793 17.672 

11 2016 4.209 3.578 3.999 9.006 3.661 2.790 15.457 842 716 800 17.814 

12 2017 4.285 3.642 4.070 9.168 3.727 2.840 15.734 857 728 814 18.134 

13 2018 4.318 3.670 4.102 9.239 3.756 2.862 15.858 864 734 820 18.276 

14 2019 4.449 3.781 4.226 9.519 3.870 2.949 16.337 890 756 845 18.828 

15 2020 4.482 3.810 4.258 9.591 3.899 2.971 16.460 896 762 852 18.970 



 

4.1.1. Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor Kehutanan 

Pada bidang ini, perhitungan emisi dilakukan pada sub-bidang Kehutanan dengan 
pertimbangan bahwa bidang ini merupakan sektor utama terkait dengan luasnya kawasan 
yang dikelola di Propinsi Maluku Utara. Emisi pada sub-bidang Pertanian dan Pemanfaatan 
lahan lain juga terjadi , tetapi tidak dihitung. 
 
Untuk menghitung emisi dari bidang AFOLU , digunakan data liputan citra satelit dan data 
default nasional tentang besarnya cadangan karbon pada berbagai jenis tutupan lahan. 
Liputan data citra yang digunakan pada tahun-tahun 2003 dan tahun 2010 , agar diperoleh 
data bagaimana perubahan tutupan lahan yang terjadi pada periode itu. Tabel berikut 
menggambarkan informasi detail dari liputan yang digunakan dalam analisis . 
 

Tabel  .. . Informasi liputan citra satelit untuk kalkulasi. 

NO JENIS DATA TAHUN SUMBER 
1 Hasil Intrepetasi Tutupan lahan dari Citra 

Landsat (Tier 2) 
2006, 2010 Baplan 

2 Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara 
(Tier 3) 

2012 Bappeda Prov. 
Maluku Utara 

3 Rerata cadangan karbon pada berbagai tipe 
tutupan lahan (Tier 2) 

2012 Baplan 

 

Tutupan lahan yang digunakan dalam analisis menggunakan klassifikasi dari Kementerian 

Kehutanan. Tipe tutupan dan data cadangan karbon pada masing-masing kelas tutupan 

disajikan dalam Tabel ..di halaman berikut . 

 

  Tabel …  .Kelas Tutupan Lahan dan cadangan karbonnya. 

Penutupan Lahan 2011 Luas (Ha) 
Cadangan 

Karbon 
(ton/ha) 

Air 3.276 0,0 
Bandara/Pelabuhan 261 0,0 
Belukar Rawa 4.007 5,0 
Hutan Lahan Kering Primer 370.145 15,0 
Hutan Lahan Kering Sekunder 1.636.683 195,4 
Hutan Mangrove Primer 27.697 169,7 
Hutan Mangrove Sekunder 15.312 170,0 
Hutan Rawa Primer 153 120,0 
Hutan Rawa Sekunder 4.063 196,0 
Hutan Tanaman 35.127 155,0 
Perkebunan 136 64,0 
Permukiman 17.373 63,0 
Pertambangan 1.057 1,0 
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Pertanian Lahan Kering 169.041 0,0 
Pertanian Lahan Kering Campur 503.703 8,0 
Rawa 120 10,0 
Rumput 4.383 0,0 
Sawah 6.974 4,5 
Semak Belukar 331.734 5,0 
Tambak 34 15,0 
Tanah Terbuka 10.690 0,0 
Transmigrasi 3.210 0,0 
Grand Total 3.145.179  

 

 

Biomassa hutan adalah materi organik yang merupakan hasil utama dari fotosintesis dikurangi 

dari respirasi dan pemanaenan (Watson, 2009). Stok karbon diprediksi dari biomassa menurut 

jenis penutupan hutan dan lahan perhektarnya dengan perkiraan sebanyak 50 persen dari 

nilai biomassa (Westlake, 1966). Namun demikian perbandingan stok karbon dengan 

biomassa bervariasi tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya seperti jenis 

pohon, tempat tumbuh, curah hujan dan lain-lain. Stok karbon diperhitungkan dari seluruh 

kelompok penyimpanan karbon, yaitu sebagai berikut: 

a. Karbon dari biomassa diatas permukaan tanah (Above ground byomass) 

b. Karbon dari biomassa di bawah permukaan tanah (Below ground biomass) 

c. Karbon dari pohon mati (Necromass dead wood) 

d. Karbon dari serasah (Litter) 

e. Kandungan karbon di tanah (Soil organic matter) 

Pendugaan pengguna karbon dari masing-masing kelompok di atas menggunakan data 

sumber daya hutan mulai dari anakan (seedsling) sampai dengan pohon atau tegakan hasil 

pengukuran lapangan pada sample plot yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kegiatan 

inventarisaai hutan Nasional (NFI). Perubahan pada data stok karbon akan berpengaruh pada 

perubahan nilai emisi maupun serapan karbonnya. 

Dalam kegiatan terkait perubahan iklim, sektor kehutanan dapat berfungsi sebagai pengemisi 

karbon (emitter) dan penyerap karbon (sinker). Untuk mengetahui perubahan emisi dan 

serapan karbon yang terjadi perlu dilakukan pengukuran, pemantauan dan pelaporan 

perubahan emisi karbon yang dikenal dengan inventarisasi gas rumah kaca. Metode 

inventarisasi gas rumah kaca yang digunakan adalah metode IPCC GL 2006 dengan rumus: 

 

 

Estimasi emisi = data aktivitas x faktor emisi 
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Data aktivitas adalah ukuran kuantitatif kegiatan manusia yang menyebabkan emisi atau 

serapan rumah kaca. Dalam penghitungan emisi karbon, salah satu komponennya adalah data 

aktivitas yang merupakan data penutupan lahan dan perubahannya. Data aktivitas merupakan 

data penutupan lahan dimasa lalu dan sekarang untuk menghitung trend di masa dating. Pada 

kegiatan inventarisai GRK dari sektor LULUCF (landnews, landnewa change and forestry), data 

aktivitas diwujudkan dalam bentuk peta penutupan lahan dengan skala nasional/regional. 

Untuk Provinsi Maluku Utara dalam analisis sektor berbasis lahan untuk tutupan lahan 

digunakan data berbasis sistem informasi geografis yang sudah dalam bentuk peta digital. 

Data tersebut sebelumnya merupakan data dari pemetaan dengan menggunakan beberapa 

citra satelit yang kemudian diolah ke dalam bentuk data digital.  

Perhitungan dilakukan dengan melakukan pengukuran jumlah luasan tutupan lahan di Provinsi 

Maluku Utara menggunakan program Arc Gis yang kemudian dilakukan perhitungan emisi gas 

rumah kaca tiap luasan tutupan lahan dengan menggunakan software Abacus dengan 

membagi habis ruang kedalam beberapa Zona yaitu : 

a. Air 

b. Areal Penggunaan Lain (APL) 

c. Hutan Lindung (HL) 

d. Hutan Produksi (HP) 

e. Hutan Produksi Konversi (HPK) 

f.  Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

g. Kawasan Suaka Alam (KSA) 

h. Gambut Kawasan Hutan 

i.  Gambut Non Kawasan Hutan 

Perlu dijelaskan kembali bahwa pembagian zona dilakukan dengan menggunakan data 

kawasan hutan hasil usulan paduserasi TGHK dan RTRWP Maluku Utara yang sampai saat ini 

sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK. 

490/ Menhut-II/ 2012 tentang Perubahan keputusan kawasan hutan seluas 273.361 hektar 

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu hektara) perubahan fungsi 

kawasan hutan selauas 92.222 hektar (sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua 

hektar) dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 5.081 hektar 

(lima ribu delapan puluh satu hektar). Oleh sebab itu, baseline emisi hasil perhitungan saat ini 

merupakan hasil final.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa penyumbang emisi terbesar untuk 

wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan 



57 
 

Produksi Konversi (HPK) besaran emisi pada masing zona tersebut dapat dilihat pada tabel 

rangking berikut : 

Tabel 4. Zona Penyumbang Emisi Karbon Provinsi Maluku Utara 

No Zona Emisi 2006-
2011 

Poresentase 
Emisi per 

zona 
1 Hutan Lindung 2.056.601,25 22% 
2 Hutan Suaka dan Wisata 78.442,52 1% 
3 Hutan Produksi 775.357,92 8% 
4 Hutan Produksi Terbatas 2.520.157,90 27% 
5 Hutan Produksi Konversi 3.097.441,10 33% 
6 Area Penggunaan Lain 882.439,28 9% 
  TOTAL 9.410.439,98   

                                 Sumber : Pengolahan data sekunder 

Sedangkan persentase penyumbang emisi terbesar pada masing-masing Zona adalah sebagai 

berikut : 

 
 

 
Jika dilihat dari data perubahan penutupan lahan, hutan produksi konversi merupakan 

penyumbang emisi terbesar yaitu sebesar 3.097.441,10 atau 33 % , kemudian diikuti hutan 

produksi terbatas sebesar 2.520.157,90 atau 27% . Hal ini diduga karena kebutuhan kayu yang 

semakin meningkat seiring permintaan kayu secara keseluruhan di wilayah Indonesia 

Pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara menciptakan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi baru, sehingga konversi lahan berhutan merupakan hal pokok yang 

tidak dapat dihindari terutama bagi Provinsi Maluku Utara yang memiliki total wilayah daratan 

seluas ± 45.069,66 km2, sedangkan luas lautan sebesar 100.731,44 km2.  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program abacus dengan 2 ulangan, dapat 

disimpulkan hasil sebagai berikut : 

22% 

8% 

27% 

33% 

9% 

Kontribusi Emisi Dari Kawasan 

Hutan Lindung

Hutan Suaka dan Wisata

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Konversi

Area Penggunaan Lain
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Tabel Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara 

No Zona Luas Lahan  
(hektar) Porsentase 

1 Hutan Lindung 720356 23% 
2 Hutan Suaka dan Wisata 35829 1% 
3 Hutan Produksi 542809 17% 
4 Hutan Produksi Terbatas 554051 18% 
5 Hutan Produksi Konversi 993209 32% 
6 Area Penggunaan Lain 295794 9% 

  Total 3142048   
 

 

  Itteration period ->> 2011 2017 2022 
1 Emisi per Ha (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,15 2,28 3,39 
2 Emisi Per-Ha Luasan yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,15 2,28 3,39 
3 Sekuestrasi per-Ha Luasan (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 0,13 0,26 0,40 
4 Total Sekuestrasi Per-Ha Luasan yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 0,13 0,26 0,40 
5 Total Emisi (ton CO2-eq/tahun) 3.607.304,07 7.160.750,00 10.661.406,19 
6 Total Emisi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 3.607.304,07 7.160.750,00 10.661.406,19 
7 Total Sekuestrasi (ton CO2-eq/tahun) 415.405,47 832.320,96 1.250.966,22 
8 Total Sekuestrasi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 415.405,47 832.320,96 1.250.966,22 
9 Net Emisi per Ha (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,01 2,01 2,99 

10 Net Emisi Per-Ha yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,01 2,01 2,99 
11 Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 3.191.898,60 6.328.429,03 9.410.439,98 
12 Net Emisi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 3.191.898,60 6.328.429,03 9.410.439,98 

Sumber : Pengolahan data sekunder 

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa total emisi historis Provinsi Maluku Utara yang 

disebabkan oleh perubahan penutupan lahan  adalah sebesar 10.661.406,19 Ton CO2-

Eq/Tahun yang diperoleh berdasarkan perubahan penutupan lahan Tahun 2012. 
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Sehingga grafik Emisi Baseline Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2020 dapat 

dijelaskan seperti gambar berikut : 

 

b.2.1. Metode Perhitungan 

Perhitungan yang pertama  dilakukan adalah untuk memperkirakan emisi dari Baseline 

Historical, kemudian melakukan perhitungan baseline/REL (Reference emission level) dengan  

pendekatan forward looking yang memasukan asumsi-asumsi emisi dari perencanaan 

pembangunan daerah. Perhitungan selanjutnya adalah perkiraan penurunan emisi dari 

skenario aksi mitigasi yang akan dilakukan. Kesemua perhitungan tersebut berdasarkan 

pendekatan Gain-Loss. 

 

Untuk mendapatkan data mengenai luas tutupan lahan per masing-masing unit perencanaan 

untuk tahun 2010 dan 2012 serta perubahannya dari 2010 ke 2012, digunakan metode 

overlay di GIS (Geography Information System). Hasil dari proses ini kemudian digunakan 

sebagai data input untuk software Abacus. 

Alur pemrosesan data dapat digambarkan dengan diagram alur sebagai berikut: 
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b.2.2. Hasil Kalkulasi dan Pembahasan 

 

Pada proses overlay di GIS, data tutupan lahan 2010 dan 2012 dari BAPLAN Kemenhut 

menggunakan batas administratif provinsi yang sama dengan data RTRWP Propinsi maluku 

Utara. Agar mempersingkat waktu, ketiga data tersebut diintersect untuk mendapatkan area 

yang yang ada didalam ketiga data tersebut.Area yang berada diluar, luasnya tidak terlalu 

besar meskipun poligon individunya cukup banyak sehingga memerlukan waktu untuk 

memberikan atribut.  Idealnya, data tutupan lahan 2010 dan 2012 harus disesuaikan ke data 

Tutupan 
lahan 
2010 

Tutupan 
lahan 
2012 

Unit 
Perencana-
an RTRWP 
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Perubahan luas 
tiap tutupan 

lahan per unit 
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batas provinsi di data RTRWP Maluku Utara, namun proses ini membutuhkan waktu. 

Sementara itu, kalkulasi ini merupakan perhitungan awal untuk mendapatkan gambaran 

mengenai BAU dengan pendekatan historical dan forward looking dan estimasi penurunan 

emisi dari skenario mitigasi. Ketika proses penyesuaian batas provinsi dilakukan untuk data 

tutupan lahan 2010 dan 2012 dari Baplan selesai, maka akan dilakukan update perhitungan 

kembali berdasarkan batas administrasi Provinsi Maluku Utara sesuai dengan RTRWP Maluku 

Utara. 

Berikut ini adalah hasil kalkulasi Baseline Historical, Forward Looking dan estimasi penurunan 

emisi dari skenario mitigasi: 

Sekenario Mitigasi 2011 2016 2021 
Net Emisi kumulatif (ton CO2-
eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 28.386.346 40.813.200 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0% 10% 13% 

 

Grafik Baseline  dari skenario mitigasi dapat di lihat sebagai berikut : 

 

 

Baseline dengan menggunakan metode abacus 
 
Kalkulasi baseline dengan menggunakan perhitungan metode abacus dilakukan untuk 

mendapatkan informasi emisi aktual yang terjadi akibat perubahan tutupan lahan.Kalkulasi ini 

menghasilkan perkiraan emisi dari perubahan tutupan hutan dan lahan dari tahun 2011 ke 

tahun 20121. Dari kalkulasi ini didapatkan perkiraan total emisi yang terjadi adalah 

44.621.696,00 ton CO2e.  Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode abacus hasil mitigasinya dapat dilihat dari tabel dan grafik  dibawah ini : 
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Abacus 2011 2016 2021 

Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi total (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 30.290.594,50 44.621.696,00 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0,00% 4,27% 5,17% 

 

 

Skenario Mitigasi 

Setelah nilai-nilai paramater emisi dan mitigasi, selanjutnya parameter tersebuta akan 

dijadikan variabel-variabel untuk skenario mitigasi pada sektor kehutanan, adapun tabel 

skenario mitigasi dapat di tunjukan sesuai tabel berikut dibawah ini : 

Abacus 2011 2016 2021 

Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi total (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 30.290.594,50 44.621.696,00 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0,00% 4,27% 5,17% 

 

Dengan skenario ini, penurunan emis diperkirakan 5,17% dari baseline.  
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Dari hasil perhitungan skenario mitigasi untuk sektor kehutanan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Rencana aksi sesuai renstra dinas kehutanan propinsi Maluku utara 

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasiskan Pemberdayaan 

Masyarakat 

2. Program Peningkatan Produksi Kehutanan 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini



1.     Bidang : Kehutanan 

2.     Sub-bidang :  

3.     Penanggung jawab : Dinas Kehutanan 

Perkiraan emisi GRK berdasarkan baseline skenario BAU mencapai 1,006,483 ton CO2eq pada tahun 2020 

No Rencana Aksi Sasaran yang 
diharapkan Kegiatan 

Target 
Penurunan 
Emisi tahun 

2020 
Volume 

Perkiraan Biaya 

Periode Pelaksana 
Jumlah (Rp (Juta) Sumber  

Penurunan 

(Rp.juta/ ton CO2eq) 

-1 -2   -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

1 

Program Peningkatan 
Fungsi dan Daya Dukung 
DAS Berbasiskan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
rehabilitasi hutan dan 
lahan, dan reklamasi 
hutan di DAS Prioritas, 
Terbinanya 
penyelenggaraan 
pengelolaan DAS, 
Berkembangnya 
perhutanan sosial. 

Rehabilitasi 
mangrove 459.513,36 2500 Ha 5.775.000.000 APBD 0,0000796 2012-2020 Dinas Kehutanan 

2 Program Peningkatan 
Produksi Kehutanan 

Bertambahnya luas hutan 
tanaman; Meningkatnya 
kinerja pemegang 
IUPHHK-HA/HT dalam 
rangka menuju sistem 
pengelolaan hutan 
produksi lestari yang 
berorientasi pada 
keseimbangan produksi, 
lingkungan dan sosial; 
Meningkatnya PNBP kayu 
dan bukan kayu. 

Pembangunan 
Hutan Tanaman 1.970.990,53 10500 Ha 350.000.000 APBD 0,0056314 2012-2021 Dinas Kehutanan 



4.1.1. PENYUSUNAN BASELINE EMISI GRK SEKTOR TRANSPORTASI 

4.1.2.1 Penyusunan Baseline Emisi GRK 

A. Methodologi 

Untuk menghitung emisi CO2 pada sector transportasi, dipilih metodologi yang sesuai dengan 

ketersediannya data,  perhitungan ini akan didasarkan pada pendekatan penggunaan 

kendaraan berdasarkan jenis yang telah dikelompok dan aktifitas lalu lintas yang dikaitkan 

dengan penggunaan konsumsi bahan bakar, dengan memperhatikan pertumbuhan dari pada 

Pendapatan Domestik Regional Bruto yang dikaitkan dengan tingkat kepemilikan kendaraan 

bermotor, gambar berikut menjelaskan tentang metodologi perhitungan batasan infrastruktur 

BaU adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.3.1 Methodologi perhitungan BaU 
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Baseline Business Usual ( BAU ) Emisi GRK atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan 

tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi 

mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati yaitu 

hingga akhir tahun 2020.  Atau dengan kata lain, BAU Baseline =  emisi GRK data/informasi 

masa depan tanpa intervensi mitigasi. 

Baseline BAU mengasumsikan kecenderungan pembangunan masa depan sama seperti masa 

lalu, atau tidak ada perubahan kebijakan yang akan terjadi.  Skenario BAU berasumsi bahwa 

penggunaan lahan (landuse) dan kebijakan transportasi saat ini menjadi pedoman atau pola 

pengembangan yang tetap sama, serta pembangunan ekonomi  berdasarkan pola pasar yang 
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sudah berjalan. Skenario ini  juga mengasumsikan bahwa pola demografi akan terus 

berlangsung seperti yang diperkirakan dan begitu juga pola urbanisasi kedepannya, atau 

dapat dikatakan bahwa Skenario BAU tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 

yang bersifat potensial, atau bentuk kebijakan yang dikeluarkan di masa depan.  

Dari teori perhitungan yang didasarkan pada penjelasan diatas,  Baseline BAU dapat 

diperhitungkan dan dapat diprediksi hingga sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dalam 

rangka untuk dapat mengurangi emisi gas CO2 Pemerintah daerah dan stakeholder akan 

melakukan mitigasi berupa kegiatan kegiatan yang dapat menekan atau mengurangi gas CO2 

dari bidang transportasi dengan dituangkan dalam suatu Rencana Aksi Daerah GRK. Jika 

diilustrasikan bahwa hubungan antara Baseline BAU dengan kegiatan adalah seperti yang 

ditunjukan dalam gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perhitungan BAU Baseline  

Untuk dapat melakukan perhitungan sangat diperlukan data data antara lain adalah Jumlah 

kendaraan yang diklasifikasikan dalam Mobil Penumpang, Bis dan minibis, Truck dan Sepeda 

Motor, Jumlah penduduk, Pendapatan perkapita, Rata-rata panjang perjalanan berdasarkan 

klasifikasi kendaraan, Rata-rata perjalanan harian dan Jumlah hari operasi dalam 1 tahun, 

khususnya untuk kendaraan bus dan angkutan umum lainnya. Selain itu juga diperlukan data-

data konsumsi bahan bakar berdasarkan klasifikasi kendaraan, faktor emisi CO2 berdasarkan 

bahan bakar (premium/liter, solar/liter) serta data pendukung lainnya jika diperlukan dalam 

mengkalkulasikan penggunaan Bahan Bakar pada setiap jenis kendaraan.  

Demi untuk keseragaman dan perbaikan data agar dapat diproses lebih lanjut dengan hasil 

yang cukup baik dalam perkiraan di masa yang akan datang, maka data awal akan disajikan 
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mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, dimana jika data hanya tersedia beberapa 

tahun saja atau tidak terpenuhi dari tahun 2004 s/d 2010, maka data dijustifikasi sesuai 

dengan hasil perhitungan  faktor pertumbuhan rata rata dan logika, sehingga diharapkan 

dalam analisa selanjutnya akan  dapat diperoleh hasil perkiraan yang baik sesuai dengan teori 

statistik .  

Data historis dan assumsi didapat dari BPS, Pertamina, Samsat Propinsi Maluku Utara, dimana 

data dan asumsi tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan dalam memperkirakan hasil 

gas buang kendaraan berupa CO2 pada posisi perhitungan Baseline BAU maupun perhitungan 

pengurangan emisi CO2 dalam perkiraan pelaksanaan kegiatan atau aksi mitigasi dalam rangka 

RAD – DRK hingga tahun 2020. Untuk selanjutnya langkah langkah perhitungan emisi yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

3.2.1. Proyeksi panjang jalan 

Didalam proyeksi panjang jalan (nasional, dan provinsi ) asumsi yang digunakan adalah asumsi 

tingkat nasional yaitu sebesar 5,1 % per tahun, mengingat data historis jalan yang ada sulit 

rasanya karena adanya fluktuatif data yang ada dari tahun ketahun yang menunjukan 

kecendrungan turun dan naik, sehingga menyulitkan untuk membuat proyeksi panjang jalan 

hingga tahun 2020. Hal ini telah dijelaskan sebagaimana pada bab sebelumnya. Data jaringan 

jalan Negara dan Provinsi yang diproyeksikan hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4... Data Panjang jalan, Faktor Pertumbuhan,Proyeksi Panjang Jalan Negara dan Jalan 
Propinsi di Propinsi Maluku Utara tahun 2008 – 2020 

Tahun Jalan 
Negara 

Jalan 
Provinsi Jumlah 

Rata rata 
pertumbuhan / 

tahun jalan 
Negara 

Rata rata 
pertumbuhan / 

tahun jalan 
Provinsi 

Rata rata pertumbuhan / 
tahun total jalan 

2008 
      
458,21  

   
1.408,82  

        
1.867,03        

2009 
      
511,89  

   
1.382,23  

        
1.894,12  

                      
0,10  

                     
0,02  

                                        
0,01  

2010 
      
538,00  

   
1.452,72  

        
1.990,72  

                      
0,05  

                     
0,05  

                                        
0,05  

2011 
      
564,10  

   
1.523,22  

        
2.087,32  

                      
0,05  

                     
0,05  

                                        
0,05  

2012 
      
590,21  

   
1.593,71  

        
2.183,92  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2013 
      
616,31  

   
1.664,20  

        
2.280,52  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2014 
      
642,42  

   
1.734,70  

        
2.377,12  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2015 
      
668,53  

   
1.805,19  

        
2.473,72  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  
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2016 
      
694,63  

   
1.875,69  

        
2.570,32  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2017 
      
720,74  

   
1.946,18  

        
2.666,92  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2018 
      
746,85  

   
2.016,67  

        
2.763,52  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

2019 
      
772,95  

   
2.087,17  

        
2.860,12  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

2020 
      
799,06  

   
2.157,66  

        
2.956,72  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

 Sumber : Pengolahan data sekunder 

Dari tabel diatas berdasarkan perhitungan panjang Jalan Nasional di wilayah Provinsi Maluku 

Utara adalah sepanjang 2.157,66 Km, dimana dengan tingkat pertumbuhan rata rata sebesar 

5,1 % per tahun berarti ada peningkatan panjang jalan dari tahun 2008 hingga tahun 2020 

untuk jalan Nasional sepanjang 340,85 Kilometer. Sedangkan untuk panjang Jalan Provinsi 

sepanjang 784,84 Km. 

 

 

Proyeksi Pendapatan Perkapita 

Proyeksi Pendapatan Perkapita Provinsi Maluku Utara akan menggunakan faktor 

pertumbuhan dari perhitungan data historis yang ada yaitu sebesar 7,96 % per tahun dengan 

faktor pertumbuhan tetap, jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik 

Bruto PDB Nasional tahun 2009 sebesar 4,5% pertahun faktor perhitungan data historis yang 

digunakan lebih tinggi. Hasil Proyeksi Pendapatan perkapita pada akhir tahun 2020 

berdasarkan perhitungan adalah sebesar Rp. 10.499.856,42. Proyeksi Pendapatan perkapita 

hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah  : 

Tabel Data Pendapatan Perkapita, Faktor Pertumbuhan 
dan Proyeksi Pendapatan perkapita Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

 

Tahun pendapatan perkapita Pertumbuhan /tahun 
Rata pertumbuhan / 

tahun 

2006 2.730.125,92  
7,11% 

2007 3.156.350,00 5,99%  

2008 3.676.368,08 6,05%  

2009 4.357.241,99 7,96%  

2010 4.881.514,70 7,96%  
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2011 5.270.083,27 7,96%  

2012 5.689.581,90 7,96%  

2013 6.142.472,62 7,96%  

2014 6.631.413,44 7,96%  

2015 7.159.273,95 7,96%  

2016 7.729.152,15 7,96%  

2017 8.344.392,67 7,96%  

2018 9.008.606,32 7,96%  

2019 9.725.691,38 7,96%  

2020 10.499.856,42 7,96%  

     Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Proyeksi Populasi (Jumlah Penduduk) 

Untuk memproyeksikan Data jumlah Penduduk hingga sampai  akhir tahun 2020 akan 

mempergunakan faktor pertumbuhan sebesar  2,44  %  per tahun,  dengan asumsi setiap 

tahunnya memiliki faktor pertumbuhan yang sama; Berikut ini data jumlah penduduk, faktor 

pertumbuhan dan Proyeksi Jumlah Penduduk di Wilayah Propinsi Maluku Utara tahun 2020 

sebagai berikut : 

 

Tabel Data Jumlah Penduduk, Faktor Pertumbuhan dan Proyeksi serta kepadatan jumlah 
penduduk  Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

Tahun Jumlah penduduk Density /KM2 Pertumbuhan 
/tahun 

Rata 
pertumbuhan/tahun 

2006                      
948.893  

              
21,05  

2,44 % 2,44 % 

2007                      
971.191  

              
21,55  

2,44 %  

2008                      
993.490  

              
22,04  

2,44 %  

2009                  
1.015.788  

              
22,54  

2,44 %  

2010                  
1.038.087  

              
23,03  

2,44 %  

2011                  
1.063.416  

              
23,59  

2,44 %  
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Sumber : Pengolahan data sekunder 

 
 
 
Proyeksi kepemilikan kendaraan 
 
Untuk mengetahui tingkat kepemilikan kendaraan bermotor terlebih dahulu harus 

memperoleh data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk di wilayah Provinsi 

Maluku Utara. Untuk  menghitung jumlah kepemilikan kendaraan bermotor adalah dengan 

cara membagi jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, 

dimana biasanya dipergunakan dengan setiap 1000 penduduk. Tingkat kepemilikan kendaraan 

bermotor yang dibagi dalam empat jenis kendaraan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 

2010 di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut : 

Tabel Tingkat Kepemilikan Kendaraan bermotor per 1000 orang 

 Penduduk Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

2012                  
1.089.364  

              
24,17  

2,44 %  

2013                  
1.115.944  

              
24,76  

2,44 %  

2014                  
1.143.173  

              
25,36  

2,44 %  

2015                  
1.171.067  

              
25,98  

2,44 %  

2016                  
1.199.641  

              
26,62  

2,44 %  

2017                  
1.228.912  

              
27,27  

2,44 %  

2018                  
1.258.897  

              
27,93  

2,44 %  

2019                  
1.289.614  

              
28,61  

2,44 %  

2020                  
1.321.081  

              
29,31  

2,44 %  

Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Truck Sepeda Motor Total 

2006 0,229 0,632 0,317 1,254 2,432 

2007 0,225 0,656 0,319 1,265 2,465 

2008 0,231 0,678 0,320 12,673 13,901 

2009 0,407 1,981 0,856 22,269 25,513 

2010 0,384 1,917 0,924 24,469 27,694 

2011 0,419 2,116 1,020 27,013 30,569 
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               Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Secara total kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Propinsi Maluku Utara dari tahun 

2006 sampai dengan 2020 meningkat dari 2,432 unit / 1000 penduduk, menjadi 74,732 unit / 

1000 penduduk, atau dengan kata lain meningkat sebesar 96,73 % per tahun. Selanjutnya 

untuk memproyeksikan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor akan dikorelasikan antara 

pendapatan perkapita dengan jumlah kendaraan pada masing masing jenis dengan 

menggunakan teori statistik yaitu regresi linier, dengan menghitung tingkat korelasinya, jika 

korelasinya kuat maka perhitungan tersebut dapat dilanjutkan, mengingat bahwa tingkat 

kepemilikan kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita. 

Dalam perhitungan ini akan digunakan data yang tersedia sebagaimana telah dituangkan 

dalam bab sebelumnya yaitu tahun 2006 – 2020. Berikut ini adalah perhitungan regresi linier 

pada masing masing jenis kendaraan, yang selanjutnya akan diproyeksikan tingkat 

kepemilikan kendaraan hingga sampai tahun 2020. 

Tabel 3.3.1 Pendapatan Perkapita dengan Mobil Penumpang tahun 2006 - 2010 

Tahun pendapatan perkapita Mobil Penumpang 

2006 
                    2.730.125,92  

                                           
217  

2007 
                    3.156.350,00  

                                           
214  

2008 
                    3.676.368,08  

                                           
219  

2009 
                    4.357.241,99  

                                           
386  

2010 
                    4.881.514,70  

                                           
365  

2012 0,456 2,336 1,127 29,283 33,742 

2013 0,497 2,579 1,244 32,924 37,245 

2014 0,542 2,848 1,373 36,348 41,111 

2015 0,591 3,114 1,516 40,129 45,380 

2016 0,645 3,471 1,674 44,302 50,092 

2017 0,704 3,832 1,848 48,909 55,293 

2018 0,769 4,230 2,040 53,996 61,035 

2019 0,840 4,670 2,252 59,611 67,374 

2020 0,919 5,156 2,486 65,881 74,732 
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2011 
                    5.270.083,27  

                                           
397  

2012 
                    5.689.581,90  

                                           
433  

2013 
                    6.142.472,62  

                                           
472  

2014 
                    6.631.413,44  

                                           
514  

2015 
                    7.159.273,95  

                                           
561  

2016 
                    7.729.152,15  

                                           
612  

2017 
                    8.344.392,67  

                                           
668  

2018 
                    9.008.606,32  

                                           
730  

2019 
                    9.725.691,38  

                                           
798  

2020 
                  10.499.856,42  

                                           
872  

                            Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Gambar Model Regresi Linier antara 
Pendapatan Perkapita dengan Mobil Penumpang 

 
 

 

Dari hasil perhitungan tersebut untuk kendaraan jenis mobil penumpang dengan pendapatan 

Perkapita dari tahun 2006 s/d 2020 mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2 = 0,987, 

dengan persamaan regresi  Y = 11393 x  + 66789. 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Mobil Bus tahun 2004 - 2010 

Tahun 
pendapatan 
perkapita 

Bus 

2006                     
2.730.125,92  
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2007                     
3.156.350,00  

                                                    
622  

2008                     
3.676.368,08  

                                                    
643  

2009                     
4.357.241,99  

                                                
1.880  

2010                     
4.881.514,70  

                                                
1.819  

2011                     
5.270.083,27  

                                                
2.008  

2012                     
5.689.581,90  

                                                
2.217  

2013                     
6.142.472,62  

                                                
2.448  

2014                     
6.631.413,44  

                                                
2.702  

2015                     
7.159.273,95  

                                                
2.983  

2016                     
7.729.152,15  

                                                
3.293  

2017                     
8.344.392,67  

                                                
3.636  

2018                     
9.008.606,32  

                                                
4.014  

2019                     
9.725.691,38  

                                                
4.432  

2020                   
10.499.856,42  

                                                
4.892  

                                        Sumber : Pengolahan data sekunder 

Gambar Perhitungan regresi linier dan tingkat korelasi antara Pendapatan  Perkapita 
dengan Mobil Bus tahun 2004 – 2010 

 

Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis mobil Bus dengan Pendapatan 

Perkapita dari tahun 2006 s/d 2020, mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2= 0,984 , 

dengan persamaan Regresi  Y =  1757 X +2E+06 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Truck tahun 2006 - 2020 

Tahun 
pendapatan 
perkapita 

Truck 

y = 1757x + 2E+06 
R² = 0,984 
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2006                     
2.730.125,92                        212  

2007                     
3.156.350,00                        213  

2008                     
3.676.368,08                        214  

2009                     
4.357.241,99                        578  

2010                     
4.881.514,70                        638  

2011                     
5.270.083,27                        704  

2012                     
5.689.581,90                        778  

2013                     
6.142.472,62                        859  

2014                     
6.631.413,44                        948  

2015                     
7.159.273,95                    1.047  

2016                     
7.729.152,15                    1.155  

2017                     
8.344.392,67                    1.275  

2018                     
9.008.606,32                    1.408  

2019                     
9.725.691,38                    1.555  

2020                   
10.499.856,42                    1.716  

                    Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Gambar Perhitungan Regresi Linier & Tingkat Korelasi antara Pendapatan Perkapita dengan 

Truck tahun 2006 – 2020 

 

y = 4970.9x + 2E+06 
R² = 0.9892 
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Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis Truck dengan Pendapatan Perkapita 

dari tahun 2006 s/d 2020 , mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2= 0,989, dengan 

persamaan Regresi  Y =  4970,x +2E+06 

 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Sepeda Motor tahun 2006 - 2020 

Tahun 
pendapatan 

perkapita 
Sepeda Motor 

2006                     
2.730.125,92  

        1.190  

2007                     
3.156.350,00  

        1.200  

2008                     
3.676.368,08  

     12.025  

2009                     
4.357.241,99  

     21.131  

2010                     
4.881.514,70  

     23.218  

2011                     
5.270.083,27  

     25.633  

2012                     
5.689.581,90  

     28.298  

2013                     
6.142.472,62  

     31.242  

2014                     
6.631.413,44  

     34.491  

2015                     
7.159.273,95  

     38.078  

2016                     
7.729.152,15  

     42.038  

2017                     
8.344.392,67  

     46.410  

2018                     
9.008.606,32  

     51.236  

2019                     
9.725.691,38  

     56.565  

2020                   
10.499.856,42  

     62.448  

                                    Sumber : Pengolahan data sekunder 
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Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis Sepeda Motor  dengan pendapatan 

perkapita dari tahun 2006 s/d 2020 , mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2 = 0,869 , 

dengan persamaan Regresi  Y =  128,3 X + 2E+06 

Gambar Perhitungan Regresi Linier &  Tingkat Korelasi Antara Pendapatan Perkapita dengan 

Sepeda Motor tahun 2006 – 2020 

 

Dengan mempergunakan persamaan regresi diatas dan memperhatingan proyeksi jumlah 

penduduk yang ada, pada masing masing jenis kendaraan maka dapat ditentukan tingkat 

kepemilikan  kendaraan bermotor untuk setiap 1000 orang penduduk pada masing masing 

jenis mobil penumpang, mobil bus, Truck dan sepeda motor akan dapat diproyeksikan hingga 

tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel Proyeksi kepemilikan kendaraan bermotor per 1000 orang penduduk, dikorelasikan 
dengan pendapatan Perkapita tahun 2010 – 2020 

 

Year Car/1000 
capita 

Bus/1000 
capita 

Motor/1000 
capita 

Truck/1000 
capita 

2010                            
0,384          1,917          0,924       24,469  

2011                            
0,419          2,116          1,020       27,013  

2012                            
0,456          2,336          1,127       29,823  

2013                            
0,497          2,579          1,244       32,924  

2014                            
0,542          2,848          1,373       36,348  

2015                            
0,591          3,144          1,516       40,129  

y = 128.37x + 2E+06 
R² = 0.9819 
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2016                            
0,645          3,471          1,674       44,302  

2017                            
0,704          3,832          1,848       48,909  

2018                            
0,769          4,230          2,040       53,996  

2019                            
0,841          4,670          2,252       59,611  

2020                            
0,919          5,156          2,486       65,811  

      Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Proyeksi Jumlah kendaraan bermotor 

Dengan telah diproyeksikannya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor pada masing masing 

jenis kendaraan maka langkah selanjutnya adalah dengan memproyeksikan jumlah kendaraan 

bermotor dengan cara tingkat kepemilikan kendaraan dikalikan populasi penduduk dibagi 

1000 orang ;  dengan perhitungan tersebut maka akan diperoleh proyeksi jumlah kendaraan 

bermotor pada setiap jenis kendaraan hingga sampai dengan tahun 2020 , dimana hasil 

perhitungannya adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel Proyeksi jumlah kendaraan bermotor per 1000 orang penduduk yang dikorelasikan 

dengan pendapatan Perkapita tahun 2010 – 2020 

Year Jumlah 
Penduduk/1000 

Mobil 
Penumpang 

Mobil Bus Truck  Sepeda Motor 

2010                                
399          1.990             960       25.400  

                               
399  

2011                                
445          2.251          1.085       28.726  

                               
445  

2012                                
497          2.545          1.227       32.488  

                               
497  

2013                                
555          2.878          1.388       36.742  

                               
555  

2014                                
620          3.255          1.570       41.552  

                               
620  

2015                                
692          3.682          1.775       46.993  

                               
692  

2016                                
774          4.164          2.008       53.146  

                               
774  

2017                                
866          4.709          2.271       60.105  

                               
866  

2018                                
969          5.325          2.568       67.975  

                               
969  

2019                            
1.084          6.023          2.904       76.876  

                           
1.084  

2020                            
1.214          6.811          3.284       86.942  

                           
1.214  

     Sumber : Pengolahan data sekunder  
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Proyeksi Jumlah panjang perjalanan kendaraan tahunan  

Setelah diperolehhasil perkiraan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan   setiap 

tahunnya, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung panjang perjalanan kendaraan 

bermotor setiap tahunnya dengan tambahan data asumsi yang telah diuraikan diatas, seperti 

perkiraan rata rata panjang perjalanan setiap har , lamanya hari dalam setahun, siap guna 

operasi dan lain lainnya.  Berikut ini adalah tabel panjang perjalanan kendaraan tahunan 

kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. 

Tabel Proyeksi Panjang Perjalanan kendaraan bermotor tahunan pada setiap jenis 
kendaraan tahun 2010 - 2020 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang Perjalanan Kendaraan Tahunan – ( Kilometer ) 

Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Truk Sepeda Motor 

2010 7.360 13.300 9.200 4.900 

2011 7.360 13.300 9.200 4.900 

2012 7.360 13.300 9.200 4.900 

2013 7.360 13.300 9.200 4.900 

2014 7.360 13.300 9.200 4.900 

2015 7.360 13.300 9.200 4.900 

2016 7.360 13.300 9.200 4.900 

2017 7.360 13.300 9.200 4.900 

2018 7.360 13.300 9.200 4.900 

2019 7.360 13.300 9.200 4.900 

2020 7.360 13.300 9.200 4.900 
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Tabel Proyeksi Penggunaan Bahan bakar Minyak Tahunan Pada setiap Jenis 
Kendaraan Hasil Perhitungan LEAP dalam Barel Of Equipalent Oli                                      

Tahun 2010 - 2020 Propinsi Maluku Utara 

       
Tahun 

Mobil Sepeda Motor Truk Bis dan Minibis 
Gasoline Diesel Gasoline Diesel Gasoline Diesel 

2010 6,1 1,7 851,8 348,1 426,9 183 
2011 6,8 1,9 935,9 364,1 476,3 204,1 
2012 7,6 2,1 1028,4 380,8 531,4 227,7 
2013 8,4 2,4 1130 398,4 592,9 254,1 
2014 9,4 2,7 1241,7 416,7 661,5 283,5 
2015 10,4 3 1364,3 435,9 738 316,3 
2016 11,6 3,3 1499,1 455,9 823,4 352,9 
2017 12,9 3,7 1647,3 476,9 918,6 393,7 
2018 14,3 4,1 1810 498,8 1024,9 439,3 
2019 16 4,5 1988,8 521,8 1143,5 490,1 
2020 17,7 5 2185,3 545,8 1275,8 546,8 

 

Proyeksi penggunaan bahan bakar ini menggunakan aplikasi software LEAP versi 2012, dengan 

memasukan data-data PDRB, pertumbuhan panjang jalan, pertumbuhan kendaraan bermotor, 

sehingga penggunaan bahan bakar minyak dapat diproyeksikan sampai tahun 2020, dari tabel 

diatas terlihat bahwa penggunaan bahan bakar minyak terbesar sampai dengan tahun 2020 

adalah kendaraan bermotor sebesar 2185,3 barel of eqipalent oil atau setara  

Grafik Proyeksi Penggunaan BBM tahunan Jenis Solar dan Bensin untuk kendaraan 
bermotor di Propinsi Maluku Utara tahun 2010 – 2020 (Juta Ton) 
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Proyeksi Jumlah Gas Buang Emisi CO2 Kendaraan tahunan 

Langkah terakhir dalam perhitungan perkiraan Emisi gas buang CO2 yang dihasilkan dari 

kendaraan bermotor tahunan kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda Motor, 

adalah seberapa besar total emisi gas buang CO2 yang akan diperoleh akibat adanya kegiatan 

transportasi khususnya moda angkutan jalan, dimana hasil perkiraan total tahunan ini adalah 

merupakan angka Basline BAU yang akan dijadikan dasar seberapa jauh emisi gas buang CO2 

akan dapat diturunkan melalui beberapa program / kegiatan aksi mitigasi yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga sampai dengan tahun 2020. Tabel 

berikut perkiraan hasil gas buang emisi CO2 dari kendaraan bermotor dalam satuan Juta ton . 

Tabel Proyeksi hasil emisi gas buang CO 2 dari sektor 
transportasi tahunan pada setiap jenis kendaraan tahun 

2010 – 2020 

     
Tahun Mobil 

Penumpang 
Sepeda 
Motor Truk Bus dan 

minibus 

2010 3199,5 342,7 148,9 250 
2011 3559,8 376,6 155,8 279 
2012 3960,6 413,8 162,9 311,2 
2013 4406,6 454,7 170,4 347,2 
2014 4902,8 499,6 178,2 387,4 
2015 5454,8 549 186,4 432,2 
2016 6069,1 603,2 195 482,2 
2017 6752,4 662,8 204 538 
2018 7512,8 728,3 213,4 600,3 
2019 8358,7 800,2 223,2 669,7 
2020 9299,9 879,3 233,5 747,2 

                            Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Grafik Proyeksi hasil emisi gas buang CO 2 dari sektor transportasi tahunan pada setiap jenis 
kendaraan tahun 2010 – 2020 (Juta Ton) 
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4.3 ENERGI 
 Emisi pada sektor energi meliputi emesi dari pengguanaan bahan bakar fosil dan 
pemakaian listrik di industri, rumah tangga, komersial dan pemerinatah. Konsumsi energi 
Provinsi Maluku Utara diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 
dan ekonomi. Pada tahun 2010, penggunaan energi di Maluku Utara mencapai sekitar 
174.382.178 KWH 
 Untuk memproyeksikan kebutuhan energi dan emisi GRK sampai dengan tahun 2020, 
disusun skenario dengan mempertimbangkan kebijakan sektor energi daerah yakni RUKD. 
Disamping itu, dipertimbangkan pula kebijakan nasional konversi minyak tanah ke LPG dan 
kecenderungan pertumbuhan. Skenario BAU sektor energi adalah sebagai berikut : 
 
 Tabel 4.5 Skenario BAU Emisi GRK Sektor Energi 

No Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Besaran dan 
Pertumbuhan (%) 

Sumber Rujukan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pertumbuhan konsumsi listrik 4,81-7,34 RUKD 

2 Rasio Elektrifikasi 44,71 RUKD 

3 Pertumbuhan penduduk 2,47 BPS 

4 Konsumsi minyak tanah di rumah 
tangga terkonversi 100% 

Tahun 2015  

 
 Proyeksi peningkatan konsumsi energi pada gambar 4.3 dibuat berdasarkan 
pertumbuhan konsumsi energi listrik yang diperkirakan sebesar 4,81-7,34% pertahun dan 
rasio elektrifikasi yang mencapai 44,71 % pada 2013 (RUKD Provinsi Maluku Utara). Dari 
simulasi dengan menggunakan LEAP diperkirakan konsumsi energi akan mencapai 8.514,2 
GWH pada 2020. 

Proyeksi Kebutuhan Energi Maluku Utara Tahun 2010-2020 

      
      Tahun Biogas Electricity Kerosene LPG Total 

2010 0 127,3 13,9 364,5 505,7 
2011 0 141,9 14 385,4 541,3 
2012 0 157,7 14,2 406,8 578,7 
2013 0 181,3 14 441,3 636,6 
2014 0 206,4 13,8 475,9 696,1 
2015 0 234,1 13,6 512 759,7 
2016 0 263,5 13,5 547,9 824,9 
2017 0 294,7 13,3 583,5 891,5 
2018 0 327,7 13,2 618,5 959,4 
2019 0 361,5 13,2 651,4 1026 
2020 0 397,2 13,2 683,6 1094 

          8514 
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Dengan proyeksi kebutuhan energi diatas maka emisi GRK dari sektor energi bertumbuh 
mencapai dua kali lipat dari tahun 2010. Jumlah emisi keseluruhan sektor energi mencapai 
28,85 juta tonCo2e dengan kontributor tertinggi berasal dari listrik sebesar 16,3 ton Co2e. 
Gambar dibawah ini memberikan ilustrasi proyeksi emisi GRK dalam juta ton Co2e dari sektor 
energi. 

Tabel Baselaine dan Skenario 
Mitigasi Sektor Energi 

      Baseline Mitigasi Total 
2010 85,8 85,8 171,6 
2011 91,8 92 183,8 
2012 97,9 98,6 196,5 
2013 108,5 109,6 218,1 
2014 119 120,8 239,8 
2015 130 131,1 261,1 
2016 140,9 141,3 282,2 
2017 151,6 151,2 302,8 
2018 162,2 160,9 323,1 
2019 172,1 171,1 343,2 
2020 181,7 181,2 362,9 
      2885,1 
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4.1.2. PENYUSUNAN BASELINE EMISI GRK SEKTOR LIMBAH 

A. Sampah Domestik  

Aktifitas pengelolaan sampah yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca terdiri dari 

timbunan sampah domestik, pembakaran terbuka (open burning) dan komposting. Emisi 

GRK yang diukur untuk sektor sampah domestik di Provinsi Maluku Utara bersumber 

dari; 

- Aktifitas penimbunan sampah, baik di TPA maupun di sembarang tempat, 

- Aktifitas pembakaran langsung oleh masyarakat (open burning), 

- Aktifitas komposting dari sampah terolah. 

Untuk pengukuran estimasi BAU baseline emisi GRK Maluku Utara sektor sampah 

domestik, hanya diukur emisi yang bersumber dari point a, point b dan point c, yaitu 

dari aktifitas penimbunan sampah di TPA dan tempat lainnya dengan metode open 

dumping, pembakaran langsung/open burning oleh masyarakat dan pengomposan 

sampah terolah. Aktifitas insinerasi dan pengolahan lumpur domestik tidak dihitung 

karena di Indonesia, aktifitas ini hampir tidak pernah dilakukan untuk sektor sampah 

domestik.     

I. Data-data terkait sampah domestik: 

a. Data Populasi Penduduk Tahun 2010  

Tabel Populasi Penduduk Tahun 2010 Provinsi Maluku Utara 

No. Kabupaten / Kota Populasi 2010 
(Jiwa) 

% Pertumbuhan 

1 Kabupaten Halmahera 
Barat  100.424 

1,39 % 
2 Kabupaten Halmahera 

Tengah 42.815 
3,02% 

3 Kabupaten Kepulauan 
Sula 132.524 

0,80% 
4 Kabupaten Halmahera 

Selatan 198.911 
2,12% 

5 Kabupaten halmahera 
Utara 161.847 

5,72% 
6 Kabupaten Halmahera 

Timur 73.109 
4,86% 

7 Kabupaten Pulau 
Morotai 52.697 

2,83% 
8 Kota Ternate 185.705 1,79% 
9 Kota Tidore 90.055 1,59% 
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 JUMLAH 
1.038.087 2,47% 

  Sumber : Kepri dalam angka 2010  

Penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 berjumlah 1.038.087 jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,47% per tahun. Penduduk Maluku Utara sebagian besar 

terpusat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah penduduk 198.911 jiwa. 

Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi di Maluku 

Utara, yakni sebesar 3,73% per tahun.  

Comment [u1]: Masih Kepri, untuk data 
apakah sudah menggunakan data Malut? 



Tabel   Proyeksi Jumlah dan pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara 2010 s/d 2020 

No. Kota / Pertumbuhan Tahun 

  Kabupaten 
Penduduk 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  1,39% 

100.424 
101.820 103.235 104.670 106.125 107.600 109.096 110.612 112.150 113.709 115.289 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 3,02% 

42.815 
44.108 45.440 46.812 48.226 49.683 51.183 52.729 54.321 55.962 57.652 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 0,80% 

132.524 
133.584 134.653 135.730 136.816 137.910 139.014 140.126 141.247 142.377 143.516 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 2,12% 

198.911 
203.128 207.434 211.832 216.323 220.909 225.592 230.375 235.258 240.246 245.339 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 5,72% 

161.847 
171.105 180.892 191.239 202.178 213.742 225.968 238.894 252.558 267.005 282.277 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 4,86% 

73.109 
76.662 80.388 84.295 88.391 92.687 97.192 101.915 106.868 112.062 117.509 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 2,83% 

52.697 
54.188 55.722 57.299 58.920 60.588 62.302 64.066 65.879 67.743 69.660 

8 Kota Ternate 1,79% 185.705 189.029 192.413 195.857 199.363 202.931 206.564 210.261 214.025 217.856 221.756 

9 Kota Tidore 1,59% 90.055 91.487 92.942 94.419 95.921 97.446 98.995 100.569 102.168 103.793 105.443 

 
∑ Penduduk Total   1.038.087 1.065.111 1.093.118 1.122.153 1.152.263 1.183.496 1.215.906 1.249.546 1.284.475 1.320.752 1.358.441 

 

Sumber : pengolahan data sekunder 

 



Tabel  Timbulan Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

Kabupaten / Kota 
Jiwa (Penduduk) Timbulan Sampah 

(kg/orang/hari) 
Jumlah Timbulan 

Sampah 

Kabupaten Halmahera Barat  100.424 0,4 40.170 
Kabupaten Halmahera Tengah 42.815 0,4 17.126 
Kabupaten Kepulauan Sula 132.524 0,4 53.010 
Kabupaten Halmahera Selatan 198.911 0,4 79.564 
Kabupaten halmahera Utara 161.847 0,4 64.739 
Kabupaten Halmahera Timur 73.109 0,4 29.244 
Kabupaten Pulau Morotai 52.697 0,4 21.079 
Kota Ternate 185.705 0,5 92.853 
Kota Tidore 90.055 0,4 36.022 

                       Sumber : asumsi berdasarkan ..... 

 

Dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, hanya Kota Ternate yang 

tergolong kota besar. Sedangkan Kota Tidore digolongkan kedalam kota sedang. Dalam 

penggolongan jumlah timbulan sampah rata-rata kg per orang perhari, Kota Ternate 

digolongkan kedalam kota besar dengan jumlah timbulan sampah rata-rata 0,5 

kg/orang/hari. Dalam kenyataannya Kota Ternate memang memproduksi sampah sekitar 

92.853 kg/orang/hari. 

b. Data Distrubusi Pengelolaan Sampah (Persentase) 

 Sampah yang terangkut ke TPA 

 Sampah yang terolah (komposting dan daur ulang) 

 Sampah yang tidak terangkut ke TPA (dibuang dimana saja) dan Dibakar 

Terbuka 

Tabel  Distribusi Pengelolaan Sampah Domestik di Provinsi Maluku Utara 

Kabupaten / Kota 

Distribusi Pengelolaan Sampah  (%) 

Diangkut ke TPA 
Diolah 

(komposting) Dibakar Terbuka 
Dibuang 

dimana saja 

Kabupaten Halbar 10,00 1,3 17,74 72,51 

Kabupaten Halteng 10,00 0,5 17,79 71,63 

Kabupaten Sula 10,00 1,0 17,82 71,29 

Kabupaten Halsel 10,00 0,7 17,52 71,53 

Kabupaten Halut 10,00 1,6 18,03 70,49 

Kota Ternate 61,27 8,6 4,28 17,07 

Kota Tidore 72,27 10,2 3,51 14.04 

            Sumber : pengolahan data sekunder 

Comment [u2]: Standar nasional untuk 
timbulan sampah 



Tabel  Estimasi Jumlah Sampah per kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara 
No. Kota / Timbulan Volume Sampah (Gg) 

  Kabupaten (kg/jiwa/hr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  0,4 

14,7 14,9 15,2 15,4 15,7 16,0 16,3 16,5 16,8 17,1 17,4 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 0,4 

6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 0,4 

19,3 19,7 20,0 20,3 20,6 21,0 21,3 21,7 22,0 22,4 22,8 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 0,4 

29,0 29,7 30,3 30,9 31,6 32,2 32,9 33,6 34,3 35,0 35,8 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 0,4 

23,6 24,4 25,2 26,0 26,8 27,7 28,5 29,5 30,4 31,4 32,4 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 0,4 

10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 0,4 

7,7 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 9,0 9,2 
8 Kota Ternate 0,5 33,9 35,0 36,1 37,3 38,5 39,8 41,1 42,4 43,8 45,2 46,7 
9 Kota Tidore 0,4 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,2 

 
∑ Sampah Total   158,3 162,3 166,5 170,7 175,0 179,5 184,1 188,8 193,6 198,6 203,7 

 
 

Sumber : pengolahan data sekunder 



Dari tabel di atas diketahui bahwa estimasi jumlah sampah di Maluku Utara pada tahun 

2010 berjumlah 158,33 Gg dan akan meningkat menjadi 207,70 Gg pada tahun 2020. Dari 

jumlah tersebut 77% jumlah sampah di Maluku Utara akan dihasilkan dari Kota Ternate. 

 

 

 

  

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Sampah Maluku Utara 
(Input untuk IPCC Worksheet) 

No. Tahun ∑ (Gg) 
1 2010 158 
2 2011 162 

14.7 

6.3 

19.3 
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10.7 

7.7 

33.9 

13.1 
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90 
 

3 2012 166 
4 2013 171 
5 2014 175 
6 2015 179 
7 2016 184 
8 2017 189 
9 2018 194 

10 2019 199 
11 2020 204 

                                                 Sumber : pengolahan data sekunder 

 

 

 

c. Data Komposisi Sampah (Persentase) 

Tabel 5 Komposisi Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

No   Tipe daerah 

  Komponen Urban  Sub-Urban Rural 
1 Sisa Makanan  73,38  
2 Kertas, Karton dan 

Nappies 
 8,89  

3 Kayu dan Sampah Taman  3,93  
4 Kain dan Produk Tekstil  2,73  
5 Karet dan Kulit  0,64  
6 Plastik  5,53  
7 Logam  2,20  
8 Gelas  1,63  
9 Lain – lain  1,08  
10 Total 100,0% 100,0% 100,0 % 
Sumber:  

 

Tabel 5 memperlihatkan komposisi sampah domestik di Provinsi Maluku Utara. Data ini 

diambil dari Kota Ternate yang dianggap mewakili Provinsi secara keseluruhan.  
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d. Data Dry Matter Content Sampah (Persentase) 

Tabel  Dry Matter Content Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

 
No. Komponen  Tipe daerah 
   Urban  Sub-Urban Rural 
1 Sisa Makanan  23,34  
2 Kertas, Karton dan Nappies  52,33  
3 Kayu dan Sampah Taman  53,61  
4 Kain dan Produk Tekstil  55,45  
5 Karet dan Kulit  90,31  
6 Plastik  78,21  
7 Logam  100,00  
8 Gelas  93,44  
9 Lain – lain  88,61  
Sumber:  

 
 

Comment [u4]: Sumber? 



Tabel Rekapitulasi Timbunan Sampah Di Tpa 

 

No. Kota / Kabupaten ∑ penduduk ∑ penduduk terlayani Cakupan Layanan ∑ Sampah Masuk Kondisi TPA Eksisting 
    (2010) (2010) (2010) ke TPA (Gg/thn) 2010-2011 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  100.424 10.042 10,00% 1,47 Un-managed deep 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 42.815 4.282 10,00% 0,63 Un-managed deep 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 132.524 13.252 10,00% 1,93 

menuju semi-aerobic 
landfill 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 198.911 19.891 10,00% 2,90 Un-managed deep 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 161.847 16.185 10,00% 2,36 Un-managed deep 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 73.109 7.581 10,37% 1,11 Un-managed deep 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 52.697 5.270 10,00% 0,77 Un-managed deep 

8 Kota Ternate 185.705 20.242 10,90% 3,69 Un-managed deep 

9 Kota Tidore 90.055 9.006 10,00% 1,31 
menuju semi-aerobic 
landfill 

  Total 1.038.087 105.751 10,19%     



Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, masih terdapat 1 kabupaten yang belum 

memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni kabupaten morotai. Sampah yang 

dibuang masyarakat dikumpulkan kedalam Tempat Penampungan Sementara (TPS). 

Tabel Rekapitulasi Sampah Terolah Di Provinsi Maluku Utara 

No. Kota / Kabupaten Estimasi Volume  Volume Sampah Terolah  
  

    Sampah Total (Gg) (Gg) (%) 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  176,38 1,10 0,6% 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 78,16 0,49 0,6% 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 231,57 1,45 0,6% 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 355,78 2,22 0,6% 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 306,17 1,91 0,6% 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 142,35 0,89 0,6% 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 93,07 0,97 1,0% 

8 Kota Ternate 440,19 3,30 0,7% 
9 Kota Tidore 161,05 1,01 0,6% 

  
 Jumlah Sampah 
Terolah     6,2% 

 

Kota / Kabupaten 
Komposting Daur Ulang 

(m3/hari)  
(m3/bln) (m3/hari)  

(m3/bln) 
Kabupaten 
Halmahera Barat       8,82  264,57     
Kabupaten 
Halmahera Tengah      3,91  117,23     
Kabupaten 
Kepulauan Sula    11,58  347,36     
Kabupaten 
Halmahera Selatan    17,79  533,67     
Kabupaten 
halmahera Utara    15,31  459,26     
Kabupaten 
Halmahera Timur      7,12  213,53     
Kabupaten Pulau 
Morotai      7,76  232,69     
Kota Ternate    26,41  792,35     
Kota Tidore      8,05  241,57     

 
                        Sumber : pengolahan data sekunder 



Dari tabel di bawah terlihat bahwa pada tahun 2010 hasil perhitungan Emisi gas rumah kaca 

dari pengelolaan sampah domestik di Provinsi Maluku Utara berasal dari sampah yang 

terangkut ke TPA sebanyak 22,6%, dari sampah yang dikomposting sebesar 2,91%, dari 

sampah yang terhampar sembarangan 58,48% dan dari pembakaran di ruang terbuka 

sebesar 16,07%. 

Tabel  Rekapitulasi Potensi Emisi Di Maluku Utara 

No. Kota / Kabupaten  Sampah Sampah Sampah Tdk Terangkut (%) 

    Terangkut Terolah  Terhampar 
Open 

Burning 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  10,00% 1,00% 71,51% 17,80% 

2 

Kabupaten 
Halmahera Tengah 10,00% 0,50% 71,63% 17,90% 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 10,00% 1,00% 71,29% 17,82% 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 10,00% 0,70% 71,53% 17,52% 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 10,00% 1,60% 70,49% 18,03% 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 10,37% 1,02% 71,06% 18,03% 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 10,00% 1,60% 67,74% 20,78% 

8 Kota Ternate 61,27% 8,60% 17,07% 13,28% 

9 Kota Tidore 72,27% 10,20% 14,04% 3,51% 
    22,66% 2,91% 58,48% 16,07% 

 

Tabel rekapitulasi potensi emisi dari sampah di Maluku Utara memperlihatkan distribusi 

pengelolaan sampah di tiap-tiap kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara. Hanya Kota 

Tidore dan Kota Ternate yang memiliki prosentase yang tinggi dalam hal pengangkutan 

sampah.yakni diatas 60%, dan selebihnya dihamparkan dan open burning. 

Data ini kemudian dikonversikan kedalam gas metan (CH4) yang menghasilkan total emisi 

CH4 (BAU) sejak tahun 2010 sampai 2020, yakni angka 2,88 Gg CH4 pada tahun 2010 

menjadi 8,47 Gg CH4 pada tahun 2020. 

Tabel Rekapitulasi Baseline Emisi Grk Sampah (Maluku Utara) Bau Baseline 
No. Tahun  Emisi GRK dari sumber (Gg CH4) Total Estimasi Emisi 

          base year (Gg CH4) 
    timbunan open burning Komposting BAU 
1 2010 1,44 1,08 0,36 2,88 
2 2011 2,50 1,10 0,37 3,98 
3 2012 3,31 1,13 0,38 4,82 
4 2013 3,94 1,16 0,39 5,50 
5 2014 4,46 1,20 0,40 6,05 
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6 2015 4,90 1,23 0,41 6,53 
7 2016 5,29 1,26 0,42 6,97 
8 2017 5,64 1,30 0,43 7,36 
9 2018 5,97 1,34 0,44 7,74 
10 2019 6,29 1,37 0,44 8,11 
11 2020 6,60 1,42 0,46 8,47 

Sumber : pengolahan data sekunder 
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. USULAN AKSI MITIGASI DAN PERKIRAAN PENURUNAN EMISI 

4.2.1. USULAN AKSI MITIGASI BERBASIS LAHAN 

1. Sektor Peternakan 

Penyumbang emisi dari sektor peternakan berasal dari fermentasi enterik dan kotoran 

ternak. Kegiatan Mitigasi yang dapat dilakukan untuk menekan laju emisi dari sektor 

peternakan Provinsi Maluku Utara adalah dengan cara mengubah kotoran ternak 

menjadi biogas sedangkan untuk aktifitas enterik tidak dilakukan mitigasi. 

Ketika kotoran ternak disimpan dalam kondisi anaerob pada temperatur lebih tinggi dari 

15oC, maka bakteri metanogenik akan memproduksi metana (SURYAHADI,dokumen 

tidak dipublikasi). Emisi metana yang berasal dari fermentasi anaerob dapat digunakan 

sebagai sumber energi. Pengelolaan kotoran ternak dengan teknik pemanfaatan energi 

metana dalam bentuk biogas dapat menurunkan 70% emisi metana ke atmosfer 

(SURYAHADI, dokumen tidak dipublikasi). 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dihitung pengurangan emisi CH4 dari 

sektor peternakan yaitu sebagai berikut :





Tabel Base Line Sub-sektor Peternakan Tanpa Mitigasi 

 

Tabel Base Line Sub-sektor Peternakan Dengan  Mitigasi  
 

 
Sumber : Pengolahan data sekunder

No 
Emisi Yang Dihasilkan 

Dari Sektor 
Peternakan 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Hasil Permentasi 69.520 69.565 69.564 58.068 114.641 120.586 126.531 132.476 138.421 144.366 150.311 156.256 162.200 168.145 174.090 

2 Pupuk Kandang (CH4) 11.286 11.220 11.220 10.551 9.503 12.647 13.367 14.088 14.808 15.528 16.248 16.969 17.689 19.129 19.129 

3 
Pupuk Kandang 
(N2O) 7.284 7.277 7.277 5.808 9.503 10.021 10.539 11.056 11.574 12.092 12.610 13.127 13.645 14.163 14.680 

  Total 88.090 88.062 88.061 74.427 133.647 143.254 150.437 157.620 164.803 171.986 179.169 186.352 193.534 201.437 207.899 

  Akumulasi 88.090 176.152 264.213 338.640 472.287 615.541 765.978 923.598 1.088.401 1.260.387 1.439.556 1.625.908 1.819.442 2.020.879 2.228.778 

No 
Emisi Yang Dihasilkan 

Dari Sektor 
Peternakan 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Hasil Permentasi 69520 69565 69564 58068 114641 120586 126531 132476 138421 144366 150311 156256 162200 168145 174090 

2 Pupuk Kandang (CH4) 11286 11220 11220 10551 9503 12647 13367 14088 14808 15528 16248 16969 17689 19129 19129 

3 Pupuk Kandang (N2O) 7284 7277 7277 5808 9503 10021 10539 11056 11574 12092 12610 13127 13645 14163 14680 

  Total 88.090 88.062 88.061 74.427 133.647 143.254 150.437 110334 115362,1 120390,2 125418,3 130446,4 135473,8 141005,9 145529,3 

  Akumulasi 88090 176152 264213 338640 472287 615541 765978 876312 991674,1 1112064,3 1237482,6 1367929 1503402,8 1644408,7 1789938 



 
Berdasarkan aksi mitigasi tersebut, maka grafik baseline emisi untuk Sub-sektor 

peternakan menjadi sebagai berikut : 

 
 

 
2. Sektor Pertanian 

Penyumbang Emisi dari sektor pertanian untuk wilayah Provinsi Maluku Utara berasal 

dari lahan sawah dan konsumsi urea. Kegiatan mitigasi yang dilakukan untuk 

mengurangi emisi dari sektor pertanian adalah dengan cara mensubstitusi penggunaan 

urea dengan pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak sebanyak 50%. 

Berdasarkan kegiatan tersebut, diharapkan terjadi penurunan emisi yang disebabkan 

oleh konsumsi urea dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Tabel BAU Baseline Sektor Pertanian Tanpa Mitigasi 

Sumber : Pengolahan data sekunder 
 

Tabel BAU Baseline Sektor Pertanian dengan Mitigasi 

 

No Emisi yang dihasilkan dari 
sektor pertanian 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Emisi dari lahan sawah 
         
52.197,9  

            
48.824,9  

            
68.137,9  

            
70.852,3  

                
72.127,6  

            
73.403,0  

            
74.678,3  

            
75.953,7  

            
77.229,0  

            
78.504,4  

            
79.779,7  

                  
81.055,0  

                  
82.330,4  

                   
83.605,7  

                  
84.881,1  

2 
Emisi dari penggunaan 
pupuk 

         
14.288,0  

            
15.045,0  

            
15.116,0  

            
15.475,0  

                
15.546,0  

            
15.920,0  

            
16.062,0  

            
17.043,0  

            
17.185,0  

            
17.672,0  

            
17.814,0  

                  
18.134,0  

                  
18.276,0  

                   
18.828,0  

                  
18.970,0  

  Total 
         
66.485,9  

            
63.869,9  

            
83.253,9  

            
86.327,3  

                
87.673,6  

            
89.323,0  

            
90.740,3  

            
83.697,0  

            
84.972,6  

            
86.558,7  

            
87.834,3  

                  
89.270,1  

                  
90.545,7  

                   
92.190,3  

                  
93.466,0  

  Akumulasi 
         
66.485,9  

         
130.355,9  

         
213.609,8  

         
299.937,1  

             
387.610,7  

         
476.933,7  

         
567.674,0  

         
651.371,0  

         
736.343,6  

         
822.902,3  

         
910.736,7  

          
1.000.006,8  

          
1.090.552,5  

           
1.182.742,9  

          
1.276.208,8  

No Emisi yang dihasilkan dari 
sektor pertanian 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Emisi dari lahan sawah 
   
52.197,9  

     
48.824,9  

     
68.137,9  

     
70.852,3  

       
72.127,6  

     
73.403,0  

     
74.678,3  

     
75.953,7  

     
77.229,0  

     
78.504,4  

     
79.779,7  

         
81.055,0  

         
82.330,4  

         
83.605,7  

         
84.881,1  

2 
Emisi dari penggunaan 
pupuk 

   
14.288,0  

     
15.045,0  

     
15.116,0  

     
15.475,0  

       
15.546,0  

     
15.920,0  

     
16.062,0  

     
17.043,0  

     
17.185,0  

     
17.672,0  

     
17.814,0  

         
18.134,0  

         
18.276,0  

         
18.828,0  

         
18.970,0  

  Total 
   
66.485,9  

     
63.869,9  

     
83.253,9  

     
86.327,3  

       
87.673,6  

     
89.323,0  

     
90.740,3  

     
92.996,7  

     
94.414,0  

     
96.176,4  

     
97.593,7  

         
99.189,0  

      
100.606,4  

       
102.433,7  

      
103.851,1  

  Akumulasi 
   
66.485,9  

   
130.355,9  

   
213.609,8  

   
299.937,1  

     
387.610,7  

   
476.933,7  

   
567.674,0  

   
660.670,7  

   
755.084,7  

   
851.261,0  

   
948.854,7     1.048.043,8  

   
1.148.650,1  

   
1.251.083,8  

   
1.354.934,9  



 

Berdasarkan aksi mitigasi tersebut, maka grafik baseline emisi untuk sektor pertanian 

menjadi sebagai berikut : 

 
 

 
3. Sektor Kehutanan 

Emisi untuk sektor Kehutanan sebagian besar berasal dari konversi lahan mineral  yang 

berada pada Zona Areal penggunaan lain dan Zona Hutan Produksi Konversi. Adapun 

kegiatan mitigasi yang akan dilakukan untuk menurunkan emisi tersebut adalah dengan 

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan lingkungan, dan penataan batas 

kawasan hutan pada areal yang dianalisis sebagai lokasi penyumbang emisi terbesar. 

Luasan dan rencana lokasi aksi mitigasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasiskan Pemberdayaan 

Masyarakat dengan sasaran yang diharapkan yaitu Terselenggaranya rehabilitasi 

hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS Prioritas, Terbinanya penyelenggaraan 

pengelolaan DAS, Berkembangnya perhutanan sosial. Dengan kegiatan rehabilitasi 

hutan mangrove, dengan target penurunan emisi pada tahun 2020 di harapka sebesar 

459513,3 ton CO2-Eq dengan luas lahan sebesar 2.500 hektar, dengan target 

penurunan emisi sebanyak 0,0000795 (satuan dalam Rp.Juta ton CO2-Eq). 

b. Program Peningkatan Produksi Kehutanan, dengan sasaran yang diharapkan 

Bertambahnya luas hutan tanaman; Meningkatnya kinerja pemegang IUPHHK-

HA/HT dalam rangka menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang 

berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial; Meningkatnya 

PNBP kayu dan bukan kayu, adapun kegiatannya sendiri adalah Pembangunan 
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Hutan Tanaman, dengan target penurunan emisi pada tahun 2020 adalah sebesar 

1970990,53 Ton CO2-Eq, dengan luasan lahan sebesar 10.500 hektar, dengan biaya 

perkiraan penurunan emisinya sebesar 0,0056 (juta/ton CO2-Eq). Berdasarkan 

kegiatan mitigasi dimaksud, diperkirakan sampai dengan tahun 2020 emisi dari 

perubahan penutupan lahan dapat diturunkan sebesar 5,17%. Hasil simulasi mitigasi 

dengan menggunakan program abacus sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

 

No Iteration Period -> 2006-2011 2011-2016 2016-2021 
1 Emission Per-Ha Area (ton CO2-eq/ha.year) 1.93 1.69 1.57 

2 Eligible Emission Per-Ha Area (ton CO2-
eq/(ha.year)) 1.93 1.69 1.57 

3 Sequestration Per-Ha Area (ton CO2-eq/ha.year) 0.00 0.75 0.62 

4 Eligible Sequestration Per-Ha Area (ton CO2-
eq/(ha.year)) 0.00 0.75 0.62 

5 Emission Total  (ton CO2-eq/year) 1,598,112.57 1,399,711.73 1,295,686.84 
6 Eligible Emission Total (ton CO2-eq/year) 1,598,112.57 1,399,711.73 1,295,686.84 
7 Sequestration Total (ton CO2-eq/year) 229.22 618,574.37 508,616.63 
8 Eligible Sequestration Total (ton CO2-eq/year) 229.22 618,574.37 508,616.63 
9 Net Emission Per-Ha (ton CO2-eq/ha.year) 1.93 0.95 0.95 

10 Eligible Net Emission Per-Ha (ton CO2-
eq/(ha.year)) 1.93 0.95 0.95 

11 Net Emission (ton CO2-eq/year) 1,597,883.35 781,137.37 787,070.20 
12 Eligible Net Emission (ton CO2-eq/year) 1,597,883.35 781,137.37 787,070.20 

13 Private - Total Cost-Benefit Per-Ha Area 
($/(ha.year)) - - - 

14 Private - Eligible Total Cost-Benefit Per-Ha Area 
($/(ha.year)) - - - 

15 Private - Cost-Benefit Matrix ($/year) - - - 
16 Private - Eligible Total Cost-Benefit ($/year) - - - 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dibawah ini disajikan tabel emisi Provinsi Maluku Utara 

dengan atau tanpa mitigasi : 

No Kegiatan 
Lahan Awal (2010) Lahan Akhir (2020) Selisih Emisi/ 

Mitigasi 2020 
(Ton CO2-eq) Jenis Luas 

(Ha) 
Faktor 
Emisi 

Emisi 
(Ton C) 

Jenis Luas (ha) Faktor 
Emisi 

Emisi 
(Ton C) 

1 
Rehabilitasi Mangrove Hutan Mangrove 

Sekunder 2.500 120 300.000 
Hutan 
Mangrove 
Primer 

2.500 170 425.000 125.000 

2 Pembangunan Hutan 
Tanaman Semak Belukar 

10.500 5 52.500 Hutan 
Tanaman 

10.500 155 1.627.500 1.575.000 

                      

  Total       352.500       2.052.500 6.239.000 

 
Berdasarkan data tersebut, maka grafik baseline emisi untuk sektor kehutanan 
tergambar sebagai berikut : 
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  2011 2016 2021 
Net Emisi kumulatif (ton CO2-
eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 28.386.346 40.813.200 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0% 10% 13% 
 

 

 

4.2.2. USULAN AKSI MITIGASI SEKTOR TRANSPORTASI 

1. Langkah-Langkah Penetapan Aksi Mitigasi Daerah 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kegiatan atau turunan yang terdapat pada 

dokumen RAN-GRK , jika berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat kegiatan penurunan 

emisi GRK yang sudah tercantum dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada Provinsi 

Maluku Utara maka Pemerintah daerah perlu mendukung kegiatan yang tercantum dalam 

RAN-GRK dan dapat melaksanakan kegiatan / program kegiatan dari kementrian Perhubungan 

dengan menambah atau menyesuaikan jumlah dan/atau volume untuk di wilayah atau daerah 

tersebut yang ada kegiatan RAN GRK.  

Selanajutnya perlu mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah 

ada (existing actions) yang telah terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis 

daerah , untuk terus dilaksanakan dalam rangka untuk dapat mengurangi emisi gas buang CO 2 

di wilayah Propinsi Maluku Utara,  dan Kemudian juga mengusulkan beberapa kegiatan 

mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat yang berkaitan 

dengan penurunan gas CO 2 dari hasil buang kendaraan bermotor, untuk dimasukan ke dalam 

dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan 

diseleksi lebih lanjut.   
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2.  Dasar Pendekatan Aksi Mitigasi 

  Avoid/Reduce  adalah upaya untuk dapat menghindari atau upaya untuk mengurangi 

perjalanan atau kebutuhan untuk melakukan perjalanan, sehingga dapat meminimalisir panjang 

perjalanan yang akhirnya dapat mengurangi penggunaan BBM yang selanjunya akan dapat 

mengurangi kadar CO 2 yang dihasilkan oleh kendraan bermotor, hal ini perlu dilaksanakan 

terutama pada daerah Perkotaan dengan melakukan penataan tata guna lahan.   

Shift adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan yang dapat menarik masyarakat untuk 

dapat Beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, terutama agar masyarakat 

lebih dapat tertarik atau mengalihkan  penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan 

umum dan lebih jauh lagi jika dimungkinkan pada bebeapa kegiatan yang memerlukan 

perjalanan diharapkan mempergunakan kendaraan tidak bermotor.  

Improve adalah usaha suatu kegiatan yang mengarahkan agar didalam melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan transportasi diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi 

energi dalam mempergunakan moda transportasi jalan dan memperhatikan teknologi 

Kendaraan yang ramah lingkungan. 

 

3.  Jenis-jenis Aksi Mitigasi 

 Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa didalam penyusunan RAD GRK pertama 

adalah merujuk pada RAN DRK yang telah ditetapkan , walaupun wilayah Propinsi Maluku 

Utara tidak termasuk didalam 12 kota yang telah ditetapkan dijadikan lokus RAN-GRK hingga 

tahun 2020. adapun kegiatan yang telah tersusun dalam RAN GRK di sektor transportasi 

khususnya pada kementrian perhubungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3.1 Aksi-aksi mitigasi penurunan emisi GRK sektor Transportasi 

No Kegiatan Inti 
Penurunan Emisi 

(ribu ton CO2) 

1 Pengadaan Bus Pelajar Dan Karyawan 1,826,36 

2 Peremajaan Angkutan Umum 425,51 

3 Uji Emisi Kendaraan 12,397,50 

4 Pelatihan Smart Eco Driving 258,09 

5 Pengadaan Sistem Bus Rapid Transit 406,28 

6 Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas 15,000,00 
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7 Pembangunan KA Perkotaan  228,000,00 

8 Car Free Day 179,00 

9 Pemasangan Converter Kit 1,290,46 

10 Pembangunan ITS 5,510,00 

11 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 7,160,00 

12 Membangun Non Motorized Transport 2,755,00 

 

3.1. Pengadaan Bus Perintis 

Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan masyarakat angkutan jalan terutama lintas 

halmahera, yang berdampak pada peningktan ekonomi masyarakat. Pada Tahun 

Anggaran 2009 melalui Dana APBN menunjung kegiata oprasional bus perintis 

 Langkah-Langkah Perhitungan 

• Asumsi Operasional kendaraan bus dalam satu hari 2 x PP 

• Setiap bus dapat menekan penggunaan kendaraan Sepeda motor 20 Unit 

 Tahap Pelaksanaan 

• Study detail trayek yang menjadi prioritas dalam program subsidi, termasuk kebutuhan dan 

skedul waktu operasional 

• Pembuatan Aturan teknis operasional yang menyangkut penggunaan bagi masyarakat , 

sebagai awal dan akhir perjalanan dalam suatu trayek 

• Persiapan dan pelaksanaan termasuk Sosialisasi Operasioal kepada masyarakat 

• Pengadaan sarana dan Prasarana angkutan 

• Pengoperasian bus dan evaluasi serta monitoring 

 Hambatan Pelaksanaan 

• Pendanaan 

 

3.2.Uji Emisi Kendaraan 

Dari hasil pengamatan pelaksanaan uji emisi gas buang yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten / Kota diperkirakan test uji emisi gas buang baik itu penggunaan BBM 

solar maupun Bensin sering dijumpai hasil emisi gas buang tersebut masih diatas ambang batas 

yang telah ditetapkan ; juga merujuk pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh instansi 

Lingkungan Hidup yang menguji CO 2 secara sampling terhadap kendaraan bermotor yang 

melewati pada suatu daerah pengambilan sampling tersebut juga mendapatkan hasil yang 
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menyatakan bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang hasil gas buang CO 2 nya diatas 

standart yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Didalam mensukseskan kegiatan GRK untuk sektor transportasi adalah menghitung sisa hasil 

pembakaran mesin kendaraan bermotor berupa gas CO 2, dimana dalam kegiatan ini akan 

menghitung secara langsung seberapa besar CO 2 yang dihasilkan yang nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai standard yang telah ditentukan. Dengan demikian maka akan dapat 

dihitung selisih ; dimana selisih  tersebut merupakan dasar untuk perbaikan dan monitoring 

terhadap kendaraan yang telah melebihi standar hasil emisi CO 2 yang telah ditentukan. 

 Langkah-Langkah Perhitungan 

Dalam perkiraan penurunan CO 2 dalam kegiatan ini ada berbagai assumsi yang akan 
digunakan yaitu : 

• 20 % dari total kendaraan batas nilai CO 2 tidak memenuhi standart CO yang telah 

ditetapkan.  

• Nilai selisih antara satandar CO 2 yang ditetapkan dengan hasil uji dilapangan adalah 

sebesar 10 % . 

• Nilai keberahasilan dalam penyelenggaraan ini adalah 50 %  

• Perhitungan ini akan diambil langsung dari hasil CO 2 baselines BaU 
 

 Tahap Pelaksanaan 

 

• Penyusuna perda yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor hasil kerja mesin harus 

berada pada baku mutu standart CO 2 yang telah ditetapkan. 

• Sosialisasi agar perlu ditingkatkan perawatan kendaraan bermotor yang optimal sehingga 

hasil kerja mesin dapat menghasilkan CO 2 yang sesuai baku mutu standart yang 

ditetapkan. 

• Pengadaan alat CO2 dan memetapkan Instansi / Badan Pengelola uji mutu hasil kerja 

mesin kendaraan bermotor dengan lokasi yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat ,  

• Memberikan lebiling kepada kendaraan yang telah memenuhi standard emisi CO 2  

• Melakukan uji petik sebagaimana telah dilakukan oleh KLH dengan frekwensi lebih 
ditingkatkan dan diperbanyak titik lokasi. 
 

4.6.3.Hambatan Pelaksanaan 

 

• Pendanaan 
• Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat 
• Perda belum terbentuk 
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4.7. Pelatihan smart Eco Driving 

 

Smart Driving adalah metode berkendaraan yang hemat energi, ramah lingkungan, 

selamat dan nyaman. Metode Smart Driving menggunakan strategi perilaku pengemudi dalam 

berkendaraan agar dicapai konsumsi bahan bakar yang paling efisien.  Hasil uji coba studi yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metoda berkendaraan ini berpotensi untuk 

dapat menghemat bahan bakar antara 10%-30% dan secara otomatis juga menurunkan emisi 

gas buang kendaraan bermotor jika dirat ratakan sebesar 20 % (Studi Dit. BSTP 2009).  

Smart driving juga merupakan methode bagaimana cara mengemudikan kendaraan 

bermotor dengan optimal ; pengemudi dapaat mengemudikan kendaraan bermotor lebih aman, 

lebih ramah lingkungan, ekonomis dan bebas stres ; Penggunaan prinsip eco-driving akan dapat 

mengurangi kebutuhan bahan bakar dan mengurangi emisi GRK.  

Pada Prinsipnyaa Kegiatan ini dapat dikatagorikan dalam menekan angka penurunan 

emisi GRK adalah merujuk pada Hasil studi penelitian Direktorat BSTP Dirjen Perhubungan 

Darat, menyatakan bahwa teknik mengemudi dengan cara smart driving meliputi bagaimana 

cara menghidupkan mesin, memindahkan gigi ke posisi lebih tinggi pada putaran 2000-2500 

RPM secepat mungkin, menggunakan gigi setinggi mungkin dengan RPM rendah, 

memperhatikan dan mengantisipasi kondisi lalu lintas di depan dan sekitar kendaraan, tidak 

mempercepat atau mengerem secara mendadak, mengurangi kecepatan dengan menggunakan 

pengereman mesin, membatasi kecepatan tidak lebih dari 80 km/jam, mematikan mesin. Dapat 

mengurangi penggunaan BBM. Masih dalam hasil studi Dit. BSTP, mengenai Kiat-kiat 

menghemat bahan bakar  antara lain,  mematikan mesin saat berhenti lebih dari 30 detik, 

menggunakan AC dengan bijak, hindari penggunaan rak diatap, turunkan muatan yang tidak 

perlu, periksa tekanan ban secara berkala, gunakan peralatan pemantau pemakaian bahan bakar 

di dalam kendaraan, saat berhenti ditanjakan gunakan rem tangan untuk menahan agar 

kendaraan tidak meluncur mundur, saat menaiki tanjakan gunakan gigi setinggi mungkin 

dengan menekan pedal gas hampir penuh, saat jalan menurun gunakan gigi tinggi dan injak 

kopling dan biarkan kendaraan meluncur.  
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Dalam pelaksanaan teknik Smart Driving, keamanan dan keselamatan lebih 

diutamakan. Dengan demikian jika terdapat resiko yang membahayakan keselamatan dan 

keamanan, maka teknik Smart Driving tidak boleh digunakan. Perawatan kendaraan yang baik 

(gunakan bensin oktan yang lebih tinggi, tekanan angin ban yang sesuai, rawat kendaraan 

secara teratur). Lebih mengarah kepada pengetahuan (teori) dan ketrampilan/teknik (praktek) 

pengendara agar perjalanan menjadi aman dan nyaman. Selain pengetahuan (teori) dan 

ketrampilan (praktek) mengemudi, pengertiannya juga lebih mengarah ke pola sikap, mental 

dan perilaku pengendara. Mengemudi dengan kesadaran untuk bertanggung jawab, baik untuk 

diri sendiri, penumpang seisi mobil/sepeda motor, maupun bagi pengguna lalu lintas yang lain 

sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama dalam berlalu lintas di jalan raya. Selain 

berkendara secara aman dan nyaman sekarang kita juga harus berhendara secara ekonomis dan 

hemat.  

Didalam kegiatan ini secara umum telah dilakukan di setiap tahunnya yaitu melalaui 

program pemilihan awak kendaraan umum teladan di tingkat Kabupaten / Kota se Propinsi 

Maluku Utara dan dilanjutkan tingkat Propinsi Maluku Utara ;  Disamping penyelenggaran 

kegiatan AKUT ini juga telah dilakukan pelatihan terhadap para pengemudi angkutan umum 

dalam dalam rangka peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas .Memperhatikan 

kegiatan ini telah dilaksanakan tiap tahunnya maka dalam rangka mengefisienkan kegiatan 

untuk program penurunan emisi gas CO 2 , akan dikembangkan silabus penyelenggaraan 

pelatihan dan penyuluhan para pengemudi ini ditambah dengan program smart / eco Driving . 

Para Peserta yang dilatih diharapkan akan berpotensi untuk dapat menghemat bahan bakar 

antara 10%-30% dan secara otomatis juga menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor 

jika dirata ratakan sebesar 20 % (Studi Dit. BSTP 2009).  Didalam perhitungan ini akan 

diassumsikan hanya dapat menghemat 10 % (batas Pesimis) , berikut tabel perhitungan Smart 

Driving adalah sebagai berikut : 

 
URAIAN    Taksi/Oplet Satuan 

Pengemudi yang di didik 200 200 Unit 

Panjang Perjalanan  per trayek 12   KM 

Jumlah Perjalanan / hari  6 PP 12   Trip 

Operasi Kendaraan umum per 
tahun 300   hari 

Panjang Perjalanan /tahun         8.640.000    

Konsumsi BBM mobil 
penumpang 7,8   KM/ liter 
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Konsumsi BBM mobil Bus 5,5   KM/ liter 

Total BBM yang diperlukan         1.107.692  Liter 

Faktor emisi CO 2 / leter bensin 2,33     2.580.923  Kg / Liter 

Faktor emisi CO 2 / leter Solar 2,62   KG. 

Total Emisi CO 2         2.580.923  KG. 

Penghematan 10 %   
        

258.092  KG 

Total Penurunan CO 2  (Ton)   258,09 Ton Co2 

 

4.7.1. Tahapan Pelaksanaan  

 

1. Perlu dipersiapkan tenaga yang profesional di lingkungan Pemerintah Propinsi maupun 

Kabupaten / Kota untu dapat dijadikan sebagai tenaga pelatih dalam melakukan pelatihan 

smart driving .  

2. Diharapkan pada setiap kabupaten / Kota menyelenggarakan kegiatan pendidikan / 

penyuluhan serta pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dengan menambah waktu / 

silabus yang berkaitan dengan skart driving  

3. Untuk Kota Ternate , Pemerintah Propinsi Maluku Utara dapat menyelenggarakan 

pelatihan Smart driving bagi para pengemudi  dan masyarakat umum (pengemudi angkutan 

para perusahaan, pengemudi di wilayah pemerintah , pengemudi angkutan sekolah, 

karyawan dan lain lain ) 

4. Diharapkan kepada pada saat pengurusan pembuatan SIM agar di wajibkan agar mengikuti 

pelatihan Smart riving dan diberi sertifikat Smart Driving.  

  
Diharapkan pengemudi yang terlatih sebagaimana tersebut diatas dapat mengimplementasikan 

teori yang telah diberikan sehingga akan dapat tercapai salaah satu tujuannya adalah dapat 

mengurangi emisi CO 2. 

 

4.9. Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas 

ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam 

bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (PP No. 32/2011). ANDALALIN dalam UU 

No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 99 bertujuan untuk 

menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib dan lancar. Tujuan dari pelaksanaan 
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andalalin adalah upaya pengendalian dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh adanya 

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.  

 

4.9.1.Langkah Perhitungan 

 

 Andalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 

pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Hasil analisis dampak lalu lintas 

akan dijadikan salah satu syarat pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin lokasi, 

izin mendirikan bangunan, dan izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan. Penerapan 

Andalin yang baik dapat memberikan pengurangan emisi dari BAU. Pengurangan emisi didapat 

dengan mengurangkan emisi pembangunan tanpa adanya TIC (Traffic Impact Control) dan 

pembangunan seteah dilaksanakan TIC.  

Pada Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 

disebutkan penerapan TIC pada 12 kota akan memberikan penurunan emisi sebesar 240 ribu 

tCO2eq. Dengan membagi rata penurunan untuk setiap kota , maka didapatkan penurunan pada 

setiap kota adalah 20 ribu tCO2eq. Jika kita assumsikan Kota Ternate mempunyai kesamaan 

karakteristik di 12 kota sebagaimana pada lampiran 1 Perpres no.61 tahun 2011 diatas, dan kita 

hanya mengambil 75 % dibawahnya maka didapat bahwa penurunan yang didapat pada Kota 

Ternate akibat penerapan Analisa Dampak Lalu Lintas sebesar 15 ribu tCO2eq ;   Aksi mitigasi 

ini akan diterapkan mulai tahun 2013 dan target penurunan emisi akan naik secara linier sampai 

tahun 2020. 

 

4.9.2. Tahapan Pelaksanaan 

 

• Mewajibkan setiap pengembang yang akan melakukan pembangunan yang telah 

memenuhi persyaratan yang harus disertai dengan amdal lalin maka diwajibkan untuk 

dibuatkannya stuatu study amdal lalin sebelum di terbitkan izin mendirikan bangunan. 

• Dibuatkannya SK Gubernur / Walikota / Bupati tentang tim analisa amdal lalin ,  

• Ditetapkannya tim pengawas dan evaluasi amdal lalin. 

 

4.9.3. Hambatan Pelaksanaan 
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• Multi Stakeholder 

• Implementasi ditingkat regional 

• Tata cara pemberian IMB yang berbeda antar daerah 

 

 

Aksi mitigasi sektor limbah? 



Bab 4 
Analisa Emisi 
Gas Rumah Kaca 

  

 

Sebagaimana diuraikan dalam buku Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan RAD-GRK,  proses 

penyusunan RAD-GRK Provinsi Maluku Utara disusun melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

(1) Penyusunan garis dasar bisnis seperti biasa (BAU); (2) Usulan aksi mitigasi; (3) Perkiraan 

penurunan emisi GRK dan; (4) Menyusun skala prioritas kegiatan dan target penurunan emisi.  

Dari hasil penggabungan 6 (enam) sektor yang telah ditetapkan di Maluku Utara yaitu sektor 

Pertanian, sektor Kehutanan , sektor Energi, sektor Transportasi, sektor Industri dan sektor 

Pengelolaan Limbah, maka telah dilakukan perhitungan emisi pada masing-masing sektor dan 

penggabungan hasil perhitungan dari masing-masing sektor tersebut. Uraian lebih jauh 

mengenai metode perhitungan BAU dan skenario-skenario opsi RAD–GRK pada masing-masing 

sektor akan dijabarkan secara rinci pada Bab ini. 

 

4.1 . Penyusunan Base Line Emisi GRK 

a. Pengertian, Kegunaan dan Prinsip Baseline Emisi 

Pengertian tentang Skenario Baseline Emisi (yang selanjutnya disebut dengan Baseline) yang 

digunakan dalam kegiatan ini mengikuti Buku Referensi Bappenas tentang Pedoman 

Pelaksanaan Rencana Aksi  Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (Thamrin et al., 2011) yaitu : 

Sebuah perkiraan tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan 

dan teknologi mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang 

disepakati (tahun 2010-2020). 

Baseline akan digunakan untuk menentukan target pengurangan emisi dan bersamaan dengan 

itu juga untuk mengkuantifikasikan dampak aksi mitigasi atau kebijakan yang dilaksanakan. 

Periode waktu yang digunakan adalah tahun 2010 sebagai tahun awal dan tahun 2020 sebagai 

tahun penutup.Baseline disusun berdasarkan data dan informasi teknis dari bidang-bidang 

energy, transportasi, proses industri, pemanfaatan lahan (pertanian, kehutanan dan 
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pemanfaatan lahan lainnya) dan limbah. Sebagai referensi acuan dan perangkat bantu (tools) 

teknis  digunakan : 

1. Program ICRAF untuk  bidang pemanfaatan lahan  

2. Program LEAP untuk  bidang industri, dan transportasi 

Khusus untuk bidang pemanfaatan lahan, perangkat bantu lainnya adalah program Geographic 

Information Systems (GIS) yang dimanfaatkan untuk mencari perhitungan luas dari berbagai 

kombinasi perubahan lahan. Luas perubahan lahan ini digunakan sebagai Data Aktifitas 

(Activity Data).Baseline disusun berdasarkan hasil inventarisasi GRK. Untuk memperoleh hasil 

inventarisasi yang berkualitas digunakan prinsip-prinsip sebagaimana digariskan dalam IPCC 

Guidelines 2006, (Angelsen, A. et al., 2011) yaitu : 

1.  Transparansi : 

Dokumentasi yang digunakan sebagai dasar akan disertakan sehingga semua fihak  

dapat memahami bagaimana Inventarisasi dilakukan dan dapat memutuskan apakah  

inventarisasi yang dilakukan telah memenuhi memenuhi  persyaratan yang ditentukan.  

 

2. Kelengkapan: Estimasi dilakukan untuk semua kategori gas, sumber dan serapan yang 

relevan. Untuk elemen yang hilang, penyebab ketiadaannya akan dicantumkan.  

 

3. Konsistensi: Perkiraan untuk emisi yang berbeda tahun dibuat sedemikian rupa sehingga 

perbedaan hasil antar tahun dan antar bidang mencerminkan perbedaan emisi – bukan akibat 

perbedaan metode. Inventarisasi untuk melihat trend tahunan dihitung dengan menggunakan 

data runtun waktu dari Buku-buku statistik daerah seperti Maluku Utara Dalam Angka dan 

Laporan SKPD-SKPD terkait. 

 

4. Dapat Dibandingkan: Agar dapat dibandingkan dengan daerah atau Negara lain, maka 

pelaporan akan mengikuti pedoman Internasional – termasuk klassifikasi, definisi dan tabel-

tabel - yang digariskan dalam IPCC Guidelines 2006.  

 

5. Akurasi: Inventarisasi gas rumah kaca daerah diusahakan berisi estimasi yang tidak berlebih 

juga tidak kurang, yang berarti mengupayakan semua usaha untuk menghilangkan  bias dari 

estimasi emisi.  
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Penghitungan baseline ditujukan untuk membangun BAU yang mengacu pada IPCC Guideline 

dan software REDD Abacus dan Microsoft Excel khususnya untuk bidang yang berbasis lahan 

yaitu sektor Kehutanan  dan sektor Pertanian, sedangkan sektor Energi, Transportasi dan 

Industri menggunakan program LEAP, dan penghitungan GRK sektor Sampah selain mengacu 

pada IPCC Guideline juga menggunakan Microsoft Excel. Tabel 4.1 merupakan hasil estimasi 

jumlah emisi pada masing-masing sektor untuk Provinsi Maluku Utara 

Tabel 4.1. 

Kontribusi emisi dari 5 (Lima) sektor di Provinsi Maluku Utara, 2010  

No Sektor Konstribusi emisi 2010 (tCO2-Eq) Porsentase 

1 Pertanian 2.542.753 
               
18,8092  

2 Kehutanan 9.733.721 
               
72,0019  

3 Transportasi 769.020 
                 
5,6886  

4 Energi 288.500 
                 
2,1341  

5 Pengolahan Limbah 184.700 
                 
1,3663  

    13.518.694 
                       
100  

Hasil Olahan Data tahun 2012 

Dari Tabel 4.1. ditunjukkan bahwa emisi Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 dari 5 (lima) 

sektor yang dapat dihitung adalah 13.518.694 tCO2eq. Grafik 4.1. mengambarkan bahwa 

kondisi emisi untuk tahun dasar 2010 di Provinsi Maluku Utara relatif sedang untuk ke 5 (lima) 

sektor yang dihitung.  

Grafik 4.1.  
Persentase penyumbang emisi dari masing-masing sektor, 2010 
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 Dari Grafik 4.1. terlihat bahwa sektor Kehutanan adalah penyumbang emisi yang 

terbesar, kemudian disusul oleh sektor Pertanian , dan yang terkecil adalah dari sektor Industri. 

Untuk kegiatan yang berpotensi mengurangi emisi GRK dan skenario-skenario dari setiap sektor 

dijelaskan lebih jauh pada Sub-bab berikutnya.   

Proyeksi emisi GRK dalam jangka panjang disusun berdasarkan target yang harus dicapai hingga 

tahun 2020. Dari model prediksi menggunakan software dapat dilihat pada Grafik 4.2. sebagai 

berikut: 

Baseline Sektoral Penyumbang Emisi Di Propinsi Maluku Utara 
 

       Tahun Pertanian Kehutanan Transportasi Energi Limbah Total 

2006 
   
154.576          

      
154.576  

2007 
   
151.932          

      
151.932  

2008 
   
171.315          

      
171.315  

2009 
   
160.755          

      
160.755  

2010 
   
223.745                  3.941  

               
172  2,88 

      
227.861  

2011 
   
232.577  

   
3.191.898                4.371  

               
184  3,98 

   
3.429.034  

2012 
   
241.178  

   
3.971.487                4.849  

               
197  4,82 

   
4.217.715  

2013 
   
250.617  

   
4.751.077                5.379  

               
218  5,50 

   
5.007.296  

2014 
   
259.217  

   
5.530.666                5.968  

               
240  6,05 

   
5.796.097  

2015 
   
268.162  

   
6.310.255                6.622  

               
261  6,53 

   
6.585.308  

2016 
   
276.762  

   
7.089.845                7.350  

               
282  6,97 

   
7.374.246  

2017 
   
285.540  

   
7.869.434                8.157  

               
303  7,36 

   
8.163.441  

2018 
   
294.140  

   
7.869.434                9.055  

               
323  7,74 

   
8.172.960  

2019 
   
303.871  

   
8.639.937  

            
10.052  

               
343  8,11 

   
8.954.211  

2020 
   
311.751  

   
9.410.439  

            
11.160  

               
363  8,47 

   
9.733.721  
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Grafik 4.2.  
Proyeksi emisi GRK hingga tahun 2020 

 
Dari Grafik 4.2. terlihat bahwa slope (kemiringan) yang paling curam adalah sektor Kehutanan , 

ini berarti tingkat laju emisi GRK tanpa ada usaha-. 

 

4.1.1. Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor Pertanian 

Berdasarkan analisis karakteristik Provinsi Maluku Utara, maka sumber-sumber emisi dan 

potensi penurunan emisi GRK pada Sektor Pertanian telah dirumuskan dalam Bab III RAD GRK. 

Sumber utama emisi di sektor pertanian adalah : 

1) perubahan alih fungsi lahan (hutan, lahan pertanian ) menjadi perkebunan dan usaha 

pertanian,  

2) perkebunan  (kelapa sawit, kelapa, cengkeh, pala, coklat dan hasil pertanian unggulan 

lainnya, kakao, kelapa, sawah dll), pertanian rakyat (tanaman pangan, hortikultura)  

3) pupuk  

4) peternakan (sapi, babi, kambing, unggas).  

A Peternakan 

Sumber Emisi Provinsi Maluku Utara dari sektor Peternakan berasal dari Aktifitas Enterik dan 

Kotoran ternak berupa gas CH4 dan N2O. Berdasarkan hasil perhitungan, maka dapat diketahui 

perkiraan emisi yang berasal dari sektor Peternakan dengan asumsi pertumbuhan ternak 
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bersifat linear sebesar 5%-12% sampai dengan tahun 2020. Adapun grafik populasi hewan  

ternak di Provinsi Maluku Utara berdasarkan jenis dapat dilihat dibawah ini. 

Grafik Populsai Hewan Ternak di Propinsi Maluku Utara 
Berdasarkan Jenis Tahun 2006-2020 

 

 
Berdasarkan data jumlah ternak tersebut,maka dapat diketahui perkiraan emisi serta dapat 

juga digambarkan grafik Baseline Emisi s.d Tahun 2012 seperti pada tabel 4.2 di bawah ini. 
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Tabel 4.2. 
Populasi Hewan Ternak di Propinsi Maluku Utara Berdasarkan Jenis, 2007-2020 

 

Sumber : Tahun 2006-2010 Bps Provinsi Maluku Utara/ Malut dalam angka dan pengolahan data skunder sesuai asumsi pertumbuhan ternak linier 5%-12%

 
No Jenis Ternak 

 
Sat 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi Ekor 49.702 49.828 49.828 45.488 105.345 110.612 115.880 121.147 126.414 131.681 136.949 142.216 147.483 152.750 158.018 

2 Kerbau Ekor 96 68 68 75 144 152 161 169 177 185 194 202 210 219 227 

3 Kuda Ekor 39 22 19 66 74 79 84 89 94 99 104 109 114 119 124 

4 Kambing Ekor 181.688 181.389 181.389 113.611 87.987 94.252 100.516 106.781 113.046 119.310 125.575 131.840 138.104 144.369 150.634 

5 Babi Ekor 60.066 59.630 59.630 53.859 58.705 62.365 66.026 69.686 73.346 77.006 80.667 84.327 87.987 91.647 95.308 

6 Ayam Petelur Ekor 13.116 13.004 13.004 32.311 32.322 34.447 36.573 38.698 40.824 42.949 45.075 47.200 49.326 51.451 53.577 

7 Ayam Bukan Ras Ekor 1.249.090 1.247.801 1.247.801 1.386.461 1.487.797 1.581.186 1.674.575 1.767.964 1.861.353 1.954.742 2.048.131 2.141.520 2.234.909 2.328.298 2.421.687 

8 Ayam pedaging Ekor 148.000 147.400 147.400 925.933 79.458 84.933 90.407 95.882 101.357 106.831 112.306 117.781 123.255 128.730 134.205 

9 Itik/ entok Ekor 48.082 47.695 47.695 37.893 41.765 44.387 47.008 49.630 52.251 54.873 57.495 60.116 62.738 65.359 67.981 

 
Total Ternak 

 
1.749.879  

1.746.837 1.749.879 2.595.697 1.893.597 2.012.413 2.131.229 2.250.046 2.368.862 2.487.678 2.606.494 2.725.311 2.844.127 2.962.943 3.081.759 



 

 

 

A.1. Perhitungan Emisi Hasil Ekskresi/ Fermentasi Pencernaan Hewan Ternak dari 

Fermentasi Enterik (Ton CO2-eq) (CH4-Co2) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, emisi yang ditimbulkan akibat fermentasi 

enterik cendrung lebih besar pada ternak sedangkan pada unggas tidak terlalu signifikan. 

Oleh sebab itu, Emisi yang dihitung akibat fermentasi enterik terbatas hanya pada Sapi 

potong, kerbau, kuda, kambing dan babi. 

Grafik Baseline Emisi CH4 dari Hasil Ekskresi/ Fermentasi 
Pencernaan Hewan Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 

 

 

Dari hasil perhitungan emisi hasil ekskresi/ fermentasi pencernaan hewan ternak dapat di 

ketahui bahwa penghasil emisi terbesar dari ekskresi/ fermentasi hewan ternak adalah 

ternak sapi sebesar 155.963,27 ton Co2-Eq sampai dengan tahun 2020, sedangkan total 

emisi CH4 dari hasil ekskresi/ fermentasi pencernaan hewan Provinsi Maluku Utara sampai 

dengan tahun 2020 adalah sebesar 174.080,17 ton Co2-Eq.  

Sedangkan penghasil emisi terendah CH4 adalah dari peternakan kuda sebesar 48,85 ton 

Co2-Eq pada tahun 2020. 
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Tabel 4.3 
Perhitungan Emisi Hasil Ekskresi/ Fermentasi Pencernaan Hewan Ternak  

Propinsi Maluku Utara 2006-2020 
 

Sumber : Pengolahan data skunder 

 
 
 
 
 

No Jenis 
Hewan 

Faktor 
Emisi 

Enterik 
(kg CH4/ 
ekor/tah

un) 

Emisi CH4 (t CO2-eq) dari enteric fermentation 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
 
 

2013 

 
 

2014 

 
 

2015 

 
 

2016 

 
 

2017 

 
 

2018 

 
 

2019 

 
 

2020 

1 Sapi 47 49.055,87 49.180,24 49.180,24 44.896,66 103.975,52 109.174,29 114.373,07 119.571,84 124.770,62 129.969,39 135.168,17 140.366,95 145.565,72 150.764,50 155.963,27 

2 Kerbau 55 110,88 78,54 78,54 86,63 166,32 175,89 185,47 195,04 204,61 214,19 223,76 233,33 242,91 252,48 262,05 

3 Kuda 18 14,74 8,32 7,18 24,95 27,97 29,86 31,75 33,64 35,52 37,41 39,30 41,19 43,08 44,96 46,85 

4 Kambing 5 19.077,24 19.045,85 19.045,85 11.929,16 9.238,64 9.896,43 10.554,22 11.212,01 11.869,80 12.527,59 13.185,38 13.843,17 14.500,96 15.158,75 15.816,54 

5 Babi 1 1.261,39 1.252,23 1.252,23 1.131,04 1.232,81 1.309,67 1.386,54 1.463,40 1.540,27 1.617,13 1.694,00 1.770,86 1.847,73 1.924,59 2.001,46 

   69.520,12 69.565,17 69.564,03 58.068,42 114.641,25 120.586,14 126.531,03 132.475,93 138.420,82 144.365,71 150.310,61 156.255,50 162.200,39 168.145,29 174.090,18 



A.2. Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak Emisi CH4 (t CO2-

eq) dari pengelolaan kotoran hewan) 

Perhitungan Emisi dari pengelolaan kotoran ternak secara langsung dilakukan pada hewan 

ternak dan unggas, karena emisi yang ditimbulkan sama sehingga semua jenis hewan ternak 

dan unggas dimasukan dalam perhitungan. 

Grafik Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang 
Hewan Ternak (Emisi CH4) t CO2-eq) 

 

 

 

Dari grafik emisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengahsil  emisi terbesar dari pengolahan 

pupuk kandang hewan ternak (emisi CH4) t CO2-eq adalah dari hewan ternak babi yaitu 

sebesar 14.010 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Sedangkan penghasil emisi terendah 

dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak (emisi CH4) t CO2-eq adalah dari hewan 

ternak kuda yaitu sebesar 6 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Untuk total emisi yang di 

hasilkan dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak untuk proyeksi 2020 adalah sebesar 

19.129 t CO2-eq. 
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Tabel Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak (Kg CH4/ ekor) 

 
 

 
 
Sumber : Pengolahan data skunder 

 

 

No Jenis Hewan 

Faktor 

Emisi (kg 

CH4/ ekor) 

Emisi CH4 (t CO2-eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi 1 1.044 1.046 1.046 955 2.212 2.323 2.433 2.544 2.655 2.765 2.876 2.987 3.097 3.208 3.318 

2 Kerbau 2 4 3 3 3 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 

3 Kuda 2,19 2 1 1 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 

3 Kambing 0,2 763 762 762 477 370 396 422 448 475 501 527 554 580 606 633 

4 Babi 7 8.830 8.766 8.766 7.917 8.630 9.168 9.706 10.244 10.782 11.320 11.858 12.396 12.934 13.472 14.010 

5 Ayam petelur 0,02 6 5 5 14 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

6 Ayam Bukan Ras 0,02 525 524 524 582 625 664 703 743 782 821 860 899 939 978 1.017 

7 Ayam Pedaging 0,03 93 93 93 583 50 54 57 60 64 67 71 74 78 81 85 

8 Itik / Entok 0,02 20 20 20 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 

Total Emisi Yang Dihasilkan 11.286 11.220 11.220 10.551 11.927 12.647 13.367 14.088 14.808 15.528 16.248 16.969 17.689 18.409 19.129 



A.3. Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak Emisi N2O (t CO2-

eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

 
Pada dasarnya perhitungan emisi hasil pengolahan pupuk kandang hewan ternak dari 

pengolahan kotoran hewan sama dengan sub bab A.2 sebelumnya namun yang 

membedakannya adalah ahanya pada satuannya, apabila pada sub bab A.2 adalah CH4 (t 

CO2-eq), sedangkan pada sub bab A.3 adalah N2O (t CO2-eq) 

 

Grafik Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang 
Hewan Ternak (Emisi N2O) t CO2-eq) 

 
 

 
 
 

Dari grafik emisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengahsil  emisi terbesar dari pengolahan 

pupuk kandang hewan ternak (emisi N2O) t CO2-eq adalah dari hewan ternak sapi yaitu 

sebesar 10.596 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Sedangkan penghasil emisi terendah 

dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak (emisi N2O) t CO2-eq adalah dari hewan 

ternak kuda yaitu sebesar 7 t CO2-eq pada proyeksi tahun 2020. Untuk total emisi yang di 

hasilkan dari pengolahan pupuk kandang hewan ternak untuk proyeksi 2020 adalah sebesar 

14.680 t CO2-eq. 
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Tabel Perhitungan Emisi Hasil Pengolahan Pupuk Kandang Hewan Ternak ( Emisi N2O) t CO2-eq 
 

  

 

Sumber : Pengolahan data skunder 

 

 

 

No Jenis Hewan 
Ternak 

Faktor Emisi Emisi N2O (t CO2-eq) dari pengelolaan kotoran hewan 

(kg 
N2O/ 
ekor) 

Berat 
rata-
rata 
(kg) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Sapi 0,34 424 3.333 3.341 3.341 3.050 7.064 7.417 7.770 8.123 8.477 8.830 9.183 9.536 9.889 10.243 10.596 

2 Kerbau 0,32 460 7 5 5 5 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 16 

3 Kuda 0,46 250 2 1 1 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 

3 Kambing 1,37 25 2.894 2.890 2.890 1.810 1.402 1.502 1.601 1.701 1.801 1.901 2.001 2.100 2.200 2.300 2.400 

4 Babi 0,50 75 1.048 1.040 1.040 939 1.024 1.088 1.152 1.216 1.279 1.343 1.407 1.471 1.535 1.599 1.662 

Total Emisi Yang Dihasilkan 7.284 7.277 7.277 5.808 9.503 10.021 10.539 11.056 11.574 12.092 12.610 13.127 13.645 14.163 14.680 



 

Berdasarkan data – data  tersebut di atas, maka secara akumulatif, emisi yang ditimbulkan 

baik CH4 maupun N2O yang berasal dari sektor peternakan adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 4.2. Rekapitulasi Baseline Emisi Sektor Peternakan  (Ton CO2-eq) 
  Provinsi Maluku Utara  (2006-2020) 

No Tahun Satuan 
Hasil 

Fermentasi Pupuk kandang Total Emisi 
CH4 CH4 N2O 

1 2006 Ton CO2-eq 69.520 11.286 7.284 88.090 
2 2007 Ton CO2-eq 69.565 11.220 7.277 88.062 
3 2008 Ton CO2-eq 69.564 11.220 7.277 88.061 
4 2009 Ton CO2-eq 58.068 10.551 5.808 74.428 
5 2010 Ton CO2-eq 114.641 11.927 9.503 136.072 
6 2011 Ton CO2-eq 120.586 12.647 10.021 143.254 
7 2012 Ton CO2-eq 126.531 13.367 10.539 150.437 
8 2013 Ton CO2-eq 132.476 14.088 11.056 157.620 
9 2014 Ton CO2-eq 138.421 14.808 11.574 164.803 

10 2015 Ton CO2-eq 144.366 15.528 12.092 171.986 
11 2016 Ton CO2-eq 150.311 16.248 12.610 179.168 
12 2017 Ton CO2-eq 156.256 16.969 13.127 186.351 
13 2018 Ton CO2-eq 162.200 17.689 13.645 193.534 
14 2019 Ton CO2-eq 168.145 19.129 14.163 201.437 
15 2020 Ton CO2-eq 174.090 19.129 14.680 207.900 

Total emisi peternakan 1.854.741 215.806 160.656 2.231.202 
     Sumber : Pengolahan data skunder 

 

Berdasarkan perkiraan perhitungan akumulasi emisi sektor peternakan sampai dengan 

tahun 2020 di Propinsi Maluku Utara dalam bentuk grafik dapat dilihat pada gambar sebagai 

berikut: 

Grafik Baseline Emisi Peternakan 
Propinsi Maluku Utara  Tahun 2006-2020 
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B.  Sektor Pertanian 

Sumber Emisi dari sektor pertanian di Wiayah Provinsi Maluku Utara berasal dari penggunaan 

pupuk urea pada lahan sawah berupa gas CO2 dan N2O sedangkan lahan sawah menimbulkan 

emisi berupa gas CH4. Berdasarkan data hasil interpretasi citra landsat liputan tahun 2006 

sampai dengan 2020, diketahui bahwa luas lahan sawah di Provinsi Maluku Utara tiap 

tahunnnya adalah sebanyak 22.296 Ha. Akan tetapi di wilayah Propinsi Maluku Utara 

merupakan salah satu daerah pengembangan transmigrasi/ satuan pemukiman, sehingga  

cetakan sawah baru tiap tahun terus meningkat sebesar antara 3%-6% per tahun, terutama di 

daerah Halmahera timur, Halmahera Tengah dan Halmahera Utara serta Halmahaera Selatan 

dan Sebagian Kota Tidore Kepulauan.  Jika dikonversi dengan luas panen dimana untuk wilayah 

Provinsi Maluku Utara umumnya dalam setahun 2 kali pemanenan, maka luas panen adalah 

sebesar 44.592 Ha. Dengan asumsi, penggunaan pupuk adalah sebanyak 300 Kg/Ha pertahun, 

maka konsumsi penggunaan pupuk untuk 2 kali masa panen adalah sebesar 600 Kg. 

Berdasarkan data tersebut, maka diketahui seberapa besar emisi CH4 dan N2O yang dihasilkan. 

, sehingga grafik baseline luas panen sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Dari grafik tersebut dihalam berikutnya menunjukan bahwa luasan panen lahan sawah terus 
meningkat dari tahun ke tahunnya, hal ini di sebabkan adanya cetakan lahan baru di sebagian 
besar pulau Halmahera. 

Grafik Proyeksi Luasan Panen Lahan sawah 
di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 

 
 

Dari grafik tersebut diatas menunjukan bahwa luasan panen lahan sawah terus meningkat dari 
tahun ke tahunnya, hal ini di sebabkan adanya cetakan lahan baru di sebagian besar pulau 
Halmahera.
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Tabel Perhitungan Baseline Emisi Sektor Pertanian (Sawah) 
Di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 
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(Ha/th) T Efni Efnt Efc SFw SFp ROAi CFOAi Sfo EFi CH4 padi N2O Padi CH4 padi N2O Padi 
1 2006 13.711 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 2,43 0,00 1,12 0,00 
2 2007 12.825 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 2,27 0,00 1,04 0,00 
3 2008 17.898 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,17 0,01 1,46 0,00 
4 2009 18.611 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,30 0,01 1,52 0,00 
5 2010 18.946 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,36 0,01 1,54 0,00 
6 2011 19.281 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,41 0,01 1,57 0,00 
7 2012 19.616 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,47 0,01 1,60 0,00 
8 2013 19.951 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,53 0,01 1,63 0,00 
9 2014 20.286 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,59 0,01 1,65 0,00 

10 2015 20.621 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,65 0,01 1,68 0,00 
11 2016 20.956 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,71 0,01 1,71 0,00 
12 2017 21.291 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,77 0,01 1,73 0,00 
13 2018 21.626 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,83 0,01 1,76 0,00 
14 2019 21.961 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,89 0,01 1,79 0,01 
15 2020 22.296 110 0,0027 0,0021 1,61 0,46 1 2 0,14 1,16 177,10 3,95 0,01 1,82 0,01 

Sumber : Pengolahan data skunder 
 Gg CO2e 1.078 25 496 20 

            Total CO2e 
(CH4+N2O)  1.104  516 

            Gg CO2e 10^3 ton 1.103.561  515.736 



Tabel Rekapitulasi Baseline Emisi Sektor Pertanian (Sawah) 
Di Propinsi Maluku Utara Tahun 2006-2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       Sumber : Pengolahan data skunder 
 

Dari tabel rekapitulasi baseline emisi sektor pertanian dalam hal ini adal lahan sawah 

menunjukan bahwa dari tahun 2006 emisi yang dihasilkan sebesar 52.197,94 t CO2e, dan pada 

proyeksi tahun 2020 emisi sektor pertanian menunjukan adanya peningkatan sebesar 84.881 t 

CO2e, peningkatan ini di karenakan adanya cetakan lahan sawah baru setiap tahunnya di 

sebagian besar di daerah pulau Halmahera. Dapat dilihat seperti grafik dibawah ini: 

Grafik Emisi Lahan Sawah (t CO2e) 

Di Propinsi Maluku Utara 
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No Tahun 
Emisi Dari Lahan Sawah Total 

Gg CO2e ton CO2e Gg CO2e ton CO2e T CO2-eq 
1 2006 50,99 50992,58 1,21 1205,36 52197,94 
2 2007 47,70 47697,46 1,13 1127,47 48824,93 
3 2008 66,56 66564,45 1,57 1573,45 68137,90 
4 2009 69,22 69216,17 1,64 1636,13 70852,30 
5 2010 70,46 70462,06 1,67 1665,58 72127,64 
6 2011 71,71 71707,95 1,70 1695,03 73402,98 
7 2012 72,95 72953,84 1,72 1724,48 74678,32 
8 2013 74,20 74199,73 1,75 1753,93 75953,67 
9 2014 75,45 75445,63 1,78 1783,38 77229,01 

10 2015 76,69 76691,52 1,81 1812,83 78504,35 
11 2016 77,94 77937,41 1,84 1842,28 79779,69 
12 2017 79,18 79183,30 1,87 1871,73 81055,03 
13 2018 80,43 80429,19 1,90 1901,18 82330,37 
14 2019 81,68 81675,08 1,93 1930,63 83605,71 
15 2020 82,92 82920,97 1,96 1960,08 84881,06 

Total Emisi Lahan sawah 1078077,34  25483,57  



 
Berdasarkan data tersebut diatas, maka dapat diproyeksikan besaran emisi yang dihasilkan per 

tahun, antara lain untuk; 

B.1. Emisi dari lahan sawah 

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa emisi gas CH4 yang dihasilkan dari lahan sawah 

adalah meningkat setiap tahunnya pada tahun 2020 sebesar 84.881 t CO2e. 

 

B.2. Emisi dari penggunaan pupuk urea 

Emisi dari penggunaan pupuk urea adalah berupa gas N2O dan CH4. Dari data perkiraan luas 

panen s.d tahun 2020, maka emisi yang dihasilkan seperti pada gambar berikut: 

Grafik Baseline Penggunaan Pupuk Urea, ZA dan Phonska 
untuk Non Pertanian (Sawah) di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006-2020 

 

 
 
Berdasarkan bacaan grafik baseline penggunaan pupuk dari tahun ke tahun semenjak tahun 

2006 sampai dengan tahun 2020 trend mengalami peningkatan penggunaan pupuk, pada tahun 

2006  emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk urea sebesar 7.224 ton CO2-eq meningkat 

menjadi 9.59i ton CO2-eq pada tahun 2020, sedangkan emisi yang dihasilkan untuk 

penggunaan pupuk ZA pada tahun 2006 sebesar 2.937 ton CO2-eq pada tahun 2006 dan 

mengalami kenaikan emisi  yang dihasilkan dari penggunaan pupuk ZA pada tahun 2020 

sebesar 3.899 ton CO2-eq, begitupun dengan emisi yang dihasilkan dari penggunaan pupuk 

phonska pada tahun 2006 sebesar 2.238 ton CO2-eq mengalami kenaikan emisi akibat 

penggunaan pupuk phonska pada tahun 2020 sebesar 2.971 ton CO2-eq. Secara keseluruhan 

emisi yang diakibatkan dari penggunaan pupuk mengalami kenaikan tiap tahunnya, semenjak 

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

t C
O

2-
eq

 

Baseline Emisi Pemakaian Pupuk Urea, ZA, Phonska 
U. Non Pertanian (sawah) Propinsi Maluku Utara 

Tahun 2006-2020 

Emisi GRK dari
penggunaan
pupuk

Emisi N2O pupuk
Phonska

50 
 



tahun 2006 total emisi yang dihasilkan akibat penggunaan pupuk sebesar 14.288 ton CO2-eq 

meningkat menjadi 18.970 ton CO2-eq 

 

Tabel Rekapitulasi Emisi yang dihasilkan dari Sektor Pertanian 
Di Propinsi Maluku Utara, tahun 2006-2020 

No Tahun Emisi Sawah 
Ton CO2-eq 

Emisi  
Peternakan 
Ton CO2-eq 

Emisi Pupuk 
Ton CO2-eq 

Total Emisi  
Ton CO2-eq 

1 2006                        52.198                         88.090                         14.288  
                                                     
154.576  

2 2007                        48.825                         88.062                         15.045  
                                                     
151.932  

3 2008                        68.138                         88.061                         15.116  
                                                     
171.315  

4 2009                        70.852                         74.428                         15.475  
                                                     
160.755  

5 2010                        72.128                      136.072                         15.546  
                                                     
223.745  

6 2011                        73.403                      143.254                         15.920  
                                                     
232.577  

7 2012                        74.678                      150.437                         16.062  
                                                     
241.178  

8 2013                        75.954                      157.620                         17.043  
                                                     
250.617  

9 2014                        77.229                      164.803                         17.185  
                                                     
259.217  

10 2015                        78.504                      171.986                         17.672  
                                                     
268.162  

11 2016                        79.780                      179.168                         17.814  
                                                     
276.762  

12 2017                        81.055                      186.351                         18.134  
                                                     
285.540  

13 2018                        82.330                      193.534                         18.276  
                                                     
294.140  

14 2019                        83.606                      201.437                         18.828  
                                                     
303.871  

15 2020                        84.881                      207.900                         18.970  
                                                     
311.751  

 
Grafik Emisi yang dihasilkan dari Sektor Pertanian 

diPropinsi Maluku Utara, tahun 2006-2020 
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Dari data-data tabel dan grafik seperti tersebut diatas dapat dilihat total emisi dari yang 

dihasilkan dari  sub-sektor lahan sawah sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 84.881 ton 

CO2-eq, sedangkan total emisi yang dihasilkan dari sub-sektor peternakan di Propinsi Maluku 

Utara sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 2007.900 ton-eq, dan emisi yang dihasilkan 

dari sub-sektor penggunaan pupuk sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 18.970 ton CO2-

eq. Emisi dari sektor pertanian adalah komulatif/ jumlah dari emisi sub-sektor lahan sawah 

ditambah emisi sub-sektor peternakan serta emisi sub-sektor penggunaan pupuk sampai 

dengan tahun 2020 sebesar 311.750 ton CO2-eq, sedangkan rata-rata emisi tahunan sektort 

pertanian sampai dengan 2020 di Propinsi Maluku Utara adalah sebesar 239.076 ton CO2-eq. 
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Tabel Perhitungan Baseline Penggunaan Pupuk Urea, ZA dan Phonska 
untuk Non Pertanian (Sawah) di Propinsi Maluku Utara, Tahun 2006-2020 

 

Sumber : Perhitungan data skunder

No Tahun 
Penggunaan 
Pupuk Urea 

Penggunaan 
Pupuk ZA 

Penggunanaan 
Pupuk 

Phonska 

Emisi N2O 
Pupuk Urea 

Emisi 
N2OPupuk ZA 

Emisi N2O 
Pupuk 

Phonska 

Emisi N2O 
dari 

penggunaan 
pupuk  

Emisi CO2 
pupuk Urea 

Emisi CO2 
pupuk ZA 

Emisi CO2 
pupuk 

Phonska 

Emisi GRK 
dari 

penggunaan 
pupuk 

Ton Ton ton ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq  ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq ton CO2eq 

1 2006 3.376 2.870 3.207 7.224 2.937 2.238 12.398 675 574 641 14.288 

2 2007 3.555 3.022 3.377 7.606 3.092 2.356 13.054 711 604 675 15.045 

3 2008 3.572 3.036 3.393 7.642 3.107 2.367 13.116 714 607 679 15.116 

4 2009 3.656 3.108 3.474 7.823 3.180 2.424 13.427 731 622 695 15.475 

5 2010 3.673 3.122 3.490 7.859 3.195 2.435 13.489 735 624 698 15.546 

6 2011 3.762 3.197 3.573 8.048 3.272 2.493 13.814 752 639 715 15.920 

7 2012 3.795 3.226 3.605 8.120 3.301 2.516 13.937 759 645 721 16.062 

8 2013 4.027 3.423 3.826 8.616 3.503 2.669 14.788 805 685 765 17.043 

9 2014 4.061 3.451 3.857 8.688 3.532 2.691 14.911 812 690 771 17.185 

10 2015 4.176 3.549 3.967 8.934 3.632 2.768 15.334 835 710 793 17.672 

11 2016 4.209 3.578 3.999 9.006 3.661 2.790 15.457 842 716 800 17.814 

12 2017 4.285 3.642 4.070 9.168 3.727 2.840 15.734 857 728 814 18.134 

13 2018 4.318 3.670 4.102 9.239 3.756 2.862 15.858 864 734 820 18.276 

14 2019 4.449 3.781 4.226 9.519 3.870 2.949 16.337 890 756 845 18.828 

15 2020 4.482 3.810 4.258 9.591 3.899 2.971 16.460 896 762 852 18.970 



 

4.1.1. Penyusunan Baseline Emisi GRK Sektor Kehutanan 

Pada bidang ini, perhitungan emisi dilakukan pada sub-bidang Kehutanan dengan 
pertimbangan bahwa bidang ini merupakan sektor utama terkait dengan luasnya kawasan 
yang dikelola di Propinsi Maluku Utara. Emisi pada sub-bidang Pertanian dan Pemanfaatan 
lahan lain juga terjadi , tetapi tidak dihitung. 
 
Untuk menghitung emisi dari bidang AFOLU , digunakan data liputan citra satelit dan data 
default nasional tentang besarnya cadangan karbon pada berbagai jenis tutupan lahan. 
Liputan data citra yang digunakan pada tahun-tahun 2003 dan tahun 2010 , agar diperoleh 
data bagaimana perubahan tutupan lahan yang terjadi pada periode itu. Tabel berikut 
menggambarkan informasi detail dari liputan yang digunakan dalam analisis . 
 

Tabel  .. . Informasi liputan citra satelit untuk kalkulasi. 

NO JENIS DATA TAHUN SUMBER 
1 Hasil Intrepetasi Tutupan lahan dari Citra 

Landsat (Tier 2) 
2006, 2010 Baplan 

2 Rencana Tata Ruang Provinsi Maluku Utara 
(Tier 3) 

2012 Bappeda Prov. 
Maluku Utara 

3 Rerata cadangan karbon pada berbagai tipe 
tutupan lahan (Tier 2) 

2012 Baplan 

 

Tutupan lahan yang digunakan dalam analisis menggunakan klassifikasi dari Kementerian 

Kehutanan. Tipe tutupan dan data cadangan karbon pada masing-masing kelas tutupan 

disajikan dalam Tabel ..di halaman berikut . 

 

  Tabel …  .Kelas Tutupan Lahan dan cadangan karbonnya. 

Penutupan Lahan 2011 Luas (Ha) 
Cadangan 

Karbon 
(ton/ha) 

Air 3.276 0,0 
Bandara/Pelabuhan 261 0,0 
Belukar Rawa 4.007 5,0 
Hutan Lahan Kering Primer 370.145 15,0 
Hutan Lahan Kering Sekunder 1.636.683 195,4 
Hutan Mangrove Primer 27.697 169,7 
Hutan Mangrove Sekunder 15.312 170,0 
Hutan Rawa Primer 153 120,0 
Hutan Rawa Sekunder 4.063 196,0 
Hutan Tanaman 35.127 155,0 
Perkebunan 136 64,0 
Permukiman 17.373 63,0 
Pertambangan 1.057 1,0 



Pertanian Lahan Kering 169.041 0,0 
Pertanian Lahan Kering Campur 503.703 8,0 
Rawa 120 10,0 
Rumput 4.383 0,0 
Sawah 6.974 4,5 
Semak Belukar 331.734 5,0 
Tambak 34 15,0 
Tanah Terbuka 10.690 0,0 
Transmigrasi 3.210 0,0 
Grand Total 3.145.179  

 

 

Biomassa hutan adalah materi organik yang merupakan hasil utama dari fotosintesis dikurangi 

dari respirasi dan pemanaenan (Watson, 2009). Stok karbon diprediksi dari biomassa menurut 

jenis penutupan hutan dan lahan perhektarnya dengan perkiraan sebanyak 50 persen dari 

nilai biomassa (Westlake, 1966). Namun demikian perbandingan stok karbon dengan 

biomassa bervariasi tergantung dari banyak faktor yang mempengaruhinya seperti jenis 

pohon, tempat tumbuh, curah hujan dan lain-lain. Stok karbon diperhitungkan dari seluruh 

kelompok penyimpanan karbon, yaitu sebagai berikut: 

a. Karbon dari biomassa diatas permukaan tanah (Above ground byomass) 

b. Karbon dari biomassa di bawah permukaan tanah (Below ground biomass) 

c. Karbon dari pohon mati (Necromass dead wood) 

d. Karbon dari serasah (Litter) 

e. Kandungan karbon di tanah (Soil organic matter) 

Pendugaan pengguna karbon dari masing-masing kelompok di atas menggunakan data 

sumber daya hutan mulai dari anakan (seedsling) sampai dengan pohon atau tegakan hasil 

pengukuran lapangan pada sample plot yang tersebar di seluruh Indonesia melalui kegiatan 

inventarisaai hutan Nasional (NFI). Perubahan pada data stok karbon akan berpengaruh pada 

perubahan nilai emisi maupun serapan karbonnya. 

Dalam kegiatan terkait perubahan iklim, sektor kehutanan dapat berfungsi sebagai pengemisi 

karbon (emitter) dan penyerap karbon (sinker). Untuk mengetahui perubahan emisi dan 

serapan karbon yang terjadi perlu dilakukan pengukuran, pemantauan dan pelaporan 

perubahan emisi karbon yang dikenal dengan inventarisasi gas rumah kaca. Metode 

inventarisasi gas rumah kaca yang digunakan adalah metode IPCC GL 2006 dengan rumus: 

 

 

Estimasi emisi = data aktivitas x faktor emisi 
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Data aktivitas adalah ukuran kuantitatif kegiatan manusia yang menyebabkan emisi atau 

serapan rumah kaca. Dalam penghitungan emisi karbon, salah satu komponennya adalah data 

aktivitas yang merupakan data penutupan lahan dan perubahannya. Data aktivitas merupakan 

data penutupan lahan dimasa lalu dan sekarang untuk menghitung trend di masa dating. Pada 

kegiatan inventarisai GRK dari sektor LULUCF (landnews, landnewa change and forestry), data 

aktivitas diwujudkan dalam bentuk peta penutupan lahan dengan skala nasional/regional. 

Untuk Provinsi Maluku Utara dalam analisis sektor berbasis lahan untuk tutupan lahan 

digunakan data berbasis sistem informasi geografis yang sudah dalam bentuk peta digital. 

Data tersebut sebelumnya merupakan data dari pemetaan dengan menggunakan beberapa 

citra satelit yang kemudian diolah ke dalam bentuk data digital.  

Perhitungan dilakukan dengan melakukan pengukuran jumlah luasan tutupan lahan di Provinsi 

Maluku Utara menggunakan program Arc Gis yang kemudian dilakukan perhitungan emisi gas 

rumah kaca tiap luasan tutupan lahan dengan menggunakan software Abacus dengan 

membagi habis ruang kedalam beberapa Zona yaitu : 

a. Air 

b. Areal Penggunaan Lain (APL) 

c. Hutan Lindung (HL) 

d. Hutan Produksi (HP) 

e. Hutan Produksi Konversi (HPK) 

f.  Hutan Produksi Terbatas (HPT) 

g. Kawasan Suaka Alam (KSA) 

h. Gambut Kawasan Hutan 

i.  Gambut Non Kawasan Hutan 

Perlu dijelaskan kembali bahwa pembagian zona dilakukan dengan menggunakan data 

kawasan hutan hasil usulan paduserasi TGHK dan RTRWP Maluku Utara yang sampai saat ini 

sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor : SK. 

490/ Menhut-II/ 2012 tentang Perubahan keputusan kawasan hutan seluas 273.361 hektar 

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu hektara) perubahan fungsi 

kawasan hutan selauas 92.222 hektar (sembilan puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua 

hektar) dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas 5.081 hektar 

(lima ribu delapan puluh satu hektar). Oleh sebab itu, baseline emisi hasil perhitungan saat ini 

merupakan hasil final.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut, diketahui bahwa penyumbang emisi terbesar untuk 

wilayah Provinsi Maluku Utara berada pada zona Areal Penggunaan Lain (APL) dan Hutan 
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Produksi Konversi (HPK) besaran emisi pada masing zona tersebut dapat dilihat pada tabel 

rangking berikut : 

Tabel 4. Zona Penyumbang Emisi Karbon Provinsi Maluku Utara 

No Zona Emisi 2006-
2011 

Poresentase 
Emisi per 

zona 
1 Hutan Lindung 2.056.601,25 22% 
2 Hutan Suaka dan Wisata 78.442,52 1% 
3 Hutan Produksi 775.357,92 8% 
4 Hutan Produksi Terbatas 2.520.157,90 27% 
5 Hutan Produksi Konversi 3.097.441,10 33% 
6 Area Penggunaan Lain 882.439,28 9% 
  TOTAL 9.410.439,98   

                                 Sumber : Pengolahan data sekunder 

Sedangkan persentase penyumbang emisi terbesar pada masing-masing Zona adalah sebagai 

berikut : 

 
 

 
Jika dilihat dari data perubahan penutupan lahan, hutan produksi konversi merupakan 

penyumbang emisi terbesar yaitu sebesar 3.097.441,10 atau 33 % , kemudian diikuti hutan 

produksi terbatas sebesar 2.520.157,90 atau 27% . Hal ini diduga karena kebutuhan kayu yang 

semakin meningkat seiring permintaan kayu secara keseluruhan di wilayah Indonesia 

Pemekaran Kabupaten Maluku Utara menjadi Provinsi Maluku Utara menciptakan pusat-pusat 

pertumbuhan ekonomi baru, sehingga konversi lahan berhutan merupakan hal pokok yang 

tidak dapat dihindari terutama bagi Provinsi Maluku Utara yang memiliki total wilayah daratan 

seluas ± 45.069,66 km2, sedangkan luas lautan sebesar 100.731,44 km2.  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan program abacus dengan 2 ulangan, dapat 

disimpulkan hasil sebagai berikut : 

22% 

8% 

27% 

33% 

9% 

Kontribusi Emisi Dari Kawasan 

Hutan Lindung

Hutan Suaka dan Wisata

Hutan Produksi

Hutan Produksi Terbatas

Hutan Produksi Konversi

Area Penggunaan Lain
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Tabel Luas Kawasan Hutan Provinsi Maluku Utara 

No Zona Luas Lahan  
(hektar) Porsentase 

1 Hutan Lindung 720356 23% 
2 Hutan Suaka dan Wisata 35829 1% 
3 Hutan Produksi 542809 17% 
4 Hutan Produksi Terbatas 554051 18% 
5 Hutan Produksi Konversi 993209 32% 
6 Area Penggunaan Lain 295794 9% 

  Total 3142048   
 

 

  Itteration period ->> 2011 2017 2022 
1 Emisi per Ha (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,15 2,28 3,39 
2 Emisi Per-Ha Luasan yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,15 2,28 3,39 
3 Sekuestrasi per-Ha Luasan (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 0,13 0,26 0,40 
4 Total Sekuestrasi Per-Ha Luasan yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 0,13 0,26 0,40 
5 Total Emisi (ton CO2-eq/tahun) 3.607.304,07 7.160.750,00 10.661.406,19 
6 Total Emisi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 3.607.304,07 7.160.750,00 10.661.406,19 
7 Total Sekuestrasi (ton CO2-eq/tahun) 415.405,47 832.320,96 1.250.966,22 
8 Total Sekuestrasi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 415.405,47 832.320,96 1.250.966,22 
9 Net Emisi per Ha (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,01 2,01 2,99 

10 Net Emisi Per-Ha yang Elijibel (ton CO2-eq/(ha.tahun)) 1,01 2,01 2,99 
11 Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 3.191.898,60 6.328.429,03 9.410.439,98 
12 Net Emisi yang Elijibel (ton CO2-eq/tahun) 3.191.898,60 6.328.429,03 9.410.439,98 

Sumber : Pengolahan data sekunder 

Dari tabel tersebut, diketahui bahwa total emisi historis Provinsi Maluku Utara yang 

disebabkan oleh perubahan penutupan lahan  adalah sebesar 10.661.406,19 Ton CO2-

Eq/Tahun yang diperoleh berdasarkan perubahan penutupan lahan Tahun 2012. 
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Sehingga grafik Emisi Baseline Provinsi Maluku Utara sampai dengan Tahun 2020 dapat 

dijelaskan seperti gambar berikut : 

 

b.2.1. Metode Perhitungan 

Perhitungan yang pertama  dilakukan adalah untuk memperkirakan emisi dari Baseline 

Historical, kemudian melakukan perhitungan baseline/REL (Reference emission level) dengan  

pendekatan forward looking yang memasukan asumsi-asumsi emisi dari perencanaan 

pembangunan daerah. Perhitungan selanjutnya adalah perkiraan penurunan emisi dari 

skenario aksi mitigasi yang akan dilakukan. Kesemua perhitungan tersebut berdasarkan 

pendekatan Gain-Loss. 

 

Untuk mendapatkan data mengenai luas tutupan lahan per masing-masing unit perencanaan 

untuk tahun 2010 dan 2012 serta perubahannya dari 2010 ke 2012, digunakan metode 

overlay di GIS (Geography Information System). Hasil dari proses ini kemudian digunakan 

sebagai data input untuk software Abacus. 

Alur pemrosesan data dapat digambarkan dengan diagram alur sebagai berikut: 
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b.2.2. Hasil Kalkulasi dan Pembahasan 

 

Pada proses overlay di GIS, data tutupan lahan 2010 dan 2012 dari BAPLAN Kemenhut 

menggunakan batas administratif provinsi yang sama dengan data RTRWP Propinsi maluku 

Utara. Agar mempersingkat waktu, ketiga data tersebut diintersect untuk mendapatkan area 

yang yang ada didalam ketiga data tersebut.Area yang berada diluar, luasnya tidak terlalu 

besar meskipun poligon individunya cukup banyak sehingga memerlukan waktu untuk 

memberikan atribut.  Idealnya, data tutupan lahan 2010 dan 2012 harus disesuaikan ke data 

Tutupan 
lahan 
2010 
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lahan 
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Unit 
Perencana-
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batas provinsi di data RTRWP Maluku Utara, namun proses ini membutuhkan waktu. 

Sementara itu, kalkulasi ini merupakan perhitungan awal untuk mendapatkan gambaran 

mengenai BAU dengan pendekatan historical dan forward looking dan estimasi penurunan 

emisi dari skenario mitigasi. Ketika proses penyesuaian batas provinsi dilakukan untuk data 

tutupan lahan 2010 dan 2012 dari Baplan selesai, maka akan dilakukan update perhitungan 

kembali berdasarkan batas administrasi Provinsi Maluku Utara sesuai dengan RTRWP Maluku 

Utara. 

Berikut ini adalah hasil kalkulasi Baseline Historical, Forward Looking dan estimasi penurunan 

emisi dari skenario mitigasi: 

Sekenario Mitigasi 2011 2016 2021 
Net Emisi kumulatif (ton CO2-
eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 28.386.346 40.813.200 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0% 10% 13% 

 

Grafik Baseline  dari skenario mitigasi dapat di lihat sebagai berikut : 

 

 

Baseline dengan menggunakan metode abacus 
 
Kalkulasi baseline dengan menggunakan perhitungan metode abacus dilakukan untuk 

mendapatkan informasi emisi aktual yang terjadi akibat perubahan tutupan lahan.Kalkulasi ini 

menghasilkan perkiraan emisi dari perubahan tutupan hutan dan lahan dari tahun 2011 ke 

tahun 20121. Dari kalkulasi ini didapatkan perkiraan total emisi yang terjadi adalah 

44.621.696,00 ton CO2e.  Untuk lebih jelasnya hasil perhitungan dengan menggunakan 

metode abacus hasil mitigasinya dapat dilihat dari tabel dan grafik  dibawah ini : 
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Abacus 2011 2016 2021 

Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi total (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 30.290.594,50 44.621.696,00 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0,00% 4,27% 5,17% 

 

 

Skenario Mitigasi 

Setelah nilai-nilai paramater emisi dan mitigasi, selanjutnya parameter tersebuta akan 

dijadikan variabel-variabel untuk skenario mitigasi pada sektor kehutanan, adapun tabel 

skenario mitigasi dapat di tunjukan sesuai tabel berikut dibawah ini : 

Abacus 2011 2016 2021 

Net Emisi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi total (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 30.290.594,50 44.621.696,00 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0,00% 4,27% 5,17% 

 

Dengan skenario ini, penurunan emis diperkirakan 5,17% dari baseline.  
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Dari hasil perhitungan skenario mitigasi untuk sektor kehutanan dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

Rencana aksi sesuai renstra dinas kehutanan propinsi Maluku utara 

1. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasiskan Pemberdayaan 

Masyarakat 

2. Program Peningkatan Produksi Kehutanan 

Dapat dilihat pada tabel dibawah ini
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1.     Bidang : Kehutanan 

2.     Sub-bidang :  

3.     Penanggung jawab : Dinas Kehutanan 

Perkiraan emisi GRK berdasarkan baseline skenario BAU mencapai 1,006,483 ton CO2eq pada tahun 2020 

No Rencana Aksi Sasaran yang 
diharapkan Kegiatan 

Target 
Penurunan 
Emisi tahun 

2020 
Volume 

Perkiraan Biaya 

Periode Pelaksana 
Jumlah (Rp (Juta) Sumber  

Penurunan 

(Rp.juta/ ton CO2eq) 

-1 -2   -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 

1 

Program Peningkatan 
Fungsi dan Daya Dukung 
DAS Berbasiskan 
Pemberdayaan 
Masyarakat 

Terselenggaranya 
rehabilitasi hutan dan 
lahan, dan reklamasi 
hutan di DAS Prioritas, 
Terbinanya 
penyelenggaraan 
pengelolaan DAS, 
Berkembangnya 
perhutanan sosial. 

Rehabilitasi 
mangrove 459.513,36 2500 Ha 5.775.000.000 APBD 0,0000796 2012-2020 Dinas Kehutanan 

2 Program Peningkatan 
Produksi Kehutanan 

Bertambahnya luas hutan 
tanaman; Meningkatnya 
kinerja pemegang 
IUPHHK-HA/HT dalam 
rangka menuju sistem 
pengelolaan hutan 
produksi lestari yang 
berorientasi pada 
keseimbangan produksi, 
lingkungan dan sosial; 
Meningkatnya PNBP kayu 
dan bukan kayu. 

Pembangunan 
Hutan Tanaman 1.970.990,53 10500 Ha 350.000.000 APBD 0,0056314 2012-2021 Dinas Kehutanan 



4.1.1. PENYUSUNAN BASELINE EMISI GRK SEKTOR TRANSPORTASI 

4.1.2.1 Penyusunan Baseline Emisi GRK 

A. Methodologi 

Untuk menghitung emisi CO2 pada sector transportasi, dipilih metodologi yang sesuai dengan 

ketersediannya data,  perhitungan ini akan didasarkan pada pendekatan penggunaan 

kendaraan berdasarkan jenis yang telah dikelompok dan aktifitas lalu lintas yang dikaitkan 

dengan penggunaan konsumsi bahan bakar, dengan memperhatikan pertumbuhan dari pada 

Pendapatan Domestik Regional Bruto yang dikaitkan dengan tingkat kepemilikan kendaraan 

bermotor, gambar berikut menjelaskan tentang metodologi perhitungan batasan infrastruktur 

BaU adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.3.1 Methodologi perhitungan BaU 
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Baseline Business Usual ( BAU ) Emisi GRK atau biasa disebut baseline merupakan perkiraan 

tingkat emisi dan proyeksi GRK dengan skenario tanpa intervensi kebijakan dan teknologi 

mitigasi dari bidang-bidang yang telah diidentifikasi dalam kurun waktu yang disepakati yaitu 

hingga akhir tahun 2020.  Atau dengan kata lain, BAU Baseline =  emisi GRK data/informasi 

masa depan tanpa intervensi mitigasi. 

Baseline BAU mengasumsikan kecenderungan pembangunan masa depan sama seperti masa 

lalu, atau tidak ada perubahan kebijakan yang akan terjadi.  Skenario BAU berasumsi bahwa 

penggunaan lahan (landuse) dan kebijakan transportasi saat ini menjadi pedoman atau pola 

pengembangan yang tetap sama, serta pembangunan ekonomi  berdasarkan pola pasar yang 
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sudah berjalan. Skenario ini  juga mengasumsikan bahwa pola demografi akan terus 

berlangsung seperti yang diperkirakan dan begitu juga pola urbanisasi kedepannya, atau 

dapat dikatakan bahwa Skenario BAU tidak mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan 

yang bersifat potensial, atau bentuk kebijakan yang dikeluarkan di masa depan.  

Dari teori perhitungan yang didasarkan pada penjelasan diatas,  Baseline BAU dapat 

diperhitungkan dan dapat diprediksi hingga sampai dengan tahun 2020, selanjutnya dalam 

rangka untuk dapat mengurangi emisi gas CO2 Pemerintah daerah dan stakeholder akan 

melakukan mitigasi berupa kegiatan kegiatan yang dapat menekan atau mengurangi gas CO2 

dari bidang transportasi dengan dituangkan dalam suatu Rencana Aksi Daerah GRK. Jika 

diilustrasikan bahwa hubungan antara Baseline BAU dengan kegiatan adalah seperti yang 

ditunjukan dalam gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Perhitungan BAU Baseline  

Untuk dapat melakukan perhitungan sangat diperlukan data data antara lain adalah Jumlah 

kendaraan yang diklasifikasikan dalam Mobil Penumpang, Bis dan minibis, Truck dan Sepeda 

Motor, Jumlah penduduk, Pendapatan perkapita, Rata-rata panjang perjalanan berdasarkan 

klasifikasi kendaraan, Rata-rata perjalanan harian dan Jumlah hari operasi dalam 1 tahun, 

khususnya untuk kendaraan bus dan angkutan umum lainnya. Selain itu juga diperlukan data-

data konsumsi bahan bakar berdasarkan klasifikasi kendaraan, faktor emisi CO2 berdasarkan 

bahan bakar (premium/liter, solar/liter) serta data pendukung lainnya jika diperlukan dalam 

mengkalkulasikan penggunaan Bahan Bakar pada setiap jenis kendaraan.  

Demi untuk keseragaman dan perbaikan data agar dapat diproses lebih lanjut dengan hasil 

yang cukup baik dalam perkiraan di masa yang akan datang, maka data awal akan disajikan 
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mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, dimana jika data hanya tersedia beberapa 

tahun saja atau tidak terpenuhi dari tahun 2004 s/d 2010, maka data dijustifikasi sesuai 

dengan hasil perhitungan  faktor pertumbuhan rata rata dan logika, sehingga diharapkan 

dalam analisa selanjutnya akan  dapat diperoleh hasil perkiraan yang baik sesuai dengan teori 

statistik .  

Data historis dan assumsi didapat dari BPS, Pertamina, Samsat Propinsi Maluku Utara, dimana 

data dan asumsi tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan dalam memperkirakan hasil 

gas buang kendaraan berupa CO2 pada posisi perhitungan Baseline BAU maupun perhitungan 

pengurangan emisi CO2 dalam perkiraan pelaksanaan kegiatan atau aksi mitigasi dalam rangka 

RAD – DRK hingga tahun 2020. Untuk selanjutnya langkah langkah perhitungan emisi yang 

dilaksanakan adalah sebagai berikut : 

3.2.1. Proyeksi panjang jalan 

Didalam proyeksi panjang jalan (nasional, dan provinsi ) asumsi yang digunakan adalah asumsi 

tingkat nasional yaitu sebesar 5,1 % per tahun, mengingat data historis jalan yang ada sulit 

rasanya karena adanya fluktuatif data yang ada dari tahun ketahun yang menunjukan 

kecendrungan turun dan naik, sehingga menyulitkan untuk membuat proyeksi panjang jalan 

hingga tahun 2020. Hal ini telah dijelaskan sebagaimana pada bab sebelumnya. Data jaringan 

jalan Negara dan Provinsi yang diproyeksikan hingga tahun 2020 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4... Data Panjang jalan, Faktor Pertumbuhan,Proyeksi Panjang Jalan Negara dan Jalan 
Propinsi di Propinsi Maluku Utara tahun 2008 – 2020 

Tahun Jalan 
Negara 

Jalan 
Provinsi Jumlah 

Rata rata 
pertumbuhan / 

tahun jalan 
Negara 

Rata rata 
pertumbuhan / 

tahun jalan 
Provinsi 

Rata rata pertumbuhan / 
tahun total jalan 

2008 
      
458,21  

   
1.408,82  

        
1.867,03        

2009 
      
511,89  

   
1.382,23  

        
1.894,12  

                      
0,10  

                     
0,02  

                                        
0,01  

2010 
      
538,00  

   
1.452,72  

        
1.990,72  

                      
0,05  

                     
0,05  

                                        
0,05  

2011 
      
564,10  

   
1.523,22  

        
2.087,32  

                      
0,05  

                     
0,05  

                                        
0,05  

2012 
      
590,21  

   
1.593,71  

        
2.183,92  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2013 
      
616,31  

   
1.664,20  

        
2.280,52  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2014 
      
642,42  

   
1.734,70  

        
2.377,12  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2015 
      
668,53  

   
1.805,19  

        
2.473,72  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  
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2016 
      
694,63  

   
1.875,69  

        
2.570,32  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2017 
      
720,74  

   
1.946,18  

        
2.666,92  

                      
0,04  

                     
0,04  

                                        
0,04  

2018 
      
746,85  

   
2.016,67  

        
2.763,52  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

2019 
      
772,95  

   
2.087,17  

        
2.860,12  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

2020 
      
799,06  

   
2.157,66  

        
2.956,72  

                      
0,03  

                     
0,03  

                                        
0,03  

 Sumber : Pengolahan data sekunder 

Dari tabel diatas berdasarkan perhitungan panjang Jalan Nasional di wilayah Provinsi Maluku 

Utara adalah sepanjang 2.157,66 Km, dimana dengan tingkat pertumbuhan rata rata sebesar 

5,1 % per tahun berarti ada peningkatan panjang jalan dari tahun 2008 hingga tahun 2020 

untuk jalan Nasional sepanjang 340,85 Kilometer. Sedangkan untuk panjang Jalan Provinsi 

sepanjang 784,84 Km. 

 

 

Proyeksi Pendapatan Perkapita 

Proyeksi Pendapatan Perkapita Provinsi Maluku Utara akan menggunakan faktor 

pertumbuhan dari perhitungan data historis yang ada yaitu sebesar 7,96 % per tahun dengan 

faktor pertumbuhan tetap, jika dibandingkan dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik 

Bruto PDB Nasional tahun 2009 sebesar 4,5% pertahun faktor perhitungan data historis yang 

digunakan lebih tinggi. Hasil Proyeksi Pendapatan perkapita pada akhir tahun 2020 

berdasarkan perhitungan adalah sebesar Rp. 10.499.856,42. Proyeksi Pendapatan perkapita 

hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini adalah  : 

Tabel Data Pendapatan Perkapita, Faktor Pertumbuhan 
dan Proyeksi Pendapatan perkapita Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

 

Tahun pendapatan perkapita Pertumbuhan /tahun 
Rata pertumbuhan / 

tahun 

2006 2.730.125,92  
7,11% 

2007 3.156.350,00 5,99%  

2008 3.676.368,08 6,05%  

2009 4.357.241,99 7,96%  

2010 4.881.514,70 7,96%  
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2011 5.270.083,27 7,96%  

2012 5.689.581,90 7,96%  

2013 6.142.472,62 7,96%  

2014 6.631.413,44 7,96%  

2015 7.159.273,95 7,96%  

2016 7.729.152,15 7,96%  

2017 8.344.392,67 7,96%  

2018 9.008.606,32 7,96%  

2019 9.725.691,38 7,96%  

2020 10.499.856,42 7,96%  

     Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Proyeksi Populasi (Jumlah Penduduk) 

Untuk memproyeksikan Data jumlah Penduduk hingga sampai  akhir tahun 2020 akan 

mempergunakan faktor pertumbuhan sebesar  2,44  %  per tahun,  dengan asumsi setiap 

tahunnya memiliki faktor pertumbuhan yang sama; Berikut ini data jumlah penduduk, faktor 

pertumbuhan dan Proyeksi Jumlah Penduduk di Wilayah Propinsi Maluku Utara tahun 2020 

sebagai berikut : 

 

Tabel Data Jumlah Penduduk, Faktor Pertumbuhan dan Proyeksi serta kepadatan jumlah 
penduduk  Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

Tahun Jumlah penduduk Density /KM2 Pertumbuhan 
/tahun 

Rata 
pertumbuhan/tahun 

2006                      
948.893  

              
21,05  

2,44 % 2,44 % 

2007                      
971.191  

              
21,55  

2,44 %  

2008                      
993.490  

              
22,04  

2,44 %  

2009                  
1.015.788  

              
22,54  

2,44 %  

2010                  
1.038.087  

              
23,03  

2,44 %  

2011                  
1.063.416  

              
23,59  

2,44 %  
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Sumber : Pengolahan data sekunder 

 
 
 
Proyeksi kepemilikan kendaraan 
 
Untuk mengetahui tingkat kepemilikan kendaraan bermotor terlebih dahulu harus 

memperoleh data jumlah kendaraan bermotor dan jumlah penduduk di wilayah Provinsi 

Maluku Utara. Untuk  menghitung jumlah kepemilikan kendaraan bermotor adalah dengan 

cara membagi jumlah kendaraan bermotor dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama, 

dimana biasanya dipergunakan dengan setiap 1000 penduduk. Tingkat kepemilikan kendaraan 

bermotor yang dibagi dalam empat jenis kendaraan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 

2010 di wilayah Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut : 

Tabel Tingkat Kepemilikan Kendaraan bermotor per 1000 orang 

 Penduduk Propinsi Maluku Utara tahun 2006 – 2020 

2012                  
1.089.364  

              
24,17  

2,44 %  

2013                  
1.115.944  

              
24,76  

2,44 %  

2014                  
1.143.173  

              
25,36  

2,44 %  

2015                  
1.171.067  

              
25,98  

2,44 %  

2016                  
1.199.641  

              
26,62  

2,44 %  

2017                  
1.228.912  

              
27,27  

2,44 %  

2018                  
1.258.897  

              
27,93  

2,44 %  

2019                  
1.289.614  

              
28,61  

2,44 %  

2020                  
1.321.081  

              
29,31  

2,44 %  

Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Truck Sepeda Motor Total 

2006 0,229 0,632 0,317 1,254 2,432 

2007 0,225 0,656 0,319 1,265 2,465 

2008 0,231 0,678 0,320 12,673 13,901 

2009 0,407 1,981 0,856 22,269 25,513 

2010 0,384 1,917 0,924 24,469 27,694 

2011 0,419 2,116 1,020 27,013 30,569 
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               Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Secara total kepemilikan kendaraan bermotor di wilayah Propinsi Maluku Utara dari tahun 

2006 sampai dengan 2020 meningkat dari 2,432 unit / 1000 penduduk, menjadi 74,732 unit / 

1000 penduduk, atau dengan kata lain meningkat sebesar 96,73 % per tahun. Selanjutnya 

untuk memproyeksikan tingkat kepemilikan kendaraan bermotor akan dikorelasikan antara 

pendapatan perkapita dengan jumlah kendaraan pada masing masing jenis dengan 

menggunakan teori statistik yaitu regresi linier, dengan menghitung tingkat korelasinya, jika 

korelasinya kuat maka perhitungan tersebut dapat dilanjutkan, mengingat bahwa tingkat 

kepemilikan kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan perkapita. 

Dalam perhitungan ini akan digunakan data yang tersedia sebagaimana telah dituangkan 

dalam bab sebelumnya yaitu tahun 2006 – 2020. Berikut ini adalah perhitungan regresi linier 

pada masing masing jenis kendaraan, yang selanjutnya akan diproyeksikan tingkat 

kepemilikan kendaraan hingga sampai tahun 2020. 

Tabel 3.3.1 Pendapatan Perkapita dengan Mobil Penumpang tahun 2006 - 2010 

Tahun pendapatan perkapita Mobil Penumpang 

2006 
                    2.730.125,92  

                                           
217  

2007 
                    3.156.350,00  

                                           
214  

2008 
                    3.676.368,08  

                                           
219  

2009 
                    4.357.241,99  

                                           
386  

2010 
                    4.881.514,70  

                                           
365  

2012 0,456 2,336 1,127 29,283 33,742 

2013 0,497 2,579 1,244 32,924 37,245 

2014 0,542 2,848 1,373 36,348 41,111 

2015 0,591 3,114 1,516 40,129 45,380 

2016 0,645 3,471 1,674 44,302 50,092 

2017 0,704 3,832 1,848 48,909 55,293 

2018 0,769 4,230 2,040 53,996 61,035 

2019 0,840 4,670 2,252 59,611 67,374 

2020 0,919 5,156 2,486 65,881 74,732 
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2011 
                    5.270.083,27  

                                           
397  

2012 
                    5.689.581,90  

                                           
433  

2013 
                    6.142.472,62  

                                           
472  

2014 
                    6.631.413,44  

                                           
514  

2015 
                    7.159.273,95  

                                           
561  

2016 
                    7.729.152,15  

                                           
612  

2017 
                    8.344.392,67  

                                           
668  

2018 
                    9.008.606,32  

                                           
730  

2019 
                    9.725.691,38  

                                           
798  

2020 
                  10.499.856,42  

                                           
872  

                            Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Gambar Model Regresi Linier antara 
Pendapatan Perkapita dengan Mobil Penumpang 

 
 

 

Dari hasil perhitungan tersebut untuk kendaraan jenis mobil penumpang dengan pendapatan 

Perkapita dari tahun 2006 s/d 2020 mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2 = 0,987, 

dengan persamaan regresi  Y = 11393 x  + 66789. 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Mobil Bus tahun 2004 - 2010 

Tahun 
pendapatan 
perkapita 

Bus 

2006                     
2.730.125,92  

                                                    
600  

y = 11393x + 668799 
R² = 0.9874 
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2007                     
3.156.350,00  

                                                    
622  

2008                     
3.676.368,08  

                                                    
643  

2009                     
4.357.241,99  

                                                
1.880  

2010                     
4.881.514,70  

                                                
1.819  

2011                     
5.270.083,27  

                                                
2.008  

2012                     
5.689.581,90  

                                                
2.217  

2013                     
6.142.472,62  

                                                
2.448  

2014                     
6.631.413,44  

                                                
2.702  

2015                     
7.159.273,95  

                                                
2.983  

2016                     
7.729.152,15  

                                                
3.293  

2017                     
8.344.392,67  

                                                
3.636  

2018                     
9.008.606,32  

                                                
4.014  

2019                     
9.725.691,38  

                                                
4.432  

2020                   
10.499.856,42  

                                                
4.892  

                                        Sumber : Pengolahan data sekunder 

Gambar Perhitungan regresi linier dan tingkat korelasi antara Pendapatan  Perkapita 
dengan Mobil Bus tahun 2004 – 2010 

 

Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis mobil Bus dengan Pendapatan 

Perkapita dari tahun 2006 s/d 2020, mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2= 0,984 , 

dengan persamaan Regresi  Y =  1757 X +2E+06 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Truck tahun 2006 - 2020 

Tahun 
pendapatan 
perkapita 

Truck 

y = 1757x + 2E+06 
R² = 0,984 

 -
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2006                     
2.730.125,92                        212  

2007                     
3.156.350,00                        213  

2008                     
3.676.368,08                        214  

2009                     
4.357.241,99                        578  

2010                     
4.881.514,70                        638  

2011                     
5.270.083,27                        704  

2012                     
5.689.581,90                        778  

2013                     
6.142.472,62                        859  

2014                     
6.631.413,44                        948  

2015                     
7.159.273,95                    1.047  

2016                     
7.729.152,15                    1.155  

2017                     
8.344.392,67                    1.275  

2018                     
9.008.606,32                    1.408  

2019                     
9.725.691,38                    1.555  

2020                   
10.499.856,42                    1.716  

                    Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Gambar Perhitungan Regresi Linier & Tingkat Korelasi antara Pendapatan Perkapita dengan 

Truck tahun 2006 – 2020 

 

y = 4970.9x + 2E+06 
R² = 0.9892 
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Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis Truck dengan Pendapatan Perkapita 

dari tahun 2006 s/d 2020 , mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2= 0,989, dengan 

persamaan Regresi  Y =  4970,x +2E+06 

 

Tabel Pendapatan Perkapita dengan Sepeda Motor tahun 2006 - 2020 

Tahun 
pendapatan 

perkapita 
Sepeda Motor 

2006                     
2.730.125,92  

        1.190  

2007                     
3.156.350,00  

        1.200  

2008                     
3.676.368,08  

     12.025  

2009                     
4.357.241,99  

     21.131  

2010                     
4.881.514,70  

     23.218  

2011                     
5.270.083,27  

     25.633  

2012                     
5.689.581,90  

     28.298  

2013                     
6.142.472,62  

     31.242  

2014                     
6.631.413,44  

     34.491  

2015                     
7.159.273,95  

     38.078  

2016                     
7.729.152,15  

     42.038  

2017                     
8.344.392,67  

     46.410  

2018                     
9.008.606,32  

     51.236  

2019                     
9.725.691,38  

     56.565  

2020                   
10.499.856,42  

     62.448  

                                    Sumber : Pengolahan data sekunder 
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Dari hasil perhitungan tersebut untuk Kendaraan jenis Sepeda Motor  dengan pendapatan 

perkapita dari tahun 2006 s/d 2020 , mempunyai korelasi yang kuat dimana nilai R2 = 0,869 , 

dengan persamaan Regresi  Y =  128,3 X + 2E+06 

Gambar Perhitungan Regresi Linier &  Tingkat Korelasi Antara Pendapatan Perkapita dengan 

Sepeda Motor tahun 2006 – 2020 

 

Dengan mempergunakan persamaan regresi diatas dan memperhatingan proyeksi jumlah 

penduduk yang ada, pada masing masing jenis kendaraan maka dapat ditentukan tingkat 

kepemilikan  kendaraan bermotor untuk setiap 1000 orang penduduk pada masing masing 

jenis mobil penumpang, mobil bus, Truck dan sepeda motor akan dapat diproyeksikan hingga 

tahun 2020 dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel Proyeksi kepemilikan kendaraan bermotor per 1000 orang penduduk, dikorelasikan 
dengan pendapatan Perkapita tahun 2010 – 2020 

 

Year Car/1000 
capita 

Bus/1000 
capita 

Motor/1000 
capita 

Truck/1000 
capita 

2010                            
0,384          1,917          0,924       24,469  

2011                            
0,419          2,116          1,020       27,013  

2012                            
0,456          2,336          1,127       29,823  

2013                            
0,497          2,579          1,244       32,924  

2014                            
0,542          2,848          1,373       36,348  

2015                            
0,591          3,144          1,516       40,129  

y = 128.37x + 2E+06 
R² = 0.9819 
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2016                            
0,645          3,471          1,674       44,302  

2017                            
0,704          3,832          1,848       48,909  

2018                            
0,769          4,230          2,040       53,996  

2019                            
0,841          4,670          2,252       59,611  

2020                            
0,919          5,156          2,486       65,811  

      Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Proyeksi Jumlah kendaraan bermotor 

Dengan telah diproyeksikannya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor pada masing masing 

jenis kendaraan maka langkah selanjutnya adalah dengan memproyeksikan jumlah kendaraan 

bermotor dengan cara tingkat kepemilikan kendaraan dikalikan populasi penduduk dibagi 

1000 orang ;  dengan perhitungan tersebut maka akan diperoleh proyeksi jumlah kendaraan 

bermotor pada setiap jenis kendaraan hingga sampai dengan tahun 2020 , dimana hasil 

perhitungannya adalah sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut : 

Tabel Proyeksi jumlah kendaraan bermotor per 1000 orang penduduk yang dikorelasikan 

dengan pendapatan Perkapita tahun 2010 – 2020 

Year Jumlah 
Penduduk/1000 

Mobil 
Penumpang 

Mobil Bus Truck  Sepeda Motor 

2010                                
399          1.990             960       25.400  

                               
399  

2011                                
445          2.251          1.085       28.726  

                               
445  

2012                                
497          2.545          1.227       32.488  

                               
497  

2013                                
555          2.878          1.388       36.742  

                               
555  

2014                                
620          3.255          1.570       41.552  

                               
620  

2015                                
692          3.682          1.775       46.993  

                               
692  

2016                                
774          4.164          2.008       53.146  

                               
774  

2017                                
866          4.709          2.271       60.105  

                               
866  

2018                                
969          5.325          2.568       67.975  

                               
969  

2019                            
1.084          6.023          2.904       76.876  

                           
1.084  

2020                            
1.214          6.811          3.284       86.942  

                           
1.214  

     Sumber : Pengolahan data sekunder  
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Proyeksi Jumlah panjang perjalanan kendaraan tahunan  

Setelah diperolehhasil perkiraan jumlah kendaraan bermotor secara keseluruhan   setiap 

tahunnya, maka tahapan selanjutnya adalah menghitung panjang perjalanan kendaraan 

bermotor setiap tahunnya dengan tambahan data asumsi yang telah diuraikan diatas, seperti 

perkiraan rata rata panjang perjalanan setiap har , lamanya hari dalam setahun, siap guna 

operasi dan lain lainnya.  Berikut ini adalah tabel panjang perjalanan kendaraan tahunan 

kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor. 

Tabel Proyeksi Panjang Perjalanan kendaraan bermotor tahunan pada setiap jenis 
kendaraan tahun 2010 - 2020 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

Panjang Perjalanan Kendaraan Tahunan – ( Kilometer ) 

Tahun Mobil Penumpang Mobil Bus Truk Sepeda Motor 

2010 7.360 13.300 9.200 4.900 

2011 7.360 13.300 9.200 4.900 

2012 7.360 13.300 9.200 4.900 

2013 7.360 13.300 9.200 4.900 

2014 7.360 13.300 9.200 4.900 

2015 7.360 13.300 9.200 4.900 

2016 7.360 13.300 9.200 4.900 

2017 7.360 13.300 9.200 4.900 

2018 7.360 13.300 9.200 4.900 

2019 7.360 13.300 9.200 4.900 

2020 7.360 13.300 9.200 4.900 
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Tabel Proyeksi Penggunaan Bahan bakar Minyak Tahunan Pada setiap Jenis 
Kendaraan Hasil Perhitungan LEAP dalam Barel Of Equipalent Oli                                      

Tahun 2010 - 2020 Propinsi Maluku Utara 

       
Tahun 

Mobil Sepeda Motor Truk Bis dan Minibis 
Gasoline Diesel Gasoline Diesel Gasoline Diesel 

2010 6,1 1,7 851,8 348,1 426,9 183 
2011 6,8 1,9 935,9 364,1 476,3 204,1 
2012 7,6 2,1 1028,4 380,8 531,4 227,7 
2013 8,4 2,4 1130 398,4 592,9 254,1 
2014 9,4 2,7 1241,7 416,7 661,5 283,5 
2015 10,4 3 1364,3 435,9 738 316,3 
2016 11,6 3,3 1499,1 455,9 823,4 352,9 
2017 12,9 3,7 1647,3 476,9 918,6 393,7 
2018 14,3 4,1 1810 498,8 1024,9 439,3 
2019 16 4,5 1988,8 521,8 1143,5 490,1 
2020 17,7 5 2185,3 545,8 1275,8 546,8 

 

Proyeksi penggunaan bahan bakar ini menggunakan aplikasi software LEAP versi 2012, dengan 

memasukan data-data PDRB, pertumbuhan panjang jalan, pertumbuhan kendaraan bermotor, 

sehingga penggunaan bahan bakar minyak dapat diproyeksikan sampai tahun 2020, dari tabel 

diatas terlihat bahwa penggunaan bahan bakar minyak terbesar sampai dengan tahun 2020 

adalah kendaraan bermotor sebesar 2185,3 barel of eqipalent oil atau setara  

Grafik Proyeksi Penggunaan BBM tahunan Jenis Solar dan Bensin untuk kendaraan 
bermotor di Propinsi Maluku Utara tahun 2010 – 2020 (Juta Ton) 
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Proyeksi Jumlah Gas Buang Emisi CO2 Kendaraan tahunan 

Langkah terakhir dalam perhitungan perkiraan Emisi gas buang CO2 yang dihasilkan dari 

kendaraan bermotor tahunan kendaraan mobil penumpang, bus, truk dan sepeda Motor, 

adalah seberapa besar total emisi gas buang CO2 yang akan diperoleh akibat adanya kegiatan 

transportasi khususnya moda angkutan jalan, dimana hasil perkiraan total tahunan ini adalah 

merupakan angka Basline BAU yang akan dijadikan dasar seberapa jauh emisi gas buang CO2 

akan dapat diturunkan melalui beberapa program / kegiatan aksi mitigasi yang akan 

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga sampai dengan tahun 2020. Tabel 

berikut perkiraan hasil gas buang emisi CO2 dari kendaraan bermotor dalam satuan Juta ton . 

Tabel Proyeksi hasil emisi gas buang CO 2 dari sektor 
transportasi tahunan pada setiap jenis kendaraan tahun 

2010 – 2020 

     
Tahun Mobil 

Penumpang 
Sepeda 
Motor Truk Bus dan 

minibus 

2010 3199,5 342,7 148,9 250 
2011 3559,8 376,6 155,8 279 
2012 3960,6 413,8 162,9 311,2 
2013 4406,6 454,7 170,4 347,2 
2014 4902,8 499,6 178,2 387,4 
2015 5454,8 549 186,4 432,2 
2016 6069,1 603,2 195 482,2 
2017 6752,4 662,8 204 538 
2018 7512,8 728,3 213,4 600,3 
2019 8358,7 800,2 223,2 669,7 
2020 9299,9 879,3 233,5 747,2 

                            Sumber : Pengolahan data sekunder 

 

Grafik Proyeksi hasil emisi gas buang CO 2 dari sektor transportasi tahunan pada setiap jenis 
kendaraan tahun 2010 – 2020 (Juta Ton) 
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4.3 ENERGI 
 Emisi pada sektor energi meliputi emesi dari pengguanaan bahan bakar fosil dan 
pemakaian listrik di industri, rumah tangga, komersial dan pemerinatah. Konsumsi energi 
Provinsi Maluku Utara diperkirakan akan meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk 
dan ekonomi. Pada tahun 2010, penggunaan energi di Maluku Utara mencapai sekitar 
174.382.178 KWH 
 Untuk memproyeksikan kebutuhan energi dan emisi GRK sampai dengan tahun 2020, 
disusun skenario dengan mempertimbangkan kebijakan sektor energi daerah yakni RUKD. 
Disamping itu, dipertimbangkan pula kebijakan nasional konversi minyak tanah ke LPG dan 
kecenderungan pertumbuhan. Skenario BAU sektor energi adalah sebagai berikut : 
 
 Tabel 4.5 Skenario BAU Emisi GRK Sektor Energi 

No Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Besaran dan 
Pertumbuhan (%) 

Sumber Rujukan 

(1) (2) (3) (4) 

1 Pertumbuhan konsumsi listrik 4,81-7,34 RUKD 

2 Rasio Elektrifikasi 44,71 RUKD 

3 Pertumbuhan penduduk 2,47 BPS 

4 Konsumsi minyak tanah di rumah 
tangga terkonversi 100% 

Tahun 2015  

 
 Proyeksi peningkatan konsumsi energi pada gambar 4.3 dibuat berdasarkan 
pertumbuhan konsumsi energi listrik yang diperkirakan sebesar 4,81-7,34% pertahun dan 
rasio elektrifikasi yang mencapai 44,71 % pada 2013 (RUKD Provinsi Maluku Utara). Dari 
simulasi dengan menggunakan LEAP diperkirakan konsumsi energi akan mencapai 8.514,2 
GWH pada 2020. 

Proyeksi Kebutuhan Energi Maluku Utara Tahun 2010-2020 

      
      Tahun Biogas Electricity Kerosene LPG Total 

2010 0 127,3 13,9 364,5 505,7 
2011 0 141,9 14 385,4 541,3 
2012 0 157,7 14,2 406,8 578,7 
2013 0 181,3 14 441,3 636,6 
2014 0 206,4 13,8 475,9 696,1 
2015 0 234,1 13,6 512 759,7 
2016 0 263,5 13,5 547,9 824,9 
2017 0 294,7 13,3 583,5 891,5 
2018 0 327,7 13,2 618,5 959,4 
2019 0 361,5 13,2 651,4 1026 
2020 0 397,2 13,2 683,6 1094 

          8514 
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Dengan proyeksi kebutuhan energi diatas maka emisi GRK dari sektor energi bertumbuh 
mencapai dua kali lipat dari tahun 2010. Jumlah emisi keseluruhan sektor energi mencapai 
28,85 juta tonCo2e dengan kontributor tertinggi berasal dari listrik sebesar 16,3 ton Co2e. 
Gambar dibawah ini memberikan ilustrasi proyeksi emisi GRK dalam juta ton Co2e dari sektor 
energi. 

Tabel Baselaine dan Skenario 
Mitigasi Sektor Energi 

      Baseline Mitigasi Total 
2010 85,8 85,8 171,6 
2011 91,8 92 183,8 
2012 97,9 98,6 196,5 
2013 108,5 109,6 218,1 
2014 119 120,8 239,8 
2015 130 131,1 261,1 
2016 140,9 141,3 282,2 
2017 151,6 151,2 302,8 
2018 162,2 160,9 323,1 
2019 172,1 171,1 343,2 
2020 181,7 181,2 362,9 
      2885,1 
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4.1.2. PENYUSUNAN BASELINE EMISI GRK SEKTOR LIMBAH 

A. Sampah Domestik  

Aktifitas pengelolaan sampah yang menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca terdiri dari 

timbunan sampah domestik, pembakaran terbuka (open burning) dan komposting. Emisi 

GRK yang diukur untuk sektor sampah domestik di Provinsi Maluku Utara bersumber 

dari; 

- Aktifitas penimbunan sampah, baik di TPA maupun di sembarang tempat, 

- Aktifitas pembakaran langsung oleh masyarakat (open burning), 

- Aktifitas komposting dari sampah terolah. 

Untuk pengukuran estimasi BAU baseline emisi GRK Maluku Utara sektor sampah 

domestik, hanya diukur emisi yang bersumber dari point a, point b dan point c, yaitu 

dari aktifitas penimbunan sampah di TPA dan tempat lainnya dengan metode open 

dumping, pembakaran langsung/open burning oleh masyarakat dan pengomposan 

sampah terolah. Aktifitas insinerasi dan pengolahan lumpur domestik tidak dihitung 

karena di Indonesia, aktifitas ini hampir tidak pernah dilakukan untuk sektor sampah 

domestik.     

I. Data-data terkait sampah domestik: 

a. Data Populasi Penduduk Tahun 2010  

Tabel Populasi Penduduk Tahun 2010 Provinsi Maluku Utara 

No. Kabupaten / Kota Populasi 2010 
(Jiwa) 

% Pertumbuhan 

1 Kabupaten Halmahera 
Barat  100.424 

1,39 % 
2 Kabupaten Halmahera 

Tengah 42.815 
3,02% 

3 Kabupaten Kepulauan 
Sula 132.524 

0,80% 
4 Kabupaten Halmahera 

Selatan 198.911 
2,12% 

5 Kabupaten halmahera 
Utara 161.847 

5,72% 
6 Kabupaten Halmahera 

Timur 73.109 
4,86% 

7 Kabupaten Pulau 
Morotai 52.697 

2,83% 
8 Kota Ternate 185.705 1,79% 
9 Kota Tidore 90.055 1,59% 
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 JUMLAH 
1.038.087 2,47% 

  Sumber : Kepri dalam angka 2010  

Penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010 berjumlah 1.038.087 jiwa dengan tingkat 

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,47% per tahun. Penduduk Maluku Utara sebagian besar 

terpusat di Kabupaten Halmahera Selatan dengan jumlah penduduk 198.911 jiwa. 

Kabupaten Halmahera Utara juga memiliki pertumbuhan penduduk paling tinggi di Maluku 

Utara, yakni sebesar 3,73% per tahun.  

Comment [u1]: Masih Kepri, untuk 
data apakah sudah menggunakan data 
Malut? 
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Tabel   Proyeksi Jumlah dan pertumbuhan penduduk per kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara 2010 s/d 2020 

No. Kota / Pertumbuhan Tahun 

  Kabupaten 
Penduduk 

(%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  1,39% 100.424 101.820 103.235 104.670 106.125 107.600 109.096 110.612 112.150 113.709 115.289 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 3,02% 42.815 44.108 45.440 46.812 48.226 49.683 51.183 52.729 54.321 55.962 57.652 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 0,80% 132.524 133.584 134.653 135.730 136.816 137.910 139.014 140.126 141.247 142.377 143.516 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 2,12% 198.911 203.128 207.434 211.832 216.323 220.909 225.592 230.375 235.258 240.246 245.339 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 5,72% 161.847 171.105 180.892 191.239 202.178 213.742 225.968 238.894 252.558 267.005 282.277 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 4,86% 73.109 76.662 80.388 84.295 88.391 92.687 97.192 101.915 106.868 112.062 117.509 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 2,83% 52.697 54.188 55.722 57.299 58.920 60.588 62.302 64.066 65.879 67.743 69.660 

8 Kota Ternate 1,79% 185.705 189.029 192.413 195.857 199.363 202.931 206.564 210.261 214.025 217.856 221.756 
9 Kota Tidore 1,59% 90.055 91.487 92.942 94.419 95.921 97.446 98.995 100.569 102.168 103.793 105.443 

 
∑ Penduduk Total   1.038.087 1.065.111 1.093.118 1.122.153 1.152.263 1.183.496 1.215.906 1.249.546 1.284.475 1.320.752 1.358.441 

 

Sumber : pengolahan data sekunder 

 



Tabel  Timbulan Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

Kabupaten / Kota 
Jiwa (Penduduk) Timbulan Sampah 

(kg/orang/hari) 
Jumlah Timbulan 

Sampah 

Kabupaten Halmahera Barat  100.424 0,4 40.170 
Kabupaten Halmahera Tengah 42.815 0,4 17.126 
Kabupaten Kepulauan Sula 132.524 0,4 53.010 
Kabupaten Halmahera Selatan 198.911 0,4 79.564 
Kabupaten halmahera Utara 161.847 0,4 64.739 
Kabupaten Halmahera Timur 73.109 0,4 29.244 
Kabupaten Pulau Morotai 52.697 0,4 21.079 
Kota Ternate 185.705 0,5 92.853 
Kota Tidore 90.055 0,4 36.022 

                       Sumber : asumsi berdasarkan ..... 

 

Dari 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, hanya Kota Ternate yang 

tergolong kota besar. Sedangkan Kota Tidore digolongkan kedalam kota sedang. Dalam 

penggolongan jumlah timbulan sampah rata-rata kg per orang perhari, Kota Ternate 

digolongkan kedalam kota besar dengan jumlah timbulan sampah rata-rata 0,5 

kg/orang/hari. Dalam kenyataannya Kota Ternate memang memproduksi sampah sekitar 

92.853 kg/orang/hari. 

b. Data Distrubusi Pengelolaan Sampah (Persentase) 

 Sampah yang terangkut ke TPA 

 Sampah yang terolah (komposting dan daur ulang) 

 Sampah yang tidak terangkut ke TPA (dibuang dimana saja) dan Dibakar 

Terbuka 

Tabel  Distribusi Pengelolaan Sampah Domestik di Provinsi Maluku Utara 

Kabupaten / Kota 

Distribusi Pengelolaan Sampah  (%) 

Diangkut ke TPA Diolah 
(komposting) 

Dibakar Terbuka Dibuang 
dimana saja 

Kabupaten Halbar 10,00 1,3 17,74 72,51 

Kabupaten Halteng 10,00 0,5 17,79 71,63 

Kabupaten Sula 10,00 1,0 17,82 71,29 

Kabupaten Halsel 10,00 0,7 17,52 71,53 

Kabupaten Halut 10,00 1,6 18,03 70,49 

Kota Ternate 61,27 8,6 4,28 17,07 

Kota Tidore 72,27 10,2 3,51 14.04 

            Sumber : pengolahan data sekunder 

Comment [u2]: Standar nasional untuk 
timbulan sampah 



Tabel  Estimasi Jumlah Sampah per kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara 
No. Kota / Timbulan Volume Sampah (Gg) 

  Kabupaten (kg/jiwa/hr) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  0,4 14,7 14,9 15,2 15,4 15,7 16,0 16,3 16,5 16,8 17,1 17,4 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 0,4 6,3 6,4 6,6 6,7 6,9 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 7,9 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 0,4 19,3 19,7 20,0 20,3 20,6 21,0 21,3 21,7 22,0 22,4 22,8 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 0,4 29,0 29,7 30,3 30,9 31,6 32,2 32,9 33,6 34,3 35,0 35,8 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 0,4 23,6 24,4 25,2 26,0 26,8 27,7 28,5 29,5 30,4 31,4 32,4 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 0,4 10,7 11,1 11,5 11,9 12,4 12,8 13,3 13,8 14,3 14,8 15,4 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 0,4 7,7 7,8 8,0 8,1 8,3 8,4 8,6 8,7 8,9 9,0 9,2 

8 Kota Ternate 0,5 33,9 35,0 36,1 37,3 38,5 39,8 41,1 42,4 43,8 45,2 46,7 
9 Kota Tidore 0,4 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,2 

 
∑ Sampah Total   158,3 162,3 166,5 170,7 175,0 179,5 184,1 188,8 193,6 198,6 203,7 

 
 

Sumber : pengolahan data sekunder 



Dari tabel di atas diketahui bahwa estimasi jumlah sampah di Maluku Utara pada tahun 

2010 berjumlah 158,33 Gg dan akan meningkat menjadi 207,70 Gg pada tahun 2020. Dari 

jumlah tersebut 77% jumlah sampah di Maluku Utara akan dihasilkan dari Kota Ternate. 

 

 

 

  

Tabel 9. Rekapitulasi Jumlah Sampah Maluku Utara 
(Input untuk IPCC Worksheet) 

No. Tahun ∑ (Gg) 
1 2010 158 
2 2011 162 

14.7 

6.3 

19.3 

29.0 

23.6 

10.7 

7.7 

33.9 

13.1 

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

Kabupaten Halmahera Barat

Kabupaten Halmahera Tengah

Kabupaten Kepulauan Sula

Kabupaten Halmahera Selatan

Kabupaten halmahera Utara

Kabupaten Halmahera Timur

Kabupaten Pulau Morotai

Kota Ternate

Kota Tidore

Estimasi Volume Sampah 2010 (Gg) 
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Estimasi Volume  Sampah 2020 Provinsi Maluku Utara



3 2012 166 
4 2013 171 
5 2014 175 
6 2015 179 
7 2016 184 
8 2017 189 
9 2018 194 
10 2019 199 
11 2020 204 

                                                 Sumber : pengolahan data sekunder 

 

 

 
c. Data Komposisi Sampah (Persentase) 

Tabel 5 Komposisi Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

No   Tipe daerah 

  Komponen Urban  Sub-Urban Rural 
1 Sisa Makanan  73,38  
2 Kertas, Karton dan 

Nappies 
 8,89  

3 Kayu dan Sampah Taman  3,93  
4 Kain dan Produk Tekstil  2,73  
5 Karet dan Kulit  0,64  
6 Plastik  5,53  
7 Logam  2,20  
8 Gelas  1,63  
9 Lain – lain  1,08  
10 Total 100,0% 100,0% 100,0 % 
Sumber:  

 

Tabel 5 memperlihatkan komposisi sampah domestik di Provinsi Maluku Utara. Data ini 

diambil dari Kota Ternate yang dianggap mewakili Provinsi secara keseluruhan.  
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d. Data Dry Matter Content Sampah (Persentase) 

Tabel  Dry Matter Content Sampah Domestik Provinsi Maluku Utara 

 
No. Komponen  Tipe daerah 
   Urban  Sub-Urban Rural 
1 Sisa Makanan  23,34  
2 Kertas, Karton dan Nappies  52,33  
3 Kayu dan Sampah Taman  53,61  
4 Kain dan Produk Tekstil  55,45  
5 Karet dan Kulit  90,31  
6 Plastik  78,21  
7 Logam  100,00  
8 Gelas  93,44  
9 Lain – lain  88,61  
Sumber:  

 
 

Comment [u4]: Sumber? 
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Tabel Rekapitulasi Timbunan Sampah Di Tpa 

 
No. Kota / Kabupaten ∑ penduduk ∑ penduduk terlayani Cakupan Layanan ∑ Sampah Masuk Kondisi TPA Eksisting 

    (2010) (2010) (2010) ke TPA (Gg/thn) 2010-2011 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  100.424 10.042 10,00% 1,47 Un-managed deep 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 42.815 4.282 10,00% 0,63 Un-managed deep 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 132.524 13.252 10,00% 1,93 

menuju semi-aerobic 
landfill 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 198.911 19.891 10,00% 2,90 Un-managed deep 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 161.847 16.185 10,00% 2,36 Un-managed deep 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 73.109 7.581 10,37% 1,11 Un-managed deep 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 52.697 5.270 10,00% 0,77 Un-managed deep 

8 Kota Ternate 185.705 20.242 10,90% 3,69 Un-managed deep 

9 Kota Tidore 90.055 9.006 10,00% 1,31 
menuju semi-aerobic 
landfill 

  Total 1.038.087 105.751 10,19%     



Dari 9 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, masih terdapat 1 kabupaten yang belum 

memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA), yakni kabupaten morotai. Sampah yang 

dibuang masyarakat dikumpulkan kedalam Tempat Penampungan Sementara (TPS). 
Tabel Rekapitulasi Sampah Terolah Di Provinsi Maluku Utara 

No. Kota / Kabupaten Estimasi Volume  Volume Sampah Terolah  
  

    Sampah Total (Gg) (Gg) (%) 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  176,38 1,10 0,6% 

2 
Kabupaten 
Halmahera Tengah 78,16 0,49 0,6% 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 231,57 1,45 0,6% 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 355,78 2,22 0,6% 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 306,17 1,91 0,6% 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 142,35 0,89 0,6% 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 93,07 0,97 1,0% 

8 Kota Ternate 440,19 3,30 0,7% 
9 Kota Tidore 161,05 1,01 0,6% 

  
 Jumlah Sampah 
Terolah     6,2% 

 

Kota / Kabupaten 
Komposting Daur Ulang 

(m3/hari)  
(m3/bln) (m3/hari)  

(m3/bln) 
Kabupaten 
Halmahera Barat       8,82  264,57     
Kabupaten 
Halmahera Tengah      3,91  117,23     
Kabupaten 
Kepulauan Sula    11,58  347,36     
Kabupaten 
Halmahera Selatan    17,79  533,67     
Kabupaten 
halmahera Utara    15,31  459,26     
Kabupaten 
Halmahera Timur      7,12  213,53     
Kabupaten Pulau 
Morotai      7,76  232,69     
Kota Ternate    26,41  792,35     
Kota Tidore      8,05  241,57     

 
                        Sumber : pengolahan data sekunder 



Dari tabel di bawah terlihat bahwa pada tahun 2010 hasil perhitungan Emisi gas rumah kaca 

dari pengelolaan sampah domestik di Provinsi Maluku Utara berasal dari sampah yang 

terangkut ke TPA sebanyak 22,6%, dari sampah yang dikomposting sebesar 2,91%, dari 

sampah yang terhampar sembarangan 58,48% dan dari pembakaran di ruang terbuka 

sebesar 16,07%. 

Tabel  Rekapitulasi Potensi Emisi Di Maluku Utara 

No. Kota / Kabupaten  Sampah Sampah Sampah Tdk Terangkut (%) 

    Terangkut Terolah  Terhampar 
Open 

Burning 

1 
Kabupaten 
Halmahera Barat  10,00% 1,00% 71,51% 17,80% 

2 

Kabupaten 
Halmahera Tengah 10,00% 0,50% 71,63% 17,90% 

3 
Kabupaten 
Kepulauan Sula 10,00% 1,00% 71,29% 17,82% 

4 
Kabupaten 
Halmahera Selatan 10,00% 0,70% 71,53% 17,52% 

5 
Kabupaten 
halmahera Utara 10,00% 1,60% 70,49% 18,03% 

6 
Kabupaten 
Halmahera Timur 10,37% 1,02% 71,06% 18,03% 

7 
Kabupaten Pulau 
Morotai 10,00% 1,60% 67,74% 20,78% 

8 
Kota Ternate 

61,27% 8,60% 17,07% 13,28% 

9 Kota Tidore 72,27% 10,20% 14,04% 3,51% 
    22,66% 2,91% 58,48% 16,07% 

 

Tabel rekapitulasi potensi emisi dari sampah di Maluku Utara memperlihatkan distribusi 

pengelolaan sampah di tiap-tiap kabupaten/kota dalam Provinsi Maluku Utara. Hanya Kota 

Tidore dan Kota Ternate yang memiliki prosentase yang tinggi dalam hal pengangkutan 

sampah.yakni diatas 60%, dan selebihnya dihamparkan dan open burning. 

Data ini kemudian dikonversikan kedalam gas metan (CH4) yang menghasilkan total emisi 

CH4 (BAU) sejak tahun 2010 sampai 2020, yakni angka 2,88 Gg CH4 pada tahun 2010 

menjadi 8,47 Gg CH4 pada tahun 2020. 

Tabel Rekapitulasi Baseline Emisi Grk Sampah (Maluku Utara) Bau Baseline 

No. Tahun  Emisi GRK dari sumber (Gg CH4) Total Estimasi Emisi 
          base year (Gg CH4) 
    timbunan open burning Komposting BAU 
1 2010 1,44 1,08 0,36 2,88 
2 2011 2,50 1,10 0,37 3,98 
3 2012 3,31 1,13 0,38 4,82 
4 2013 3,94 1,16 0,39 5,50 
5 2014 4,46 1,20 0,40 6,05 



6 2015 4,90 1,23 0,41 6,53 
7 2016 5,29 1,26 0,42 6,97 
8 2017 5,64 1,30 0,43 7,36 
9 2018 5,97 1,34 0,44 7,74 
10 2019 6,29 1,37 0,44 8,11 
11 2020 6,60 1,42 0,46 8,47 

Sumber : pengolahan data sekunder 
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. USULAN AKSI MITIGASI DAN PERKIRAAN PENURUNAN EMISI 

4.2.1. USULAN AKSI MITIGASI BERBASIS LAHAN 

1. Sektor Peternakan 

Penyumbang emisi dari sektor peternakan berasal dari fermentasi enterik dan kotoran 

ternak. Kegiatan Mitigasi yang dapat dilakukan untuk menekan laju emisi dari sektor 

peternakan Provinsi Maluku Utara adalah dengan cara mengubah kotoran ternak 

menjadi biogas sedangkan untuk aktifitas enterik tidak dilakukan mitigasi. 

Ketika kotoran ternak disimpan dalam kondisi anaerob pada temperatur lebih tinggi dari 

15oC, maka bakteri metanogenik akan memproduksi metana (SURYAHADI,dokumen 

tidak dipublikasi). Emisi metana yang berasal dari fermentasi anaerob dapat digunakan 

sebagai sumber energi. Pengelolaan kotoran ternak dengan teknik pemanfaatan energi 

metana dalam bentuk biogas dapat menurunkan 70% emisi metana ke atmosfer 

(SURYAHADI, dokumen tidak dipublikasi). 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat dihitung pengurangan emisi CH4 dari 

sektor peternakan yaitu sebagai berikut :
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Tabel Base Line Sub-sektor Peternakan Tanpa Mitigasi 

 

Tabel Base Line Sub-sektor Peternakan Dengan  Mitigasi  
 

 
Sumber : Pengolahan data sekunder

No 
Emisi Yang Dihasilkan 

Dari Sektor 
Peternakan 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Hasil Permentasi 69.520 69.565 69.564 58.068 114.641 120.586 126.531 132.476 138.421 144.366 150.311 156.256 162.200 168.145 174.090 

2 Pupuk Kandang (CH4) 11.286 11.220 11.220 10.551 9.503 12.647 13.367 14.088 14.808 15.528 16.248 16.969 17.689 19.129 19.129 

3 
Pupuk Kandang 
(N2O) 7.284 7.277 7.277 5.808 9.503 10.021 10.539 11.056 11.574 12.092 12.610 13.127 13.645 14.163 14.680 

  Total 88.090 88.062 88.061 74.427 133.647 143.254 150.437 157.620 164.803 171.986 179.169 186.352 193.534 201.437 207.899 

  Akumulasi 88.090 176.152 264.213 338.640 472.287 615.541 765.978 923.598 1.088.401 1.260.387 1.439.556 1.625.908 1.819.442 2.020.879 2.228.778 

No 
Emisi Yang Dihasilkan 

Dari Sektor 
Peternakan 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Hasil Permentasi 69520 69565 69564 58068 114641 120586 126531 132476 138421 144366 150311 156256 162200 168145 174090 

2 Pupuk Kandang (CH4) 11286 11220 11220 10551 9503 12647 13367 14088 14808 15528 16248 16969 17689 19129 19129 

3 Pupuk Kandang (N2O) 7284 7277 7277 5808 9503 10021 10539 11056 11574 12092 12610 13127 13645 14163 14680 

  Total 88.090 88.062 88.061 74.427 133.647 143.254 150.437 110334 115362,1 120390,2 125418,3 130446,4 135473,8 141005,9 145529,3 

  Akumulasi 88090 176152 264213 338640 472287 615541 765978 876312 991674,1 1112064,3 1237482,6 1367929 1503402,8 1644408,7 1789938 



 
Berdasarkan aksi mitigasi tersebut, maka grafik baseline emisi untuk Sub-sektor 

peternakan menjadi sebagai berikut : 

 
 

 
2. Sektor Pertanian 

Penyumbang Emisi dari sektor pertanian untuk wilayah Provinsi Maluku Utara berasal 

dari lahan sawah dan konsumsi urea. Kegiatan mitigasi yang dilakukan untuk 

mengurangi emisi dari sektor pertanian adalah dengan cara mensubstitusi penggunaan 

urea dengan pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak sebanyak 50%. 

Berdasarkan kegiatan tersebut, diharapkan terjadi penurunan emisi yang disebabkan 

oleh konsumsi urea dengan perhitungan sebagai berikut : 
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Tabel BAU Baseline Sektor Pertanian Tanpa Mitigasi 

Sumber : Pengolahan data sekunder 
 

Tabel BAU Baseline Sektor Pertanian dengan Mitigasi 

 

No Emisi yang dihasilkan dari 
sektor pertanian 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Emisi dari lahan sawah 
         
52.197,9  

            
48.824,9  

            
68.137,9  

            
70.852,3  

                
72.127,6  

            
73.403,0  

            
74.678,3  

            
75.953,7  

            
77.229,0  

            
78.504,4  

            
79.779,7  

                  
81.055,0  

                  
82.330,4  

                   
83.605,7  

                  
84.881,1  

2 
Emisi dari penggunaan 
pupuk 

         
14.288,0  

            
15.045,0  

            
15.116,0  

            
15.475,0  

                
15.546,0  

            
15.920,0  

            
16.062,0  

            
17.043,0  

            
17.185,0  

            
17.672,0  

            
17.814,0  

                  
18.134,0  

                  
18.276,0  

                   
18.828,0  

                  
18.970,0  

  Total 
         
66.485,9  

            
63.869,9  

            
83.253,9  

            
86.327,3  

                
87.673,6  

            
89.323,0  

            
90.740,3  

            
83.697,0  

            
84.972,6  

            
86.558,7  

            
87.834,3  

                  
89.270,1  

                  
90.545,7  

                   
92.190,3  

                  
93.466,0  

  Akumulasi 
         
66.485,9  

         
130.355,9  

         
213.609,8  

         
299.937,1  

             
387.610,7  

         
476.933,7  

         
567.674,0  

         
651.371,0  

         
736.343,6  

         
822.902,3  

         
910.736,7  

          
1.000.006,8  

          
1.090.552,5  

           
1.182.742,9  

          
1.276.208,8  

No Emisi yang dihasilkan dari 
sektor pertanian 

Tahun 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Emisi dari lahan sawah 
   
52.197,9  

     
48.824,9  

     
68.137,9  

     
70.852,3  

       
72.127,6  

     
73.403,0  

     
74.678,3  

     
75.953,7  

     
77.229,0  

     
78.504,4  

     
79.779,7  

         
81.055,0  

         
82.330,4  

         
83.605,7  

         
84.881,1  

2 
Emisi dari penggunaan 
pupuk 

   
14.288,0  

     
15.045,0  

     
15.116,0  

     
15.475,0  

       
15.546,0  

     
15.920,0  

     
16.062,0  

     
17.043,0  

     
17.185,0  

     
17.672,0  

     
17.814,0  

         
18.134,0  

         
18.276,0  

         
18.828,0  

         
18.970,0  

  Total 
   
66.485,9  

     
63.869,9  

     
83.253,9  

     
86.327,3  

       
87.673,6  

     
89.323,0  

     
90.740,3  

     
92.996,7  

     
94.414,0  

     
96.176,4  

     
97.593,7  

         
99.189,0  

      
100.606,4  

       
102.433,7  

      
103.851,1  

  Akumulasi 
   
66.485,9  

   
130.355,9  

   
213.609,8  

   
299.937,1  

     
387.610,7  

   
476.933,7  

   
567.674,0  

   
660.670,7  

   
755.084,7  

   
851.261,0  

   
948.854,7     1.048.043,8  

   
1.148.650,1  

   
1.251.083,8  

   
1.354.934,9  



 

Berdasarkan aksi mitigasi tersebut, maka grafik baseline emisi untuk sektor pertanian 

menjadi sebagai berikut : 

 
 

 
3. Sektor Kehutanan 

Emisi untuk sektor Kehutanan sebagian besar berasal dari konversi lahan mineral  yang 

berada pada Zona Areal penggunaan lain dan Zona Hutan Produksi Konversi. Adapun 

kegiatan mitigasi yang akan dilakukan untuk menurunkan emisi tersebut adalah dengan 

melakukan rehabilitasi hutan dan lahan, penghijauan lingkungan, dan penataan batas 

kawasan hutan pada areal yang dianalisis sebagai lokasi penyumbang emisi terbesar. 

Luasan dan rencana lokasi aksi mitigasi tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasiskan Pemberdayaan 

Masyarakat dengan sasaran yang diharapkan yaitu Terselenggaranya rehabilitasi 

hutan dan lahan, dan reklamasi hutan di DAS Prioritas, Terbinanya penyelenggaraan 

pengelolaan DAS, Berkembangnya perhutanan sosial. Dengan kegiatan rehabilitasi 

hutan mangrove, dengan target penurunan emisi pada tahun 2020 di harapka sebesar 

459513,3 ton CO2-Eq dengan luas lahan sebesar 2.500 hektar, dengan target 

penurunan emisi sebanyak 0,0000795 (satuan dalam Rp.Juta ton CO2-Eq). 

b. Program Peningkatan Produksi Kehutanan, dengan sasaran yang diharapkan 

Bertambahnya luas hutan tanaman; Meningkatnya kinerja pemegang IUPHHK-

HA/HT dalam rangka menuju sistem pengelolaan hutan produksi lestari yang 

berorientasi pada keseimbangan produksi, lingkungan dan sosial; Meningkatnya 

PNBP kayu dan bukan kayu, adapun kegiatannya sendiri adalah Pembangunan 
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Hutan Tanaman, dengan target penurunan emisi pada tahun 2020 adalah sebesar 

1970990,53 Ton CO2-Eq, dengan luasan lahan sebesar 10.500 hektar, dengan biaya 

perkiraan penurunan emisinya sebesar 0,0056 (juta/ton CO2-Eq). Berdasarkan 

kegiatan mitigasi dimaksud, diperkirakan sampai dengan tahun 2020 emisi dari 

perubahan penutupan lahan dapat diturunkan sebesar 5,17%. Hasil simulasi mitigasi 

dengan menggunakan program abacus sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai 

berikut : 

 

No Iteration Period -> 2006-2011 2011-2016 2016-2021 
1 Emission Per-Ha Area (ton CO2-eq/ha.year) 1.93 1.69 1.57 

2 Eligible Emission Per-Ha Area (ton CO2-
eq/(ha.year)) 1.93 1.69 1.57 

3 Sequestration Per-Ha Area (ton CO2-eq/ha.year) 0.00 0.75 0.62 

4 Eligible Sequestration Per-Ha Area (ton CO2-
eq/(ha.year)) 0.00 0.75 0.62 

5 Emission Total  (ton CO2-eq/year) 1,598,112.57 1,399,711.73 1,295,686.84 
6 Eligible Emission Total (ton CO2-eq/year) 1,598,112.57 1,399,711.73 1,295,686.84 
7 Sequestration Total (ton CO2-eq/year) 229.22 618,574.37 508,616.63 
8 Eligible Sequestration Total (ton CO2-eq/year) 229.22 618,574.37 508,616.63 
9 Net Emission Per-Ha (ton CO2-eq/ha.year) 1.93 0.95 0.95 

10 Eligible Net Emission Per-Ha (ton CO2-
eq/(ha.year)) 1.93 0.95 0.95 

11 Net Emission (ton CO2-eq/year) 1,597,883.35 781,137.37 787,070.20 
12 Eligible Net Emission (ton CO2-eq/year) 1,597,883.35 781,137.37 787,070.20 

13 Private - Total Cost-Benefit Per-Ha Area 
($/(ha.year)) - - - 

14 Private - Eligible Total Cost-Benefit Per-Ha Area 
($/(ha.year)) - - - 

15 Private - Cost-Benefit Matrix ($/year) - - - 
16 Private - Eligible Total Cost-Benefit ($/year) - - - 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dibawah ini disajikan tabel emisi Provinsi Maluku Utara 

dengan atau tanpa mitigasi : 

No Kegiatan 
Lahan Awal (2010) Lahan Akhir (2020) Selisih Emisi/ 

Mitigasi 2020 
(Ton CO2-eq) Jenis Luas 

(Ha) 
Faktor 
Emisi 

Emisi 
(Ton C) Jenis Luas (ha) Faktor 

Emisi 
Emisi 

(Ton C) 

1 
Rehabilitasi Mangrove Hutan Mangrove 

Sekunder 2.500 120 300.000 
Hutan 
Mangrove 
Primer 

2.500 170 425.000 125.000 

2 Pembangunan Hutan 
Tanaman Semak Belukar 

10.500 5 52.500 Hutan 
Tanaman 

10.500 155 1.627.500 1.575.000 

                      

  Total       352.500       2.052.500 6.239.000 

 
Berdasarkan data tersebut, maka grafik baseline emisi untuk sektor kehutanan 
tergambar sebagai berikut : 
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  2011 2016 2021 
Net Emisi kumulatif (ton CO2-
eq/tahun) 15.959.493,00 31.642.145,17 47.052.199,88 
Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 15.959.493,00 28.386.346 40.813.200 
Persentase Mitigasi (ton CO2-eq/tahun) 0% 10% 13% 
 

 

 

4.2.2. USULAN AKSI MITIGASI SEKTOR TRANSPORTASI 

1. Langkah-Langkah Penetapan Aksi Mitigasi Daerah 

Langkah pertama adalah mengidentifikasi kegiatan atau turunan yang terdapat pada 

dokumen RAN-GRK , jika berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat kegiatan penurunan 

emisi GRK yang sudah tercantum dengan jelas menyebutkan lokasinya berada pada Provinsi 

Maluku Utara maka Pemerintah daerah perlu mendukung kegiatan yang tercantum dalam 

RAN-GRK dan dapat melaksanakan kegiatan / program kegiatan dari kementrian Perhubungan 

dengan menambah atau menyesuaikan jumlah dan/atau volume untuk di wilayah atau daerah 

tersebut yang ada kegiatan RAN GRK.  

Selanajutnya perlu mengidentifikasi program dan kegiatan pembangunan yang telah 

ada (existing actions) yang telah terdapat di dalam dokumen rencana pembangunan strategis 

daerah , untuk terus dilaksanakan dalam rangka untuk dapat mengurangi emisi gas buang CO 2 

di wilayah Propinsi Maluku Utara,  dan Kemudian juga mengusulkan beberapa kegiatan 

mitigasi yang baru dari beberapa lembaga publik, swasta dan masyarakat yang berkaitan 

dengan penurunan gas CO 2 dari hasil buang kendaraan bermotor, untuk dimasukan ke dalam 

dokumen RAD-GRK, sepanjang usulan-usulan tersebut layak untuk dipertimbangkan dan 

diseleksi lebih lanjut.   
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2.  Dasar Pendekatan Aksi Mitigasi 

  Avoid/Reduce  adalah upaya untuk dapat menghindari atau upaya untuk mengurangi 

perjalanan atau kebutuhan untuk melakukan perjalanan, sehingga dapat meminimalisir panjang 

perjalanan yang akhirnya dapat mengurangi penggunaan BBM yang selanjunya akan dapat 

mengurangi kadar CO 2 yang dihasilkan oleh kendraan bermotor, hal ini perlu dilaksanakan 

terutama pada daerah Perkotaan dengan melakukan penataan tata guna lahan.   

Shift adalah suatu tindakan atau suatu kegiatan yang dapat menarik masyarakat untuk 

dapat Beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan, terutama agar masyarakat 

lebih dapat tertarik atau mengalihkan  penggunaan kendaraan pribadi ke penggunaan angkutan 

umum dan lebih jauh lagi jika dimungkinkan pada bebeapa kegiatan yang memerlukan 

perjalanan diharapkan mempergunakan kendaraan tidak bermotor.  

Improve adalah usaha suatu kegiatan yang mengarahkan agar didalam melakukan 

kegiatan yang berkaitan dengan transportasi diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi 

energi dalam mempergunakan moda transportasi jalan dan memperhatikan teknologi 

Kendaraan yang ramah lingkungan. 

 

3.  Jenis-jenis Aksi Mitigasi 

 Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa didalam penyusunan RAD GRK pertama 

adalah merujuk pada RAN DRK yang telah ditetapkan , walaupun wilayah Propinsi Maluku 

Utara tidak termasuk didalam 12 kota yang telah ditetapkan dijadikan lokus RAN-GRK hingga 

tahun 2020. adapun kegiatan yang telah tersusun dalam RAN GRK di sektor transportasi 

khususnya pada kementrian perhubungan adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.3.1 Aksi-aksi mitigasi penurunan emisi GRK sektor Transportasi 

No Kegiatan Inti 
Penurunan Emisi 

(ribu ton CO2) 

1 Pengadaan Bus Pelajar Dan Karyawan 1,826,36 

2 Peremajaan Angkutan Umum 425,51 

3 Uji Emisi Kendaraan 12,397,50 

4 Pelatihan Smart Eco Driving 258,09 

5 Pengadaan Sistem Bus Rapid Transit 406,28 

6 Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas 15,000,00 
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7 Pembangunan KA Perkotaan  228,000,00 

8 Car Free Day 179,00 

9 Pemasangan Converter Kit 1,290,46 

10 Pembangunan ITS 5,510,00 

11 Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 7,160,00 

12 Membangun Non Motorized Transport 2,755,00 

 

3.1. Pengadaan Bus Perintis 

Kegiatan ini bertujuan untuk pelayanan masyarakat angkutan jalan terutama lintas 

halmahera, yang berdampak pada peningktan ekonomi masyarakat. Pada Tahun 

Anggaran 2009 melalui Dana APBN menunjung kegiata oprasional bus perintis 

 Langkah-Langkah Perhitungan 

• Asumsi Operasional kendaraan bus dalam satu hari 2 x PP 

• Setiap bus dapat menekan penggunaan kendaraan Sepeda motor 20 Unit 

 Tahap Pelaksanaan 

• Study detail trayek yang menjadi prioritas dalam program subsidi, termasuk kebutuhan dan 

skedul waktu operasional 

• Pembuatan Aturan teknis operasional yang menyangkut penggunaan bagi masyarakat , 

sebagai awal dan akhir perjalanan dalam suatu trayek 

• Persiapan dan pelaksanaan termasuk Sosialisasi Operasioal kepada masyarakat 

• Pengadaan sarana dan Prasarana angkutan 

• Pengoperasian bus dan evaluasi serta monitoring 

 Hambatan Pelaksanaan 

• Pendanaan 

 

3.2.Uji Emisi Kendaraan 

Dari hasil pengamatan pelaksanaan uji emisi gas buang yang dilakukan oleh Dinas 

Perhubungan Kabupaten / Kota diperkirakan test uji emisi gas buang baik itu penggunaan BBM 

solar maupun Bensin sering dijumpai hasil emisi gas buang tersebut masih diatas ambang batas 

yang telah ditetapkan ; juga merujuk pada kegiatan rutin yang dilakukan oleh instansi 

Lingkungan Hidup yang menguji CO 2 secara sampling terhadap kendaraan bermotor yang 

melewati pada suatu daerah pengambilan sampling tersebut juga mendapatkan hasil yang 
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menyatakan bahwa masih banyak kendaraan bermotor yang hasil gas buang CO 2 nya diatas 

standart yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Didalam mensukseskan kegiatan GRK untuk sektor transportasi adalah menghitung sisa hasil 

pembakaran mesin kendaraan bermotor berupa gas CO 2, dimana dalam kegiatan ini akan 

menghitung secara langsung seberapa besar CO 2 yang dihasilkan yang nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai standard yang telah ditentukan. Dengan demikian maka akan dapat 

dihitung selisih ; dimana selisih  tersebut merupakan dasar untuk perbaikan dan monitoring 

terhadap kendaraan yang telah melebihi standar hasil emisi CO 2 yang telah ditentukan. 

 Langkah-Langkah Perhitungan 

Dalam perkiraan penurunan CO 2 dalam kegiatan ini ada berbagai assumsi yang akan 
digunakan yaitu : 

• 20 % dari total kendaraan batas nilai CO 2 tidak memenuhi standart CO yang telah 

ditetapkan.  

• Nilai selisih antara satandar CO 2 yang ditetapkan dengan hasil uji dilapangan adalah 

sebesar 10 % . 

• Nilai keberahasilan dalam penyelenggaraan ini adalah 50 %  

• Perhitungan ini akan diambil langsung dari hasil CO 2 baselines BaU 
 

 Tahap Pelaksanaan 

 

• Penyusuna perda yang mewajibkan seluruh kendaraan bermotor hasil kerja mesin harus 

berada pada baku mutu standart CO 2 yang telah ditetapkan. 

• Sosialisasi agar perlu ditingkatkan perawatan kendaraan bermotor yang optimal sehingga 

hasil kerja mesin dapat menghasilkan CO 2 yang sesuai baku mutu standart yang 

ditetapkan. 

• Pengadaan alat CO2 dan memetapkan Instansi / Badan Pengelola uji mutu hasil kerja 

mesin kendaraan bermotor dengan lokasi yang mudah dan terjangkau oleh masyarakat ,  

• Memberikan lebiling kepada kendaraan yang telah memenuhi standard emisi CO 2  

• Melakukan uji petik sebagaimana telah dilakukan oleh KLH dengan frekwensi lebih 
ditingkatkan dan diperbanyak titik lokasi. 
 

4.6.3.Hambatan Pelaksanaan 

 

• Pendanaan 
• Masih kurangnya kesadaran dari masyarakat 
• Perda belum terbentuk 
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4.7. Pelatihan smart Eco Driving 

 

Smart Driving adalah metode berkendaraan yang hemat energi, ramah lingkungan, 

selamat dan nyaman. Metode Smart Driving menggunakan strategi perilaku pengemudi dalam 

berkendaraan agar dicapai konsumsi bahan bakar yang paling efisien.  Hasil uji coba studi yang 

telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan metoda berkendaraan ini berpotensi untuk 

dapat menghemat bahan bakar antara 10%-30% dan secara otomatis juga menurunkan emisi 

gas buang kendaraan bermotor jika dirat ratakan sebesar 20 % (Studi Dit. BSTP 2009).  

Smart driving juga merupakan methode bagaimana cara mengemudikan kendaraan 

bermotor dengan optimal ; pengemudi dapaat mengemudikan kendaraan bermotor lebih aman, 

lebih ramah lingkungan, ekonomis dan bebas stres ; Penggunaan prinsip eco-driving akan dapat 

mengurangi kebutuhan bahan bakar dan mengurangi emisi GRK.  

Pada Prinsipnyaa Kegiatan ini dapat dikatagorikan dalam menekan angka penurunan 

emisi GRK adalah merujuk pada Hasil studi penelitian Direktorat BSTP Dirjen Perhubungan 

Darat, menyatakan bahwa teknik mengemudi dengan cara smart driving meliputi bagaimana 

cara menghidupkan mesin, memindahkan gigi ke posisi lebih tinggi pada putaran 2000-2500 

RPM secepat mungkin, menggunakan gigi setinggi mungkin dengan RPM rendah, 

memperhatikan dan mengantisipasi kondisi lalu lintas di depan dan sekitar kendaraan, tidak 

mempercepat atau mengerem secara mendadak, mengurangi kecepatan dengan menggunakan 

pengereman mesin, membatasi kecepatan tidak lebih dari 80 km/jam, mematikan mesin. Dapat 

mengurangi penggunaan BBM. Masih dalam hasil studi Dit. BSTP, mengenai Kiat-kiat 

menghemat bahan bakar  antara lain,  mematikan mesin saat berhenti lebih dari 30 detik, 

menggunakan AC dengan bijak, hindari penggunaan rak diatap, turunkan muatan yang tidak 

perlu, periksa tekanan ban secara berkala, gunakan peralatan pemantau pemakaian bahan bakar 

di dalam kendaraan, saat berhenti ditanjakan gunakan rem tangan untuk menahan agar 

kendaraan tidak meluncur mundur, saat menaiki tanjakan gunakan gigi setinggi mungkin 

dengan menekan pedal gas hampir penuh, saat jalan menurun gunakan gigi tinggi dan injak 

kopling dan biarkan kendaraan meluncur.  
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Dalam pelaksanaan teknik Smart Driving, keamanan dan keselamatan lebih 

diutamakan. Dengan demikian jika terdapat resiko yang membahayakan keselamatan dan 

keamanan, maka teknik Smart Driving tidak boleh digunakan. Perawatan kendaraan yang baik 

(gunakan bensin oktan yang lebih tinggi, tekanan angin ban yang sesuai, rawat kendaraan 

secara teratur). Lebih mengarah kepada pengetahuan (teori) dan ketrampilan/teknik (praktek) 

pengendara agar perjalanan menjadi aman dan nyaman. Selain pengetahuan (teori) dan 

ketrampilan (praktek) mengemudi, pengertiannya juga lebih mengarah ke pola sikap, mental 

dan perilaku pengendara. Mengemudi dengan kesadaran untuk bertanggung jawab, baik untuk 

diri sendiri, penumpang seisi mobil/sepeda motor, maupun bagi pengguna lalu lintas yang lain 

sehingga tercipta keamanan dan kenyamanan bersama dalam berlalu lintas di jalan raya. Selain 

berkendara secara aman dan nyaman sekarang kita juga harus berhendara secara ekonomis dan 

hemat.  

Didalam kegiatan ini secara umum telah dilakukan di setiap tahunnya yaitu melalaui 

program pemilihan awak kendaraan umum teladan di tingkat Kabupaten / Kota se Propinsi 

Maluku Utara dan dilanjutkan tingkat Propinsi Maluku Utara ;  Disamping penyelenggaran 

kegiatan AKUT ini juga telah dilakukan pelatihan terhadap para pengemudi angkutan umum 

dalam dalam rangka peningkatan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas .Memperhatikan 

kegiatan ini telah dilaksanakan tiap tahunnya maka dalam rangka mengefisienkan kegiatan 

untuk program penurunan emisi gas CO 2 , akan dikembangkan silabus penyelenggaraan 

pelatihan dan penyuluhan para pengemudi ini ditambah dengan program smart / eco Driving . 

Para Peserta yang dilatih diharapkan akan berpotensi untuk dapat menghemat bahan bakar 

antara 10%-30% dan secara otomatis juga menurunkan emisi gas buang kendaraan bermotor 

jika dirata ratakan sebesar 20 % (Studi Dit. BSTP 2009).  Didalam perhitungan ini akan 

diassumsikan hanya dapat menghemat 10 % (batas Pesimis) , berikut tabel perhitungan Smart 

Driving adalah sebagai berikut : 

 
URAIAN    Taksi/Oplet Satuan 

Pengemudi yang di didik 200 200 Unit 

Panjang Perjalanan  per trayek 12   KM 

Jumlah Perjalanan / hari  6 PP 12   Trip 

Operasi Kendaraan umum per 
tahun 300   hari 

Panjang Perjalanan /tahun         8.640.000    

Konsumsi BBM mobil 
penumpang 7,8   KM/ liter 
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Konsumsi BBM mobil Bus 5,5   KM/ liter 

Total BBM yang diperlukan         1.107.692  Liter 

Faktor emisi CO 2 / leter bensin 2,33     2.580.923  Kg / Liter 

Faktor emisi CO 2 / leter Solar 2,62   KG. 

Total Emisi CO 2         2.580.923  KG. 

Penghematan 10 %   
        

258.092  KG 

Total Penurunan CO 2  (Ton)   258,09 Ton Co2 

 

4.7.1. Tahapan Pelaksanaan  

 

1. Perlu dipersiapkan tenaga yang profesional di lingkungan Pemerintah Propinsi maupun 

Kabupaten / Kota untu dapat dijadikan sebagai tenaga pelatih dalam melakukan pelatihan 

smart driving .  

2. Diharapkan pada setiap kabupaten / Kota menyelenggarakan kegiatan pendidikan / 

penyuluhan serta pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan dengan menambah waktu / 

silabus yang berkaitan dengan skart driving  

3. Untuk Kota Ternate , Pemerintah Propinsi Maluku Utara dapat menyelenggarakan 

pelatihan Smart driving bagi para pengemudi  dan masyarakat umum (pengemudi angkutan 

para perusahaan, pengemudi di wilayah pemerintah , pengemudi angkutan sekolah, 

karyawan dan lain lain ) 

4. Diharapkan kepada pada saat pengurusan pembuatan SIM agar di wajibkan agar mengikuti 

pelatihan Smart riving dan diberi sertifikat Smart Driving.  

  
Diharapkan pengemudi yang terlatih sebagaimana tersebut diatas dapat mengimplementasikan 

teori yang telah diberikan sehingga akan dapat tercapai salaah satu tujuannya adalah dapat 

mengurangi emisi CO 2. 

 

4.9. Penerapan Pengendalian Dampak Lalu Lintas 

ANDALALIN adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam 

bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas (PP No. 32/2011). ANDALALIN dalam UU 

No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada Pasal 99 bertujuan untuk 

menciptakan lalu lintas yang aman, keselamatan, tertib dan lancar. Tujuan dari pelaksanaan 
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andalalin adalah upaya pengendalian dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh adanya 

pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.  

 

4.9.1.Langkah Perhitungan 

 

 Andalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari 

pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur. Hasil analisis dampak lalu lintas 

akan dijadikan salah satu syarat pengembang atau pembangun untuk memperoleh izin lokasi, 

izin mendirikan bangunan, dan izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan. Penerapan 

Andalin yang baik dapat memberikan pengurangan emisi dari BAU. Pengurangan emisi didapat 

dengan mengurangkan emisi pembangunan tanpa adanya TIC (Traffic Impact Control) dan 

pembangunan seteah dilaksanakan TIC.  

Pada Lampiran 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 61 Tahun 2011 

disebutkan penerapan TIC pada 12 kota akan memberikan penurunan emisi sebesar 240 ribu 

tCO2eq. Dengan membagi rata penurunan untuk setiap kota , maka didapatkan penurunan pada 

setiap kota adalah 20 ribu tCO2eq. Jika kita assumsikan Kota Ternate mempunyai kesamaan 

karakteristik di 12 kota sebagaimana pada lampiran 1 Perpres no.61 tahun 2011 diatas, dan kita 

hanya mengambil 75 % dibawahnya maka didapat bahwa penurunan yang didapat pada Kota 

Ternate akibat penerapan Analisa Dampak Lalu Lintas sebesar 15 ribu tCO2eq ;   Aksi mitigasi 

ini akan diterapkan mulai tahun 2013 dan target penurunan emisi akan naik secara linier sampai 

tahun 2020. 

 

4.9.2. Tahapan Pelaksanaan 

 

• Mewajibkan setiap pengembang yang akan melakukan pembangunan yang telah 

memenuhi persyaratan yang harus disertai dengan amdal lalin maka diwajibkan untuk 

dibuatkannya stuatu study amdal lalin sebelum di terbitkan izin mendirikan bangunan. 

• Dibuatkannya SK Gubernur / Walikota / Bupati tentang tim analisa amdal lalin ,  

• Ditetapkannya tim pengawas dan evaluasi amdal lalin. 

 

4.9.3. Hambatan Pelaksanaan 
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• Multi Stakeholder 

• Implementasi ditingkat regional 

• Tata cara pemberian IMB yang berbeda antar daerah 

 

 

Aksi mitigasi sektor limbah? 
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Bab V 
Strategi Implementasi 
RAD Gas Rumah Kaca 
Provinsi Maluku Utara 
 
 
 
 

5.1. Kelembagaan RAD-GRK Provinsi Maluku Utara 

Dalam rangka strategi implementasi RAD-GRK di Provinsi Maluku Utara, 

dilakukan langkah-langkah pendekatan dalam sistem kelembagaan. Dalam hal ini 

lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat merupakan unsur terlibat dalam usaha 

dan kegiatan implementasi  rencana aksi daerah penurunan emisi  gas rumah kaca di 

Provinsi Maluku Utara. 

5.1.1. Pemerintah 

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota mempunyai 

peranan penting dalam penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Maluku Utara 

sesuai dengan pembagian urusan dan kewenangan masing-masing. Hal ini tercermin 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota.  

5.1.1.2. Unsur pemerintah 

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 

Tahun 2007 tersebut,  urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang 

sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dan urusan pemerintah pusat yang 

dibagi bersama dengan pemerinntah provinsi dan kabupaten/kota. Yang menjadi 

kewenangan pemerintah pusat dan tidak miliki oleh pemerintah 

provinsi/kabupaten/kota mencakup kewenangan dalam hal politik luar negeri, 

pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. 

Dalam peraturan pemerintah tersebut urusan pemerintahan terdiri dari 31 

bidang urusan pemerintah, sedangkan yang terkait dengan upaya penurunan emisi gas 

rumah kaca meliputi sebagai berikut: 

1) Pekerjaan umum 
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2) Perumahan 

3) Penataan ruang 

4) Perencanaan pembangunan 

5) Perhubungan 

6) Lingkungan hidup 

7) Pertanian dan ketahanan pangan 

8) Kehutanan 

9) Energi dan sumberdaya mineral 

10) Perindustrian 

Sementara Itu unsur organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara sesuai 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentangOrganisasi  dan  

Tata KerjaSekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Maluku Utara terdiri dari: 

a. Sekretariat Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara; 

b. Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris DPRD Provinsi 

Maluku Utara; 

c. Asisten  Pemerintahan; 

d. Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;  

e. Asisten  Administrasi Umum; 

f. Biro Pemerintahan Umum 

g. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

h. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokoler, 

i. Biro Perekonomian, 

j. Biro Administrasi Pembangunan, 

k. Biro Kesejahteraan Rakyat, 

l. Biro Organisasi, 

m. Biro Keuangan, 

n. Kelompok Jabatan Fungsional 

Unsur organisasi dinas daerah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara 

Nomor  7 Tahun 2008 terdiri dari: 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. Dinas Pekerjaan Umum; 
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d. Dinas Pertanian; 

e. Dinas Kehutanan;  

f. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

g. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

h. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

i. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; 

k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

l. Dinas Sosial; 

m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

n. Dinas Pemuda dan Olahraga 

o. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah. 

Unsur kelembagaan daerah non dinas sesuai dengan Peraturan Daerah  Provinsi 

Maluku UtaraNomor: 8 Tahun2008TentangOrganisasi dan Tata  Kerja Inspektorat,Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah, danLembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku Utara 

yang bertanggungjawab dalam Impelementasi rencana aksi daerah penurunan emisi gas 

rumah kaca yaitu sebagai berikut: 

a. Inspektorat; 

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; 

d. Badan Lingkungan Hidup; 

e. Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi; 

f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

g. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; 

h. Badan Kepegawaian Daerah; 

i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;  

j. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

k. Badan Kearsipan dan Perpustakaan; 

l. Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Maluku Utara di Jakarta; 

m. Satuan Polisi Pamong Praja; 

n. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Chasan Boesoirie Ternate. 

5.1.2. Unsur BUMN 
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Unsur BUMN yang memiliki kewenangan dalam pengendalian, serta 

implementasi RAD-GRK di Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut: 

a. PT Pertamina Wilayah Maluku Utara 

b. PT PLN Cabang Ternate 

 

 

5.1.3. Unsur Perguruan Tinggi 

Unsur perguruan tinggi yang berkaitan dengan upaya penurunan emisi gas 

rumah kaca di Provinsi Maluku Utara terdiri dari: 

a. Pusat Studi Lingkungan Universitas Khairun 

b. Pusat Studi Lingkungan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara  

5.1.4. Kelembagaan Swasta 

Kelembagaan swasta yang terlibat dalam RAD-GRK antara lain sebagai berikut : 

1. Organda (persatuan angkutan kota, ojeg yang ada di Ternate dan kota lainnya di 

Provinsi Maluku Utara) 

2. Perusahaan industri besar, sedang, kecil 

3. IKM-UKM 

5.1.5. Kelembagaan Masyarakat 

Unsur kelembagaan masyarakat yang terlibat dalam usaha implementasi 

rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kacameliputi: 

1. Lembaga sosial masyarakat bidang lingkungan, transportasi dan energi, sosial, 

pendidikan, budaya dan sebagainya 

2. Rukun warga yang kegiatannya dikoordinasikan pada tingkat kelurahan desa dan 

kecamatan 

3. Organisasi lingkungan masyarakat seperti karang taruna, lembaga masyarakat desa 

dan sebagainya 

4. Masyarakat umum 

5. Lembaga Sosial Masyarakat yang aktif sebagai penggiat dan penyadaran lingkungan 

seperti Walhi, Elsil, LML dan lain-lain 

Di bawah ini tabel yang mejelaskan lembaga yang melaksanakan tugas dan 

tanggungjawab dalam penurunan emisi gas rumah kaca. 

Nama lembaga Kegiatan yang 
menghasilkan GRK 

Upaya-upaya untuk 
menurunkan GRK 

Keterangan 
tambahan 

Sektor transportasi    
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 Kementerian 
perhubungan 

 Kementerian PU 

 Bappenas 

 Dinas PU 

 Dinas ESDM 

 Dishubkominfo 

 BLH 

 Bappeda 

 DPKP 

 Pertamina 

 Organda 
 
 

 Kebijakan yang 
bersifat baru 
dan sektoral 

 Aktivitas lalu 
lintas 
kendaraan 
bermotor pada 
ruas jalan 

 Pertumbuhan 
kendaraan 
bermotor 

 Kemacetan lalu 
lintas dan 
tundaan lalu 
lintas 

 Pajak kendaraan 
murah 

 Kemudahan 
mendapatkan 
stnk dan sim 
 

 Evaluasi kebijakan 
sektor transportasi 
tata ruang dan 
kebijakan sektoral 
lainnya 

 Perencaan 
transportasi 
terintegrasi 

 Manajemen parkir 

 Pembangunan 
preservasi jalan 

 Konsep 
penanganan 
permasalahan 
transportasi 
harus 
terintegrasi dan 
tidak dapat 
bersifat 
incremental 

 Kegiatan 
oembangunan 
yang mengarah 
sampai dengan 
fisik harus 
diawali dengan 
penysuunan 
studi makro, 
studi kelayakan, 
detail 
engineering 
design, studi 
UKL-UPL, 
kosntrusi 
pengawasan dan 
monitoring dan 
evaluasi 

Sektor Energi    

 Kementerian PU 

 Kementerian 
ESDM 

 Dinas PU 

 Dinas ESDM 

 Pertamina 

 PLN 

 Bappeda 

 BPPT 

 LIPI 

 Kebijakan yag 
bersifat baru 
dan sektoral 

 Penggunaan 
bahan bakar 
untuk 
kendaraan 
bermotor 

 Penggunaan 
energi listrik 
berlebihan 

 Konsumsi bahan 
bakar untuk 
keperluan 
rumah tangga 

 Evaluasi kebijakan 
sektor energi 

 Penerapan 
mandatori 
manajemen energi 
untuk penggunaan 
padat energi 

 Penerapan program 
kemitraan 
konservasi energi 

 Penyediaan, 
pengelolaan dan 
peningkatan energi 
terbarukan 

 Penggunaan lampu 
hemat energi 

 Pengembangan 
panel surya 

 Beberapa 
daerah di 
Provinsi Maluku 
Utara memiliki 
pembangkit 
seperti 
pembangkit 
yang bersumber 
BBM, matahari 
dan panas bumi 

 

Sektor Kehutanan    

 Kementerian 
kehutanan 

 Dishut 

 Balai TN, DAS 

 Bappeda 

 Kebijakan yang 
bersifat baru 
dan sektoral 

 biomasa 
pertanian 

 kerusakan 
tutupan lahan 

 letusan gunung 

 evaluasi kebijakan 
sektoral kehutanan 

 penyelenggaraan 
rehabilitasi hutan  

 penambahan 
tutupan lahan (hutan 
dan tanaman) 

 mendukung 

 letusan gunung 
gamalama di 
ternate, gunung 
ibu di Halmahera 
Barat 
menyebabkan 
kerusakan lahan 
pada kawasan 
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Gamalama, Ibu 
dan lain-lain 

terlaksananya 
program menuju 
Indonesia Hijau 

hutan  

 pembatasan 
perkembangan 
lahan  

Sektor industri    

 Kementerian 
perindustrian 

 Disperindagkop 

 UKM-IKM (swasta) 

 Pengusaha industri 

 bappeda 
 

 kebijakan yang 
bersifat baru 
dan        sektoral 

 penggunaan 
BBM untuk 
produksi 

 limbah industri 
(padat dan cair) 

 evaluasi kebijakan 
sektor industri 

 penerapan produksi 
bersih 

 terdapat dampak 
dari penerapan 
produksi bersih 

 efisiensi dan 
pengurangan 
emisi; namun 
kesulitan dalam 
pengembangan 
teknologi 

Kebijakan    

 Kementerian 
Dalam Negeri 

 Biro Hukum 

 Biro Administrasi 
Pembangunan 

 Biro Kesra 
 

Semua 
permasalahan yang 
terkait dengan RAD-
GRK 

 Integrasi kebijakan 
pembangunan 
Provinsi Maluku 
Utara dengan 
kebijakans ektoral 
terkait dengan 
penyusunan RAD-
GRK 

 Implementasi pergub 
tentang RAD-GRK 

Penyusunan oleh 
Gubernur Maluku 
Utara 

Monitoring dan 
evaluasi 

   

 Tim pokja dan skpd 
terkait 

 Inspektorat 

 Bidang Fispra dan 
LKK Bappeda 
Provinsi Maluku 
Utara 

Semua 
permasalahan yang 
terkait dengan RAD-
GRK 

 Monitoring tahunan 
sumber emisi GRK 

 Penyusunan dan 
penyempurnaan 
basis data GRK 
termasuk melakukan 
peningkatan dan 
perbikan 
spesifikasi/kualitas 
data tahunan 

Kebijkan yang perlu 
diintegrasikan 
dengan RAD-GRK: 

 RTRW 

 RPJMD 

 MP3EI 

 Perencanaan 
pembangunan 
sektoral lainnya 
(pertanian, 
perhubungan, PU, 
ESDM, 
kehutanan, 
limbah, 
perindustrian, 
kemiskinan, 
ketenagakerjaan 
dan lain-lain) 

 

 

5.2. Identifiksi sumber pendanaan 

Sumber pendanaan yang dibutuhkan dalam upaya penanganan emisi gas rumah 

kaca adalah melalui pendanaan pusat, daerah, pihak swasta melalui program CSR serta 

dukungan internasional. Dalam hal ini dukungan pendanaan tersebut didasarkan atas 
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usulan aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara 

sebagai salah satu bagian kegiatan yang terintegrasi dalam menurunkan emisi gas 

rumah kaca. Dukungan pendanaan tersebut antara lain: 

1. Dukungan pendanaan pusat berasal dari dana dekonsentrasi untuk Pemerintah 

Provinsi Maluku Utara 

2. Dukungan pendanaan APBDP Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2012 dan 

berlanjut pada tahun-tahun berikutnya 

3. Diharapkan adanya dukungan pendanaan internasional berasal dari hibah, pinjaman 

maupun upaya internasional dalam memberikan dukungan dari setiap aksi mitigasi 

yang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dalam hal ini dipilih aksi 

mitigasi yang benar-benar membutuhkan dukungan internasional terutama yang 

berkaitan dengan pengembangan metode baru. 

 

5.3. Jadwal dan pendanaan implementasi RAD-GRK 

Jadwal dan pendanaan untuk kegiatan implementasi RAD-GRK di Provinsi 

Maluku Utara dilakukan secara terstrutur dan terintegrasi dengan mekanisme 

penganggaran dari APBD, APBN maupun dukungan pendanaan internasional. Secara 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabe berikut ini. 
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No Program/kegiatan Tahun mitigasi dan anggaran Sumber 
pendanaan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A Sektor Pertanian          

 Evaluasi kebijakan sektor pertanian         APBN, APBD 

 Perbaikan dan pemeliharaan jaringan 
irigasi 

        APBN, APBD 

 Penerapan teknologi budidaya         APBD 

 Pemanfaatan penggunaan pupuk organik         APBD 

 Pengembangan lahan pertanian abadi 
menjadi kawasan lindung 

        APBN, APBD 

B Sektor Kehutanan          

 Evaluasi kebijakan sektor kehutanan  APBN, APBD 

 Penyelenggaraan rehabilitasi hutan         APBD 

 Penambahan tutupan lahan (peningkatan 
hutan tanaman) 

        APBD 

 Mendukung terlaksananya program 
menuju Indonesia hijau 

        APBD 

C Sektor Transportasi          

 Evaluasi kebijakan sektor transportasi, tata 
ruang dan kebijakan sektor lainnya 

        APBN, APBD 

 Perencanaan transportasi terintegrasi         APBD 

 Manajemen parkir         APBD 

 Pemeliharaan jalan nasional, provinsi, 
kabupaten/kota 

        APBN, APBD 

 Pembangunan jalan dan jembatan         APBN, APBD 

D Sektor Energi          

 Evaluasi kebijakan sektor energi         APBN, APBD 

 Penerapan mandatori manajemen energi 
untuk penggunaan padat energi 

        APBN, APBD 

 Penerapan program kemitraan konservasi 
energi 

        APBN, APBD 

 Penyediaan, pengelolaan, dan         APBN, APBD 
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peningkatan energi terbarukan 

 Penggunaan lampu hemat energi (LED)         APBN, APBD 

 Pengembangan panel surya         APBN, APBD 

E Sektor Limbah          

 Evaluasi kebijakan sektor limbah         APBN, APBD 

 Pengelolaan sampah terpadu         APBD 

 Pembangunan TPA dan IPAL         APBD 

 Pemilahan sampah sebelum pengangkutan         APBD 

F Sektor Industri          

 Evaluasi kebijakan sektor industri         APBN, APBD 

 Penerapan produksi bersih         APBD 

G Kebijakan          

 Integrasi kebijakan pembangunan daerah 
Provinsi Maluku Utara dengan kebijakan 
sektoral dengan penurunan gas rumah 
kaca meliputi RTRW, RPJMD, TATRAWIL, 
dan kebijakan sektoral lainnya (termasuk 
didalamnya adaah melakukan kegiatan 
review) 

        APBN, APBD, 
Dana Lainnya 

H Monitoring dan evaluasi          

 Monitoring tahunan sumber emisi gas 
rumah kaca 

        APBN, APBD 

 Penyempurnaan dan pengembangan basis 
data gas rumah kaca yang diintegrasikan 
dengan sistem informasi geografis 

        APBN, APBD 

 Review terhadap pelaksanaan kebijakan 
pembangunan yang diintegrasikan dengan 
RAD-GRK 

        APBD 
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Bab 6  
Monitoring 
dan Evaluasi 

 
 

 

6.1. Komponen Monitoring 

Pelaksanaan kegiatan monitoring dalam implementasi RAD-GRK di Provinsi 

Maluku Utara akan dilaksanakan setiap tahun dengan berbagai kegiatan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan monitoring dilaksanakan dengan melibatkan berbagai unsur terkait 

seperti pemerintah, dan para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, 

swasta maupun masyarakat. 

2. Setiap tahun akan melakukan perhitungan gas rumah kaca di Provinsi Maluku 

Utara secara periodik yang dilakukan oleh tim dari Badan Lingkungan Hidup 

(BLH) Provinsi Maluku Utara yang berkoordinasi dengan SKPD terkait, 

pemerintah kabupaten/kota, swasta, dan masyarakat 

3. Pengembangan baseline data gas rumah kaca secara khusus untuk 

meningkatkan kualitas serta menyediakan baseline data yang lengkap dan dapat 

dilakukan oleh tim dari BLH Provinsi Maluku Utara yang dikoordinasikan dengan 

SKPD terkait, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan masyarakat 

4. Penetapan baseline data dan sumber-sumber gas rumah kaca di Provinsi Maluku 

Utara dan perumusan baseline data, serta berkorelasi setiap tahunnya, sehingga 

perkembangan setiap tahun dapat dihitung dan jika dimungkinkan dilakukan 

perincian baseline data tersebut 

5. Penetapan target pencapaian penurunan emis gas rumah kaca yang menjadi 

indikator didalam RPJMD Provinsi Maluku Utara 2014-2018 dan RPJMD Provinsi 

Maluku Utara 2019-2023. 
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6. Indikator penurunan atas mitigasi yang tertuang dalam RPJMD tersebut harus 

terintegrasi dengan kebijakan sektoral lainnya yang dapat menjadi wajib untuk 

dirinci dan diakomodasi di dalam  Renstra SKPD serta Renja SKPD. 

 

6.2. Komponen evaluasi 

Sementara itu dalam evaluasi penyusunan rencana aksi daerah penurunan emisi 

gas rumah kaca, akan dilakukan langkah-langkah dan pertimbangan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Baseline data jumlah dan sumber gas rumah kaca di Provinsi Maluku Utara yang 

sudah disusun dan dikembangkan perlu dilakukan komparasi dan verifikasi untuk 

memudahkan kualitas baseline data yang optimal 

2. Melakukan publikasi terhadap hasil perhitungan gas rumah kaca dan sumber 

pencemar gas rumah kaca pada media massa maupun media elektronik sebagai 

bahan pembelajaran, penyadaran, bahan review dari kegiatan yang sudah 

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat di Provinsi Maluku Utara 

3. Melakukan evaluasi terhadap penyusunan RAD-GRK dan melakukan revisi 

komponen peraturan gubernur tentang penurunan emisi gas rumah kaca  yang 

telah ditetapkan yang dapat dilakukan dengan kurun waktu 3-5 tahun untuk 

disesuaikan dan diintegrasikan dengan kebijakan perencanaan dan 

pembangunan. 

4. Evaluasi RAD-GRK harus diikuti dengan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, kebijakan berbasis spasial maupun kebijakan sektor 

lainnya 

5. Melakukan evaluasi dan penyusunan perencanaan penganggaran sesuai dengan 

Permendagri Nomor: 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan RAD-GRK di 

Provinsi Maluku Utara 

 

6.3. Komponen kelembagaan dan pelaporan kegiatan monitoring dan evaluasi 

Komponen kelembagaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi kegiatan 

implementasi RAD-GRK di Provinsi Maluku Utara sebagai berikut: 

1. Pembentukan tim koordinasi dalam usaha implementasi kegiatan penurunan 

emisi gas rumah kaca yang dapat beranggotakan: 
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a. Tim kelompok kerja (pokja) penyusunan RAD-GRK yang sudah ditetapkan 

dengan surat keputusan Gubernur Maluku Utara 

b. Tim dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait 

c. Tim anggaran pembangunan daerah 

d. Tim Badan Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (BKPRD)Provinsi Maluku Utara 

e. Tim akademisi perguruan tinggi 

f. Tim lembaga sosial masyarakat 

g. Forum kegiata tim koordinasi tersebut dapat bersifat independen maupun 

berkoordinasi dengan tim pokja sektor/kegiatan lain yang berkorelasi dengan 

upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Maluku Utara 

2. Monitoring dan evaluasi dapat dimuat didalam laporan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah (LAKIP) dengan justifiaksi bahwa indikator target kinerja 

penurunan emisi gas rumah kaca sudah termuat dan terintegrasi didalam 

RPJMD, Renstra, Renja SKPD, serta kebijakan lain yang bersifat sektoral di 

Provinsi Maluku Utara yang sudah terkualifikasi dngan secara jelas 

3. Mekanisme pelaporan yang dilakukan adalah segala permasalahan dan hasil 

perhitungan gas rumah kaca, hasil review/evaluasi kebijakan pembangunan 

(sektoral maupun spasial), beserta hasil implementasi kebiakan yang berkaitan 

degan usaha oenurunan emisi gas rumah kaca kepada Bappeda Provinsi Maluku 

Utara oleh SKPD provinsi dan kabupaten/kota 

4. Hasil pelaporan tersebut untuk kemudian dilakukan koordinasi dan pembahasan 

pada tingkat provinsi sebagai masukan dan konsep pelaporan dan implementasi 

RAD-GRK pada tingkat pusat 

5. Hasil pelaporan tersebut menjadi sebagai bahan masukan perumusan kebijakan 

pembangunan dan mekanisme penganggaran pada tingkat pusat, provinsi 

maupun kabupaten/kota setiap tahunnya 

6. Kegiatan dikoordinasikan langsung oleh Sekda yang dibantu oleh Asisten Sekda 

dengan penangunggungjawab kegiatan adalah Kepala Daerah. SKPD sebagai 

unsur pelaksana teknis dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dan Inspektorat 

sebagain unsur pengawas pelaksanaan kegiatan di daerah 
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Bab 7  
Penutup 

 

 

7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan 

dari kegiatan penyusunan RAD-GRK di Provinsi Maluku Utaraini yaitu sebagai berikut: 

1. Beradasarkan hasil perhitungan emisi gas rumah kaca didapat nilai rekapitulasi tiap 

sektor sebagai berikut: 

No Sektor Konstribusi emisi 2010 (tCO2-Eq) Porsentase 

1 Pertanian 2.542.753 
               
18,8092  

2 Kehutanan 9.733.721 
               
72,0019  

3 Transportasi 769.020 
                 
5,6886  

4 Energi 288.500 
                 
2,1341  

5 Pengolahan Limbah 184.700 
                 
1,3663  

    13.518.694 
                       
100  

 

2. Secara riil emisi dominan untuk gas CO2 dan N2O di Provinsi Maluku Utara yang 

diproduksi adalah dari sektor transportasi, mengingat pertumbuhan kendaraan 

bermotor khususnya kendaraan pribadi (dominasi roda 2) cukup besar di Provinsi 

Maluku Utara dan menjadi salah satu kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan 

asli daerah 

3. Sektor energi memberikan sumbangan emisi paling dominan berdasarkan hasil 

perhitungan untuk gas CO2 

4. Untuk gas methana sektor pertanian belum menjadi penyumbang yang besar 

dibandingkan sektor lain, karena di Provinsi Maluku Utara masih sedikit potensi 

untuk pengembangan pertanian yang sebagian besar terdapat di Halmahera Timur 

dan Halmahera Tengah. 

5. Susunan usulan aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Maluku 

Utara sebagai berikut: 
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a. Usulan aksi mitigasi sektor transportasi meliputi: 

 Smart/eco driving 

 Manajemen parkir 

 Integrasi tata ruang dengan transportasi 

b. Usulan aksi mitigasi sektor pertanian 

c. Usulan aksi mitigasi sektor kehutanan 

 Penambahan tutupan lahan 

 Mempertahankan tutupan lahan yang berupa hutan 

 Melakukan perencanaan hutan yang baik 

 Pembatasan penggunaan lahan untuk permukiman 

 Rehabilitasi hutan 

 Rehabilitasi lahan kritis/berpotensi kritis 

d. Usulan aksi mitigasi sektor energi 

 Penggunaan lampu LED untuk rumah tangga 

 Penggunaan panel surya 

 Alternatif energi terbarukan 

e. Usulan aksi mitigasi sektor industri dapat dilakukan dengan produksi bersih 

f. Usulan aksi mitigasi sektor limbah 

 Sampah organik dibuat kompos 

 Penerapan prinsip reduce, reuse, recycle 

 Green consumer 

 Waste to energy 

6. Perlu dipikirkan dukungan dalam aksi mitigasi yang dilakukan pada tingkat 

kabupaten/kota, provinsi, dan nasional terutama dalam dukungan pendanaan serta 

mekanisme pengelolaan kegiatan pembangunan/implementasi di daerah. Dalam hal 

ini meliputi kelembagaan pusat, daerah, swasta dan masyarakat 

7. Mekanisme monitoring dan evaluasi diperlukan sebagai kerangka untuk 

mengidentifikasi tingkat keberhasilan implementasi penurunan gas rumah kaca yang 

tentunya harus terintegrasi dengan kegiatan perencanaan pembangunan di Provinsi 

Maluku Utara 

8. Mekanisme monitoring dan evaluasi tersebut sebagai mekanisme umpan balik 

untukkegiatan RAD-GRK di Provisni Maluku Utara 
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7.2. Saran 

Berdasarkan hasil penyusunan RAD-GRK maka perlu tindaklanjut kegiatan antara 

lain: 

a. Kegiatan sosialisasi hasil penyusunan RAD-GRK yang melibatkan tim pokja serta 

SKPD terkait, LSM, unsur BUMN terkait, swasta dan masyarakat 

b. Kegiatan perumusan Peraturan Gubernur Maluku Utara yang memuat substansi  

terkait dengan RAD-GRK di Provinsi Maluku Utara yang dilanjutkan dengan 

penetapan Peraturan Gubernur 

c. Perlu dilakukan kegiatan evaluasi perangkat kebijakan perencanaan pembangunan 

di daerah, perangkat kebijakan spasial, serta perangkat kebijakan sektoral terkait 

dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara tentang penurunan gas 

rumah kaca 

d. Dalam mendukung MP3EIRAD-GRK menjadi salah satu komitmen pemerintah pusat 

dan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis lingkungan, 

sehingga dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang diimplementasikan 

dalam mekanisme penganggaran harus berbasis pada konsep lingkungan dengan 

memperhatikan upaya pembatasan, serta reduksi terhadap gas rumah kaca. 

Demikian rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca (RAD-GRK) Provinsi 

Maluku Utara yang telah dibuat sebagai pedoman dalam rangka ikut serta melakukan 

upaya penurunan emisi gas rumah kaca.  
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